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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 16
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Gianyar Tahun 2023-2043;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 778, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana
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dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Bali.

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Provinsi.

Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gianyar.

Tri Hita Karana adalah falsafah hidup Masyarakat Bali yang
memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan
keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan,
manusia dengan manusia, dan manusia dengan
lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan,
kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang
laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat
yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam
suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi
daya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan
Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan Penataan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan RTR.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui
penyusunan dan pelaksanaan program  beserta
pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.
Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah
hasil Perencanaan Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya
disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan
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strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi
pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang
merupakan dasar dalam penyusunan program
pembangunan.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana Pemanfaatan Ruang bagian Wilayah
Kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan
perwujudan Ruang dalam rangka pelaksanaan program-
program pembangunan Daerah.

Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau
aspek fungsional.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN
adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa
Provinsi.

Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau
antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan
wilayah.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau
antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat
kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat
kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta
antarpusat kegiatan lingkungan.

Jalan Lingkungan Primer adalah  jalan  yang
menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan
perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan
perdesaan.

Jalan Tol adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan
usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk
kepentingan sendiri.

Jaringan jalur keretaapi antarkota adalah jalur kereta api
antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk
melayani perpindahan orang wilayah kota

Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api
untuk keperluan naik turun penumpang.

Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang
yang melayani kendaraan penumpang umum untuk
angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota
(AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
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Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang
yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum
untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi
arus listrik.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran
tenaga listrik yang menggunakan kawasan telanjang
(penghatar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai
standar di bidang ketenagalistrikan.

Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik
adalah jaringan tabung berongga dengan diameter dan
panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga
listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.

Infrastruktur Jaringan Tetap adalah satu kesatuan
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan
telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut
telekomunikasi.

Jaringan Bergerak Seluler adalah bangunan sebagai tempat
yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang
dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan
besarnya debit banjir.

Jaringan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat
memperlambat waktu tiba banjir dan menurukan besarnya
debit banjir.

Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang
menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya
air yang terkandung yang terkandung didalamnya.
Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.

Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi
yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer,
saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi
yang terdiri atas saluran sekunder, saluran
pembuangannya, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang
berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam
petak tersier, saluran kuarter dan salurangan buangan,
boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang
dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air
dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah
serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
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Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana
penghelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan
untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat
dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

Unit Distrubusi adalah sarana pengaliran air minum dari
bangunan penampung sampai unit pelayanan, termasuk
pipa/kabel bawah laut air minum.

Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan
untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi
bencana ke tempat yang aman atau penampung pertama
untuk mendapatkan Tindakan penanganan lebih lanjut.

Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses
dan mengembalikan ke media lingkungan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Reycyle
(TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan wulang, dan
pendauran ulang skala Kawasan.

Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk
menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran
drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk
menampung air dari saluran drainase tersier dan
membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima
air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke
jaringan drainase sekunder.

Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.

Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di Wilayah Kabupaten
yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan
atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.

Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai,
bendung dan bendungan.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang
diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang
menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan
Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian
jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban
pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air,
termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan
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yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung serta Kawasan
lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta Ruang di
sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat
serta Ruang di sekitar situs purbakala dan Kawasan yang
memiliki bentukan geologi alami yang khas.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang
sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi
ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-
kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur
lalu lintas dan bahu jalan.

Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Kawasan Perkebunan
Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh
rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima)
hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis
lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah
tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus)
tanaman tiap hektare.

Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan
memenuhi kriteria untuk tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan peternakan.

Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah
beririgasi, lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman
pangan.

Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman
hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari
berupa komoditas yang berkaitan dengan buah, sayuran,
bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya
jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai
sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki
potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada
lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas
perkebunan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah
budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang
memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan
dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi
utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional.

Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang berada dalam
geografis satu atau lebih Wilayah  administrasi
desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi Daya
Tarik Wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas
umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya
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Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan
kepariwisataan.

Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah
segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan
nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,
dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau
tujuan kunjungan wisatawan.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup
di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan
maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan di Kawasan perkotaan.

Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan di Kawasan perdesaan.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan
pengembangan bidang pertahanan dan keamanan.

Kawasan Sempadan Jurang adalah Kawasan tepi jurang
yang memiliki manfaat penting untuk menjaga
keseimbangan lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah
Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan dan
berpengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah
Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya
alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP
adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan,
serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi
tinggi.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN
adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan
keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai
warisan dunia.

Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan
Tabanan yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan
Sarbagita adalah satu kesatuan Kawasan perkotaan yang
terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta
sebagai Kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan
Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten
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Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan
Sukawati, Kawasan Perkotaan Blahbatuh, dan Kawasan
Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan
Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan, sebagai
Kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk
Kawasan metropolitan.

Kawasan Berorientasi Transit yang selanjutnya disebut
Kawasan TOD adalah Kawasan yang ditetapkan dalam RTR
sebagai Kawasan terpusat pada integrasi intermodal dan
antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter
sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit
moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi
Pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas
Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.

Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu
atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya
alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan
fungsional dan hierarki keRuangan satuan sistem
permukiman dan sistem agrobisnis.

Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang
dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian untuk
memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan
hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya
menempatkan sektor primer (pertanian) di Kawasan sektor
tersier (pariwisata) agar petani dan Masyarakat pedesaan
mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan
pariwisata.

Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau
penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab
ke area alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat
berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan
disertai upaya-upaya konservasi dan pelestarian lingkungan
untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat.

Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur
Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang memiliki fungsi
khusus dan terjadi pertampalan (overlay) dengan Kawasan
lainnya.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang
menyatakan  kesesuaian antara rencana  kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang
menyatakan  kesesuaian antara rencana  kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang
menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang
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bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem
OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan
diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis risiko.

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten
yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program
utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi
pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu
perencanaan S (lima) tahunan sampai akhir tahun
perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata
Ruang Kabupaten.

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat SPPR adalah wupaya menyelaraskan indikasi
program utama dengan program sektoral dan kewilayahan
dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang
mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi
peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan
prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur
pemanfaatan Kawasan yang memliki fungsi khusus dan
memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang
bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang
disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun
(overlay).

Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat
IPAL adalah sebuah infrastruktur yang dirancang untuk
mengelola air limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi
sehingga memenuhi baku mutu air limbah.

Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja
adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar,
tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi Badan Jalan,
saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah
Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman,
dan tinggi tertentu yang meliputi Rumaja dan sejalur tanah
tertentu di luar Rumaja serta diperuntukkan bagi pelebaran
jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang
serta kebutuhan Ruangan untuk pengamanan jalan.

Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja
adalah Ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan
lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi
pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi
jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang
perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai
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status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama
Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat
(PHDIP) Tahun 1994.

Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat
Hindu seperti Kawasan gunung, perbukitan, mata air,
campuhan, laut dan pantai.

Catus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-
ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara,
timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat
(puser) Wilayah, Kawasan dan/atau desa.

Subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air
dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada
Masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius,
ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan
berkembang.

Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Bali
yang memiliki Wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak
tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama
pergaulan hidup Masyarakat secara turun temurun dalam
ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa),
tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri.

Wewidangan atau Wewengkon atau Wewidangan Desa Adat
adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas
tertentu.

Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk Masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan asas:

FSR M0 a0 o

Tri Hita Karana,

sad kerthi;

keterpaduan;

keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
keberlanjutan;

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
keterbukaan;

kebersamaan dan kemitraan;

perlindungan kepentingan umum;



J-
k.

kepastian hukum dan keadilan; dan
akuntabilitas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

a. ruang lingkup materi; dan
b. ruang lingkup Wilayah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi
Pasal 4

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.

mo a0 o

(4)

tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten;

rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;

Kawasan Strategis Kabupaten;

arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kabupaten.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 5

Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b, mencakup Ruang darat dan Ruang
udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan aspek administratif

yang secara geografis terletak pada 08°18°48” - 08°38°58”

lintang selatan dan 115°13729” - 115022°23” bujur timur.

Luas Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 36.411 (tiga

puluh enam ribu empat ratus sebelas) hektare.

Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), berbatasan dengan:

a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten
Bangli;

b. sebelah timur berbatasan Wilayah Kabupaten Bangli dan
Kabupaten Klungkung;

c. sebelah selatan berbatasan Wilayah Samudra Hindia dan
Selat Badung; dan



d. sebelah barat berbatasan Wilayah Kota Denpasar dan
Kabupaten Badung.

(5) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), terdiri atas 7 (tujuh) Wilayah kecamatan,
meliputi:

a. Kecamatan Blahbatuh;

Kecamatan Gianyar;

Kecamatan Payangan;

Kecamatan Sukawati;

Kecamatan Tampaksiring;

Kecamatan Tegallalang; dan

g. Kecamatan Ubud.

(6) Ruang Wilayah Kabupaten mencakup total wewidangan atau
wewengkon seluruh Desa Adat di Wilayah Kabupaten
berdasarkan konsep kearifan lokal Bali.

(7) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

0o o0 o

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 6

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan
Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar yang berkualitas, aman,
nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan,
dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan KSN Kawasan
Perkotaan Sarbagita serta sebagai pusat pariwisata budaya yang
didukung sektor pertanian dan permukiman berbasis budaya
dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai
kearifan lokal sad kerthi.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang untuk mewujudkan
tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang; dan
b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang.



(1)

(3)

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 8

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.

pengembangan sistem pusat permukiman dan pusat
pertumbuhan ekonomi yang proporsional, merata, dan
berhierarki;

peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem
jaringan transportasi; dan

peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem
jaringan prasarana dan prasarana lainnya secara terpadu
dan merata di seluruh Wilayah.

Strategi pengembangan sistem pusat permukiman dan pusat
pertumbuhan ekonomi yang proporsional, merata, dan
berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mencakup:

a.

mengembangkan keterpaduan sistem pusat permukiman
berdasarkan fungsi mencakup Kawasan perkotaan yang
berfungsi sebagai PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan
Pusat Pelayanan Kawasan;

mengintegrasikan pusat pertumbuhan ekonomi seperti
pusat Kawasan Pariwisata, pusat cagar budaya, pusat
Pemerintahan Kabupaten, pusat pelayanan sosial dan
pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem pusat
permukiman secara terpadu; dan

mengembangkan konsep kota kompak (compact city) yang
memenuhi ketentuan umum zonasi pada Kawasan
Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Blahbatuh, dan
Kawasan Perkotaan Sukawati sebagai bagian dari
Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang dilayani sistem
transportasi umum massal berbasis jalan raya maupun
rel untuk mencegah kecenderungan penyatuan Kawasan
terbangun perkotaan.

Strategi peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem
jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, mencakup:

a.

b.

meningkatkan konektivitas dan keterpaduan sistem
pelayanan jaringan transportasi darat;

meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan
nasional, jalan Provinsi yang ada dalam Wilayah
Kabupaten, jalan Kabupaten, jalan lokal dan jalan
lingkungan;

mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan
umum penumpang dan sistem angkutan umum massal
terpadu  yang terintegrasi dalam sistem pusat
permukiman Kawasan Perkotaan Sarbagita;

membangun jaringan jalan baru untuk memperlancar

arus lalu lintas antar Wilayah dan membuka akses ke
seluruh Wilayah serta ke pusat pertumbuhan ekonomi



dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya
dukung lahan;

e. memantapkan fungsi terminal melalui pengembangan
sistem trayek yang terintegrasi antar Wilayah, antar
Kawasan perkotaan dan dengan Kawasan perdesaan,
serta mendukung jaringan lintas angkutan barang terkait
distribusi barang ke pelosok daerah; dan

f. mengarahkan konsep pembangunan berbasis Kawasan
transit/transit oriented development pada Kawasan
perkotaan dan pusat kegiatan pariwisata sesuai potensi
dan daya dukung.

(4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan
sistem jaringan prasarana dan prasarana lainnya secara
terpadu dan merata diseluruh Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, mencakup:

a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan
jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan semua
lapisan Masyarakat;

b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan
jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat
kegiatan dan permukiman;

c. meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air
melalui kerja sama pengelolaan antar daerah dan
mengintegrasikan prinsip kearifan lokal,

d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan
penyediaan air minum, jaringan persampahan,
pengelolaan air limbah, sistem drainase, jaringan
evakuasi bencana, dan limbah bahan berbahaya dan
beracun, dan persampahan secara terpadu melalui kerja
sama antar daerah dan kemitraan Pemerintah, swasta,
dan Masyarakat; dan

e. menetapkan dan memantapkan jalur dan Ruang evakuasi
bencana.

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang
Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang, sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 huruf b, mencakup:

a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan
pengelolaan Kawasan Lindung; dan

b. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budi Daya.
Pasal 10

(1) Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf
a, mencakup:



(2)

(4)

a. pemeliharaan, dan perwujudan kelestarian fungsi
lingkungan hidup;

b. penyediaan RTH di Kawasan perkotaan; dan

c. mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana.

Strategi pemeliharaan, dan perwujudan kelestarian fungsi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. mengarahkan dominasi alokasi Ruang untuk Kawasan
Lindung di Wilayah bagian utara, sementara alokasi
Ruang untuk Kawasan Budi Daya sebagian besar
diarahkan di Wilayah bagian selatan;

menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung; dan

c. pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan
Lindung yang telah ditetapkan secara nasional dengan
penerapan konsep kearifan lokal dan budaya Bali.

Strategi penyediaan RTH di Kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:

a. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan
perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen)
dari luas Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh
persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;

b. mewajibkan penyediaan taman lingkungan pada
pengkaplingan atau pengembangan perumahan baru;

c. mewajibkan pengembangan minimal satu banjar satu
taman banjar dan satu desa satu taman desa;

d. mewajibkan pengembangan RTH publik pada lahan milik
Pemerintah;

e. mengembangkan kerjasama pinjam pakai untuk RTH
publik pada lahan kosong milik Pemerintah yang ada di
Kawasan Perkotaan;

f. mewajibkan penyertaan pengembangan RTH publik
sebagai bagian dari corporate social responsibility dengan
pihak swasta;

g. mengembangkan kerjasama pemanfaatan lahan milik
desa atau milik Desa Adat sebagai RTH publik;

h. mengembangkan kerjasama pembelian secara bertahap
taman banjar atau taman desa oleh desa atau Desa Adat;
dan

i. mengadakan pembelian secara bertahap lahan untuk RTH
publik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Daerah.

Strategi mitigasi dan adaptasi Kawasan rawan bencana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:

a. menetapkan Kawasan yang memiliki potensi rawan
bencana;

b. mengembangkan sistem penanggulangan bencana
Wilayah secara terpadu; dan

c. mengembangkan jalur dan tempat evakuasi bencana
secara terpadu di Wilayah Kabupaten.
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Pasal 11

Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 huruf b, mencakup:

a. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan,
dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan

b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar
tidak melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan.

Strategi perwujudan dan  peningkatan  keserasian,

keterpaduan, dan keterkaitan antar kegiatan budi daya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

a. menjamin ketersediaan jaringan irigasi, mengembangkan
dan melestarikan Kawasan Pertanian tanaman pangan
dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan;

b. mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah;

c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan
permukiman perdesaan yang aman, nyaman, produktif,
dan berjatidiri budaya Bali;

d. mengembangkan sentra industri kecil dan menengah
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yang bercampur dengan Kawasan Permukiman;

e. mengembangkan industri kerajinan skala kecil dan
menengah terutama industri pangan, industri sandang
dan kulit, industri kerajinan, anyaman rumah tangga
untuk mendukung sektor pariwisata;

f. memantapkan dan mengembangkan sebaran DTW
dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal,
pertanian, spiritual, industri kecil, petualangan dan
olahraga dan lainnya yang berbasis Agrowisata dan
Ekowisata;

g. mengelola, mengembangkan dan melestarikan
peninggalan sejarah purbakala;

h. menguatkan eksistensi Desa Adat, Subak, dan organisasi
kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan
lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis
Ekowisata;

i. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di
dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan
untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan

j- mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan

Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan
Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga yang
memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan Budi
Daya terbangun.
Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar
tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:



(1)

(2)

(1)

(2)

a. mengendalikan pembangunan pada Kawasan dengan
kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) dengan
kegiatan budi daya non terbangun;

b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan
rawan bencana;

c. mengembangkan pertanian organik secara bertahap
menuju Bali sebagai pulau organik; dan

d. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya
tampung lingkungan di Kawasan perkotaan dan Kawasan
pusat pertumbuhan ekonomi.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
a. sistem pusat permukiman; dan
b. sistem jaringan prasarana.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh
ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 13

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
b. Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Blahbatuh terdapat
di Kecamatan Blahbatuh;

b. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Gianyar terdapat di
Kecamatan Gianyar;

c. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Payangan terdapat
di Kecamatan Payangan;

d. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Sukawati terdapat di
Kecamatan Sukawati;

e. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tampaksiring
terdapat di Kecamatan Tampaksiring;



(3)

(4)

(6)

f. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tegallalang terdapat
di Kecamatan Tegallalang; dan

g. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Ubud terdapat di
Kecamatan Ubud.

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Payangan,
meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan Kerta.

b. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Tampaksiring,
terdiri atas:

1. Pusat Pelayanan Lingkungan Pejeng;
2. Pusat Pelayanan Lingkungan Pejeng Kangin; dan
3. Pusat Pelayanan Lingkungan Sanding.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Tegallalang,
terdiri atas:

1. Pusat Pelayanan Lingkungan Kedisan; dan
2. Pusat Pelayanan Lingkungan Taro.

Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan
Perkotaan Sukawati, Kawasan Perkotaan Blahbatuh, dan
Kawasan Perkotaan Ubud sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ merupakan bagian dari PKN
Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan RDTR
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala
1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.
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sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air; dan

sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2



(1)

(2)

(2)

(5)

(6)

(7)

Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 15

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a, mencakup:

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem jaringan kereta api.

Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
skala 1:50.000 (satu Dberbanding lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 16

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf a, meliputi:

a. jalan umum,;

b. jalan tol; dan

c. terminal penumpang.

Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. jalan arteri;

b. jalan kolektor;

c. jalan lokal; dan

d. jalan lingkungan.

Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
berupa jalan arteri primer, terdiri atas ruas jalan:

a. Sp. Pantai Siut-Kusamba; dan

b. Sp. Tohpati-Sp. Pantai Siut.

Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
berupa jalan kolektor primer terdapat diseluruh kecamatan.
Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
berupa jalan lokal primer terdapat di seluruh kecamatan.
Jalan Kolektor Primer dan Jalan lokal primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam
Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d, berupa jalan lingkungan primer terdapat di seluruh
kecamatan.

Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas ruas jalan:

a. Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu;

b. Canggu - Mengwi — Singapadu; dan

c. Singapadu - Padangbai.

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, berupa terminal penumpang tipe C, terdapat di:

a. Kecamatan Gianyar; dan

b. Kecamatan Sukawati



(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(4)

(5)

(6)

Pasal 17

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. stasiun kereta api.

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum, berupa

jaringan jalur kereta api antarkota.

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdiri atas:

a. Rute Sanur - Ubud,;

b. Rute Mengwi - Singapadu - Ubud - Kubutambahan -
Singaraja; dan

c. Rute Denpasar - Padangbai melalui Singapadu - Kawasan
Pusat Kebudayaan Bali.

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, berupa stasiun penumpang di Kecamatan Ubud.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi
Pasal 18

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukung.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem,;

b. jaringan distribusi tenaga listrik;

c. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik;
dan

d. gardu listrik.

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas Saluran Udara

Tegangan Tinggi (SUTT) yang melalui seluruh kecamatan.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui
seluruh kecamatan; dan

b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melalui
seluruh kecamatan.

Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melalui

Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar.

Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,

terdiri atas:

a. Gardu Induk Gianyar terdapat di Kecamatan Gianyar; dan

b. Gardu Induk Payangan terdapat di Kecamatan Payangan.



(7)

(8)

(2)

(4)
(5)

(6)

(1)

Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala
1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 19

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. infrastruktur jaringan tetap; dan

b. jaringan tetap.

Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, berupa Sentral Telepon Otomat (STO),
terdapat di:

a. Kecamatan Gianyar;

b. Kecamatan Sukawati;

c. Kecamatan Tampaksiring;

d. Kecamatan Ubud.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
melalui seluruh kecamatan.

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, berupa jaringan bergerak seluler.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), berupa menara Base Transceiver Station (BTS) bersama
yang terdapat di seluruh kecamatan.

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 20

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf d, berupa prasarana sumber daya air,
meliputi:

a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan



(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

9)

(10)

(11)

(12)

c. bangunan sumber daya air.

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan bagian daerah irigasi yang tersebar di
seluruh kecamatan.

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. jaringan irigasi primer;

b. jaringan irigasi sekunder; dan

c. jaringan irigasi tersier.

Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.

Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.

Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:

a. jaringan pengendalian banjir; dan

b. bangunan pengendalian banjir.

Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf a, terdapat di:

a. Kecamatan Blahbatuh; dan

b. Kecamatan Sukawati.

Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf b, terdapat di:

a. Kecamatan Blahbatuh; dan

b. Kecamatan Sukawati.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIILA yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Daerah irigasi Kewenangan Pemerintah  Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
Lampiran VII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 21

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf e, meliputi :

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);



(2)

(3)

(4)

(9)

c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3);

d. Sistem Jaringan Persampahan;
e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
f. Sistem Jaringan Drainase.

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 22

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. unit air baku;

b. unit produksi; dan

c. unit distribusi.

Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
terdapat di:

Kecamatan Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan Payangan;
Kecamatan Sukawati;
Kecamatan Tampaksiring; dan
Kecamatan Ubud.
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Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdiri atas:

a. IPA Payangan di Kecamatan Payangan; dan
b. IPA Petanu di Kecamatan Sukawati.

Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
terdapat di seluruh kecamatan.

Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:

a. sumur pompa; dan

b. bangunan penangkap mata air.

Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a,
terdapat di:

a. Kecamatan Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan Sukawati;
Kecamatan Tampaksiring; dan
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Kecamatan Ubud.



(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b, terdapat di:

Kecamatan Gianyar;

Kecamatan Payangan;

Kecamatan Sukawati;

Kecamatan Tampaksiring; dan

Kecamatan Tegallalang.
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Pasal 23

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b berupa
infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik
terdapat di:

Kecamatan Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan Payangan;
Kecamatan Sukawati;
Kecamatan Tampaksiring; dan
Kecamatan Ubud.
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Pasal 24

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c,
terdapat di Kecamatan Gianyar.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 25

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
(TPS3R);

b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan

c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di

seluruh kecamatan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh

kecamatan.

Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa TPA Temesi di

Kecamatan Gianyar.

Pasal 26



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas:

a. jalur jalan menuju lapangan olahraga terbuka di tiap
Kawasan perkotaan dan di tiap Kawasan perdesaan;

b. jalur jalan menuju pelataran terminal;

c. jalur jalan menuju gedung olahraga atau gedung
serbaguna di tiap Kawasan perkotaan dan di tiap Kawasan
perdesaan; dan

d. jalur jalan menuju ke rumah sakit terdekat atau rumah
sakit rujukan.

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas:

a. kantor kecamatan;

kantor kelurahan dan/atau desa;
lapangan olahraga terbuka;
gedung olahraga;

sekolah;

balai banjar;

puskesmas;
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rumah sakit;

[y

pelataran terminal;
j- pelataran parkir; dan
k. pelataran bangunan umum lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem
jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf {, meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder; dan

c. jaringan drainase tersier.

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berupa saluran di tepi jaringan jalan arteri yang
terdapat di seluruh kecamatan.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, berupa parit atau saluran yang ada di tepi
jalan kolektor yang terdapat di seluruh kecamatan.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, berupa saluran kecil yang masuk pada Kawasan
perumahan di seluruh kecamatan.



BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh
ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. Badan Air; dan
b. Kawasan Perlindungan Setempat.

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 30

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, seluas
kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektare, meliputi:

Kecamatan Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan Payangan;
Kecamatan Sukawati;
Kecamatan Tampaksiring;
Kecamatan Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud.
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Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 31

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf b, berupa Kawasan Kearifan Lokal yaitu Kawasan



tempat suci seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare, terdapat
di:

Kecamatan Blahbatuh;

Kecamatan Gianyar;

Kecamatan Sukawati;

Kecamatan Tampaksiring; dan

Kecamatan Tegallalang.
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Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) huruf b, meliputi:

Badan Jalan;

Kawasan Perkebunan Rakyat;

Kawasan Pariwisata;

a
b

c. Kawasan Pertanian;

d

e. Kawasan Permukiman; dan
f.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Badan Jalan
Pasal 33

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a,
seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Blahbatuh;
b. Kecamatan Gianyar; dan
c. Kecamatan Sukawati.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 34

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 huruf b, seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare, terdapat di
Kecamatan Payangan.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian
Pasal 35

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf c, seluas kurang lebih 19.592 (sembilan belas
ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektare.



(2)

(6)

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. Kawasan Tanaman Pangan;

b. Kawasan Hortikultura; dan

c. Kawasan Perkebunan.

Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, seluas kurang lebih 7.507 (tujuh ribu lima ratus
tujuh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, seluas kurang lebih 813 (delapan ratus tiga belas)
hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Payangan;

b. Kecamatan Tampaksiring; dan

c. Kecamatan Tegallalang.

Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, seluas kurang lebih 11.272 (sebelas ribu dua ratus
tujuh puluh dua) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian
dari kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, seluas 7.135,27 Ha.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata
Pasal 36

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf
d, seluas kurang lebih 2.287 (dua ribu dua ratus delapan puluh
tujuh) hektare, terdapat di:

Kecamatan Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan Payangan;
Kecamatan Sukawati;
Kecamatan Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud.
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Paragraf 6
Kawasan Permukiman
Pasal 37

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 huruf e, seluas kurang 14.138 (empat belas ribu seratus
tiga puluh delapan) hektare, meliputi:

a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. Kawasan Permukiman Perdesaaan.

Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 10.033 (sepuluh
ribu tiga puluh tiga) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Blahbatuh;
b. Kecamatan Gianyar;



Kecamatan Payangan;
Kecamatan Sukawati;
Kecamatan Tampaksiring;
Kecamatan Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud.
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Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 4.104 (empat ribu
seratus empat) hektare, terdapat di:

Kecamatan Blahbatuh;
Kecamatan Payangan;
Kecamatan Tampaksiring;
Kecamatan Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud.
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Paragraf 7

Pasal 38
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf f terdapat di:

a.
b.

Polisi Resor Gianyar di Kecamatan Gianyar;

Komando Distrik Militer 1616 Gianyar di Kecamatan
Blahbatuh; dan

Kipan B Yonif Mekanis 741/Gn di Kecamatan Blahbatuh.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Nilai dan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 39

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi;

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya; dan

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

atas:

Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Gianyar;

Kawasan Efektif Pariwisata Lebih;

Kawasan Efektif Pariwisata Ubud;

Kawasan Efektif Pariwisata Payangan,;

Kawasan Efektif Pariwisata Tegallalang;

Kawasan pengembangan pariwisata Sukawati;

Kawasan Pengembangan Pariwisata Bukit Jati;
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h. Kawasan pengembangan pariwisata Tampaksiring; dan

i. Kawasan Agrowisata Payangan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Kawasan tempat suci Pura Pusering Jagat;

b. Kawasan warisan budaya Subak-Bali Lansekap;

c. Kawasan warisan budaya daerah aliran sungai Tukad
Pakerisan; dan

d. Kawasan Goa Gajah.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, berupa Wilayah Kabupaten Sebelah Utara (Kec.

Payangan, Kec. Tampaksiring, Kec. Tegallalang).

Kawasan Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Gianyar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan

bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Kawasan warisan budaya Subak-Bali Lanskap sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan bagian dari KSN

Kawasan Subak-Bali Lansekap.

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 40

Tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (5) huruf a, yaitu mewujudkan Kawasan Pusat
Pemerintahan Kabupaten Gianyar sebagai pusat pelayanan
kegiatan Pemerintahan skala Kabupaten yang didukung
dengan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan
dan sosial budaya secara terpadu.

Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Lebih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b, yaitu
mewujudkan Kawasan Efektif Pariwisata Lebih sebagai
Kawasan wisata bahari yang berkelanjutan, berketahanan
iklim serta berjati diri budaya Bali.

Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Ubud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c, yaitu
optimasi Kawasan Efektif Pariwisata Ubud sebagai Kawasan
wisata berbasis budaya (living heritage and culture) yang
humanis dan berstandar internasional secara berkelanjutan.
Tujuan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Payangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf d, yaitu
mewujudkan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata
Payangan sebagai Kawasan Agrowisata dan Ekowisata
berbasis Masyarakat yang berkelanjutan dan berjati diri
budaya Bali.

Tujuan pengembangan Kawasan  Efektif Pariwisata
Tegallalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)



(7)
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(9)
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(11)

(12)
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huruf e, yaitu mewujudkan Kawasan Efektif Pariwisata
Tegallalang sebagai Kawasan Ekowisata berbasis Masyarakat
yang berkelanjutan, berjati diri budaya Bali dan berwawasan
lingkungan.

Tujuan pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata
Sukawati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)
huruf f, yaitu mewujudkan Kawasan Pengembangan
Pariwisata Sukawati sebagai Kawasan wisata belanja yang
aman, nyaman dan berkualitas internasional.

Tujuan pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata
Remaja Bukit Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (5) huruf g, yaitu mewujudkan Kawasan Pengembangan
Pariwisata Remaja Bukit Jati sebagai DTW remaja yang
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berjati diri
budaya Bali.

Tujuan pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata
Tampaksiring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)
huruf h, yaitu mewujudkan Kawasan Pengembangan
Pariwisata Tampaksiring sebagai Kawasan Ekowisata
berbasis warisan budaya kearifan lokal (heritage) dan
spiritual.

Tujuan pengembangan Kawasan Agrowisata Payangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf i, yaitu
mewujudkan Kawasan Agrowisata Payangan sebagai pusat
Kawasan Agropolitan, agrobisnis dan Agrowisata berbasis
Masyarakat yang terpadu, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.

Tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pusering
Jagat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) huruf
a, yaitu mewujudkan pelestarian Kawasan Tempat Suci Pura
Pusering Jagat sebagai situs peninggalan budaya dan sejarah.
Tujuan pengembangan Kawasan warisan budaya Subak-Bali
Lansekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6)
huruf b, yaitu mewujudkan perlindungan Kawasan warisan
budaya Subak-Bali Lansekap sebagai aset budaya Bali secara
berkelanjutan.

Tujuan pengembangan Kawasan warisan budaya daerah
aliran sungai Tukad Pakerisan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (6) huruf c, yaitu mewujudkan konservasi
Kawasan warisan budaya daerah aliran sungai Tukad
Pakerisan dan situs budaya Pura Gunung Kawi sebagai aset
warisan budaya dunia.

Tujuan pengembangan Kawasan Goa Gajah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) huruf d, yaitu mewujudkan
pelestarian Kawasan Goa Gajah sebagai situs peninggalan
sejarah dan Kawasan Tempat Suci di Wilayah Kabupaten.
Tujuan pengembangan Wilayah Pengembangan Gianyar
Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7), yaitu
mewujudkan Wilayah Pengembangan Gianyar Utara sebagai
Kawasan pengembangan pertanian, konservasi daerah
resapan air dan Kawasan Lindung lainnya.



(2)

(4)

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 41

Arahan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (5) huruf a, meliputi:

a. mengembangkan pusat kegiatan Pemerintahan
Kabupaten Gianyar;
b. mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan

Pemerintahan Kabupaten, pelayanan perdangangan dan
jasa serta pendidikan ke dalam sistem perkotaan secara
terpadu;

c. mengembangkan konsep kota kompak (compact city) dan
humanis (yang terintegrasi secara harmonis sebagai
bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita;

d. memantapkan dan mengembangkan pelayanan
infrastruktur dan transportasi pendukung Kawasan
secara terpadu.

Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Lebih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b,

meliputi:

a. memantapkan dan mengembangkan potensi DTW
berbasis DTW alam, budaya dan buatan pada Kawasan;

b. mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pariwisata ke
dalam sistem perkotaan secara terpadu;

c. memantapkan dan mengembangkan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung
kepariwisataan secara terpadu;

d. konservasi Kawasan pesisir dan bawah laut melalui
pengembangan struktur alami dan struktur buatan;

e. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar Kawasan;
dan

f. mengembangkan sistem mitigasi dan penanggulangan
bencana secara terpadu.

Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Ubud

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c,

meliputi:

a. memantapkan dan mengembangkan kualitas DTW
berbasis DTW alam, budaya (heritage), buatan serta minat
khusus;

b. melindungi dan melestarikan budaya Masyarakat melalui
inkorporasi kearifan lokal dan perlindungan potensi
komodifikasi warisan budaya lokal;

c. mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pariwisata ke
dalam sistem perkotaan secara terpadu,;

d. konservasi bangunan dan arsitektur tradisional Bali pada
Kawasan; dan

e. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung
kepariwisataan yang berkualitas tinggi secara terpadu.

Arahan pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Payangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf d,

meliputi:



(6)

(7)

a. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan khusus seperti
pusat Kawasan Pariwisata, pusat konservasi daerah
resapan air dan pusat agropolitan ke dalam sistem
perkotaan secara terpadu,;

b. mengembangkan potensi desa wisata;

c. mengembangkan potensi komoditas unggulan dan
agrobisnis dalam pengembangan kegiatan kepariwisataan
Kawasan;

d. memantapkan kelembagaan Masyarakat dalam
pengelolaan pariwisata berbasis komunitas;

e. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung
kepariwisataan secara terpadu; dan

f. pengendalian pengembangan kegiatan budi daya pada
Kawasan rawan bencana dan Kawasan berfungsi lindung.

Arahan  pengembangan Kawasan  Efektif Pariwisata

Tegallalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)

huruf e, meliputi:

a. memantapkan dan mengembangkan potensi DTW alam,
budaya dan buatan pada Kawasan;

b. mengembangkan  potensi desa  wisata  berbasis
Masyarakat;

c. memantapkan kelembagaan Masyarakat dalam
pengelolaan pariwisata berbasis komunitas;

d. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung
kepariwisataan yang ramah lingkungan;

e. konservasilahan pertanian sawah produktif, Subak, serta
daerah fungsi resapan air;

f. pengendalian pengembangan kegiatan budi daya pada
Kawasan rawan bencana dan Kawasan berfungsi lindung.

Arahan pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Sukawati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)

huruf f, meliputi:

a. mengembangkan identitas Kawasan Sukawati sebagai
Kawasan wisata belanja melalui peremajaan dan
penataan Kawasan;

b. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung
kepariwisataan secara terpadu;

c. mengembangkan dan memantapkan potensi sumber daya
usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah berbasis
kerakyatan di sekitar Kawasan; dan

d. mengembangkan penyediaan tempat promosi dan
pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah berbasis kerakyatan.

Arahan pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Remaja Bukit Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat (2) huruf g, meliputi:

a. mengembangkan identitas Kawasan Bukit Jati sebagai
Kawasan wisata remaja melalui peremajaan dan penataan
Kawasan;

b. memantapkan dan mengembangkan potensi DTW alam,
budaya, buatan dan minat khusus pada Kawasan;



(8)

(9)
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c. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung
kepariwisataan secara terpadu; dan

d. mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pariwisata ke
dalam sistem perkotaan secara terpadu.

Arahan pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Tampaksiring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)

huruf h, meliputi:

a. mengembangkan identitas Kawasan Tampaksiring
sebagai Kawasan wisata spiritual dan warisan budaya
(heritage);

b. memantapkan dan mengembangkan potensi DTW alam,
budaya dan minat khusus pada Kawasan;

c. mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan
kepariwisataan ke dalam sistem perkotaan secara
terpadu;

d. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung
kepariwisataan secara terpadu;

e. konservasi nilai sejarah, bangunan, arsitektur tradisional
Bali dan Kawasan Tempat Suci yang terintegrasi secara
harmonis dengan kegiatan kepariwisataan; dan

f. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat
menimbulkan kerusakan dan penurunan kualitas
lingkungan Kawasan.

Arahan pengembangan Kawasan Agrowisata Payangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf i,

meliputi:

a. memantapkan dan mengembangkan potensi agropolitan,
agrobisnis dan Agrowisata berbasis Ekowisata yang
berjatidiri budaya Bali;

b. mengintegrasikan pusat-pusat agropolitan dan kegiatan
pariwisata ke dalam sistem perkotaan secara terpadu,;

c. konservasi lahan pertanian produktif dan daerah resapan
air;

d. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung Kawasan
secara terpadu; dan

e. penguatan kelembagaan Masyarakat dalam pengelolaan
dan pengembangan Kawasan berbasis komunitas.

Arahan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Pusering

Jagat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf

a, meliputi:

a. konservasi dan revitalisasi peninggalan sejarah dan
warisan budaya serta nilai kesucian pada Kawasan
Tempat Suci;

b. mengembangkan dan menetapkan sistem zonasi
pemanfaatan pada Kawasan Tempat Suci yang mencakup
zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona
penunjang sesuai ketentuan kearifan lokal serta Bhisama
Kesucian Pura;

c. mengembangkan dan memantapkan potensi DTW budaya
dan spiritual berbasis Ekowisata secara berkelanjutan;
dan



(11)

(12)
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d. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung Kawasan
secara terpadu.

Arahan pengembangan Kawasan warisan budaya Subak-Bali

Lansekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

huruf b, meliputi:

a. memantapkan identitas Kawasan sebagai Kawasan
warisan budaya melalui penataan dan peremajaan
Kawasan;

b. konservasi Kawasan melalui Pengendalian Pemanfaatan
Ruang yang terintegrasi dengan fungsi konservasi, sosial
dan budaya serta ekonomij;

c. mencegah dampak negatif kegiatan yang dapat
menimbulkan kerusakan dan penurunan fungsi serta
kualitas lingkungan;

d. mengembangkan dan memantapkan potensi DTW alam
dan budaya berbasis Ekowisata secara berkelanjutan; dan

e. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung Kawasan
secara terpadu.

Arahan pengembangan Kawasan warisan budaya daerah

aliran sungai Tukad Pakerisan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. memantapkan identitas Kawasan sebagai Kawasan
warisan budaya dunia melalui penataan dan peremajaan
Kawasan;

b. memantapkan fungsi dan peran kelembagaan pemangku
kepentingan (stakeholder) dan Masyarakat dalam
pengelolaan Kawasan;

c. mencegah dampak negatif kegiatan yang dapat
menimbulkan kerusakan dan penurunan fungsi serta
kualitas lingkungan;

d. konservasidan revitalisasi warisan budaya, Kawasan ilmu
pengetahuan dan peninggalan sejarah pada Kawasan
warisan budaya daerah aliran sungai Tukad Pakerisan
termasuk situs Gunung Kawi;

e. mengembangkan dan memantapkan potensi DTW budaya
(heritage) dan minat khusus berbasis Ekowisata secara
berkelanjutan; dan

f. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung Kawasan
secara terpadu.

Arahan pengembangan Kawasan Goa Gajah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d, meliputi:

a. mencegah dampak negatif kegiatan yang dapat
menimbulkan kerusakan dan penurunan fungsi serta
kualitas lingkungan;

b. perlindungan Kawasan sebagai situs peninggalan
purbakala, Kawasan ilmu pengetahuan sekaligus
Kawasan Tempat Suci pada Wilayah Kabupaten;

c. memantapkan Kawasan sebagai DTW budaya berbasis
Ekowisata secara berkelanjutan;

d. memantapkan fungsi dan peran kelembagaan pemangku
kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan Kawasan;
dan



e. mengembangkan dan memantapkan pelayanan fasilitas,
infrastruktur serta transportasi pendukung Kawasan
secara terpadu.

(14) Arahan pengembangan Wilayah Pengembangan Gianyar
Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4),
meliputi:

a. memantapkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada
Kawasan yang berfungsi lindung dan Kawasan rawan
bencana;

b. mencegah dampak negatif kegiatan yang dapat
menimbulkan kerusakan dan penurunan fungsi serta
kualitas lingkungan; dan

c. memantapkan fungsi dan peran kelembagaan pemangku
kepentingan (stakeholder) dan Masyarakat dalam
pengelolaan Kawasan.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e , terdiri atas:

a. ketentuan KKPR;

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan;
c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Paragraf 1
Umum
Pasal 43

Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a,
terdiri atas:

a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Paragraf 2
KKPR untuk Kegiatan Berusaha
Pasal 44

(1) KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
a. KKKPR kegiatan berusaha; dan
b. PKKPR kegiatan berusaha.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

KKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana
lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang
telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

PKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan
Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang
tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan
berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
Pasal 45

KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal
pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan
keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan
kemanusiaan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat
strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
dibiayai dari perseroan terbatas atau Corporate Social
Responsibility (CSR).

KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. KKKPR kegiatan nonberusaha; dan

b. PKKPR kegiatan nonberusaha.

KKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana

lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang
telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

PKKPR kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi

kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau

RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan

nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 4
KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional
Pasal 46

KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi:



(2)

(3)

(4)

a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis
nasional yang termuat dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR
KSN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP),
RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan Perbatasan Negara
(KPN), dan/atau RDTR; dan

b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis
nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR
KSN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP),
RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kawasan Perbatasan
Negara (KPN), dan/atau RDTR.

Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan

Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR

Pulau/Kepulauan, RTR KSN, Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan

Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku mutatis mutandis

dengan ketentuan pelaksanaan KKPR untuk kegiatan
nonberusaha.

Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan

Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum

termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN), RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), RTRW Kabupaten, RDTR

Kawasan Perbatasan Negara (KPN), dan/atau RDTR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan

melalui RKKPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan yang

bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

(1)

(2)

(3)

Pasal 47

Indikasi program utama jangka menengah S (lima) tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:

a. indikasi program utama jangka menengah S (lima) tahun
pertama; dan

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun
kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun

pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

atas:

program utama;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

. waktu pelaksanaan.

Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, terdiri atas:
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a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
dan

c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa
tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
d. Masyarakat; dan
e. sumber pendanaan lainnya yang sah.
(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d, terdiri atas:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah; dan
d. Masyarakat.

(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e terdiri atas S (lima) tahapan sebagai dasar bagi
instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas
pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:

tahap kesatu yaitu tahun 2023 - 2024,
tahap kedua yaitu tahun 2025 - 2029;
tahap ketiga yaitu tahun 2030 - 2034;
tahap keempat yaitu tahun 2035 - 2039; dan
e. tahap kelima yaitu tahun 2040 - 2043.

(8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 48

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai
dengan S (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) huruf b, diuraikan dalam bentuk narasi, terdiri
atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 49

(1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.



(2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan
meliputi:

1. pemantapan identitas Kawasan perkotaan sebagai
pusat konservasi budaya;

2. pemantapan dan pengembangan prasarana, sarana
dan utilitas di seluruh Kawasan perkotaan;

3. pemantapan dan pengembangan pusat pelayanan
Pemerintahan Kabupaten;

4. pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan
dan jasa skala Wilayah;

5. pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan
pariwisata berkelanjutan;

6. pemantapan dan = pengembangan = prasarana
penunjang sentra industri kecil dan menengah sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana
Detail Tata Ruang pada pusat kegiatan kawasan.

b. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan
meliputi:

1. pemantapan dan pengembangan kegiatan
perdagangan dan jasa skala desa;

2. pemantapan dan pengembangan kegiatan pelayanan
pendidikan, kesehatan dan sosial budaya
Masyarakat;

3. pengembangan Kawasan  perdesaan  melalui
pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di
seluruh Kawasan perdesaan; dan

4. mendorong pertumbuhan Kawasan perdesaan dan
pemerataan aksesibilitas serta pelayanan
infrastruktur Kawasan.

(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
(5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, meliputi:

pengembangan dan pemeliharaan jalan arteri;
pengembangan dan pemeliharaan jalan kolektor;
pengembangan dan pemeliharaan jalan lokal;
pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
pembangunan dan pemeliharaan jalan tol ruas jalan
ruas jalan Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via
Singapadu, ruas jalan Blahbatuh — Padangbai, ruas jalan
Canggu - Mengwi — Singapadu, dan ruas jalan Singapadu
— Padangbai;
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(6)

(7)

(8)

(9)

f. pemantapan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe
B;

g. pemantapan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe
C;

h. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan
jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan
jalan dan jembatan;

i. pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas
untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan
pergerakan lalu lintas; dan

j- pengembangan Kawasan TOD sesuai kajian dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

a. pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yaitu

jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali;

pengembangan stasiun penumpang;

pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;

pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta

api;

e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem

jaringan kereta api;

penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kereta api;

pengembangan jaringan jalur LRT di Kawasan Ulapan

sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

h. pengembangan Kawasan TOD yang terintegrasi sesuai
kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, berupa perwujudan jaringan

infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
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a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur
pembangkitan listrik dan sarana pendukung;

b. pengembangan dan pemantapan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT);

c. pengembangan dan pemantapan Saluran Udara
Tegangan Menengah (SUTM);

d. pengembangan dan pemantapan Saluran Udara
Tegangan Rendah (SUTR);

e. pengembangan Gardu Listrik; dan

f. pengembangan konversi seluruh Pembangkit Listrik
Tenaga (PLT) berbahan bakar batubara yang telah ada
dengan bahan bakar gas.

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan Jaringan Tetap;

b. pengembangan dan pemantapan Jaringan Bergerak;

c. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi
bersama; dan

d. peningkatan kualitas dan pemerataan layanan
telekomunikasi ke seluruh Wilayah dalam mendukung
perwujudan Bali smart island.

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:



(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

a. pengembangan, pemeliharan dan peningkatan
pelayanan Jaringan Irigasi Primer;

b. pengembangan, pemeliharan dan peningkatan
pelayanan Jaringan Irigasi Sekunder;
c. pengembangan, pemeliharan dan peningkatan

pelayanan Jaringan Irigasi Tersier; dan
d. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Sumber
Daya Air; dan
e. Pengembangan jaringan pengendalian banjir.
Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:

a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3);

d. perwujudan sistem jaringan persampahan;

e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan

f. perwujudan sistem drainase.

Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan pelayanan Unit Air
Baku;

b. pengembangan dan peningkatan pelayanan Unit
Produksi;

c. pengembangan dan peningkatan pelayanan Unit
Distribusi;

d. pengembangan dan peningkatan pelayanan Unit
Pelayanan; dan

e. pengembangan dan peningkatan pelayanan bukan
jaringan perpipaan.

Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:

a. Pengembangan dan peningkatan pelayanan air limbah;
dan

b. Pengembangan dan peningkatan pelayanan
infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.

Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
huruf ¢, meliputi:

a. pemantapan dan pengembangan sistem pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

b. pemantapan dan pengembangan sistem pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada pusat
permukiman dan kawasan pariwisata.

Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) huruf d, meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan pelayanan Tempat
Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);

b. pengembangan dan pemantapan pelayanan Tempat
Penampungan Sementara (TPS);

c. pengembangan dan pemantapan pelayanan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA);



(15)

(16)

(1)

(2)

(3)

(4)

d. pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana
dan utilitas jaringan persampahan;

e. peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha
dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber
melalui pola 3-R (Reuse, Reduce, Recycle);

f. pengendalian timbulan sampah plastik sekali pakai; dan

g. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam
pengelolaan persampahan.

Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) huruf e, meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan Jalur Evakuasi
Bencana;

b. pengembangan dan pemantapan Tempat Evakuasi
Bencana; dan

c. pengembangan dan pemantapan sistem penanggulangan
bencana terpadu.

Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) huruf f, meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan pelayanan Jaringan
Drainase Primer;

b. pengembangan dan pemantapan pelayanan Jaringan
Drainase Sekunder; dan

c. pengembangan dan pemantapan pelayanan Jaringan
Drainase Tersier.

Pasal 50

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan Badan Air; dan

b. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat.
Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, meliputi:

a. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai;

b. pengembagan tanggul sungai; dan

c. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu
dan/atau menurunkan kualitas serta fungsi Badan Air.

Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pemantapan fungsi Kawasan Perlindungan Setempat;

b. penataan lingkungan Kawasan Perlindungan Setempat;

c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan
Perlindungan Setempat agar tidak mengganggu fungsi
lindung Kawasan;

d. pemantauan secara berkala Pemanfaatan Ruang pada

Kawasan Perlindungan Setempat;

pengembangan sabuk hijau (green belt);

f. rehabilitasi terhadap Kawasan Perlindungan Setempat
yang mengalami penurunan fungsi; dan
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(6)

(7)

(8)

g. pengembangan RTH Kawasan perkotaan pada Kawasan
Perlindungan Setempat yang dengan status tanah tanpa
hak milik.

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

perwujudan Badan Jalan;

perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;

perwujudan Kawasan Pertanian;

perwujudan Kawasan Pariwisata;

perwujudan Kawasan Permukiman; dan

perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf a, meliputi:
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a. penataan Kawasan sekitar Badan Jalan;

b. pengendalian kegiatan budi daya pada sekitar Badan
Jalan agar tidak mengganggu fungsi Kawasan; dan

c. preservasi Badan Jalan secara berkala.

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan produktivitas Kawasan
Perkebunan Rakyat;

b. pengawasan dan pemantauan berkala sebagai
pencegahan terhadap penebangan liar dan kebakaran
Kawasan Perkebunan Rakyat;

c. rehabilitasi dan perlindungan Kawasan Perkebunan
Rakyat;

d. pengembangan vegetasi tegakan tinggi dan berakar kuat
yang mampu memberikan perlindungan terhadap
permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam
tanah;

e. pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi Kawasan
Perkebunan Rakyat;

f. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam
upaya pelestarian Kawasan Perkebunan Rakyat;

g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui
pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perkebunan
Rakyat berbasis Masyarakat.

Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf c, meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan pelayanan prasarana,
sarana dan utilitas pendukung Kawasan Pertanian;

b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan
dan agroindustri;

c. pengembangan dan pemantapan intensifikasi lahan
pertanian;

d. pengembangan komoditas hortikultura dan perkebunan
organik yang unggul dan produktif;

e. pengembangan dan pemantapan komoditas agroforestri
pada Kawasan Pertanian;

f. pengembangan sistem tumpang sari pada lahan sawah
yang kurang memiliki potensi pengairan;

g. pengembangan dan pemantapan insentif dan disinsentif
pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



(9)

(10)

(11)

h.

1.

pemantauan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah
beririgasi dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
dan

pemantapan fungsi dan peran Subak dalam pengelolaan
dan pelestarian Kawasan Tanaman Pangan.

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf d, meliputi:

a.

f.

pengembangan dan pemantapan pelayanan fasilitas,
infrastruktur dan transportasi pendukung serta
penunjang pariwisata secara terpadu;

pengembangan Kawasan Pariwisata berkelanjutan
berbasis Ekowisata,;

pemantapan dan pengembangan DTW dengan konsep
Ekowisata secara berkelanjutan;

pengembangan dan pemantapan desa wisata berbasis
Masyarakat;

integrasi sistem dan sertifikasi cleanliness, health, safety
and environtment sustainability pada DTW dalam
Kawasan Pariwisata; dan

pemantapan peran dan fungsi kelembagaan dalam
pengelolaan Kawasan Pariwisata.

Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf e, terdiri atas:

a.

b.

penataan dan pengembangan Kawasan Permukiman
Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana,
sarana, dan utilitas permukiman;

penyusunan dokumen = operasional di  bidang
pembangunan perumahan dan permukiman;
pengembangan program rumah hunian sehat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

penataan Kawasan Permukiman padat, permukiman
kumuh dan tidak layak huni;

pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari luas Kawasan Permukiman;

penataan Kawasan Permukiman baru sesuai standar
teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

pengendalian dan relokasi perumahan dan Kawasan
Permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana
tinggi.

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, meliputi:

a.

pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan
utilitas  pendukung Kawasan  Pertahanan dan
Keamanan;

pengendalian kegiatan budi daya di sekitar Kawasan
Pertahanan dan Keamanan agar tidak mengganggu
dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pertahanan dan
Keamanan; dan

pembatasan antara lahan terbangun di sekitar Kawasan
Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan lainnya
yang belum terbangun.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 51

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, berupa:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi;

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya; dan

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup.

Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan prasarana, sarana, dan
utilitas penunjang Kawasan strategis;

b. pengembangan dan peningkatan pelayanan
infrastruktur dan transportasi Kawasan strategis; dan

c. penataan, perlindungan dan pengendalian kegiatan budi
daya pada Kawasan strategis dan sekitarnya.

Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan

sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi:

a. penataan dan pemantapan identitas Kawasan sebagai
pusat konservasi budaya;

b. pengembangan dan pemantapan prasarana, sarana, dan
utilitas penunjang; dan

c. perlindungan dan pelesatarian nilai kesucian Kawasan
Tempat Suci, warisan budaya dan kearifan lokal
Masyarakat.

Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. pengembangan dan pemantapan prasarana, sarana, dan
utilitas penunjang Kawasan strategis; dan

b. pengembangan dan penguatan pelestarian lingkungan
dan ekosistem Kawasan strategis.

Bagian Keempat
Pelaksanaan SPPR
Pasal 52

Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama
melalui penyelarasan indikasi program dengan program
sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana
pembangunan secara terpadu.

Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menghasilkan dokumen:

a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.



(3)

(4)

(5)

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk

mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang,

yang digunakan sebagai:

a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam
rangka revisi RTRW Kabupaten; dan

c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu)
Tahunan.

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan

prioritas program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan

sebagai:

a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD); dan

b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam
rangka revisi RTRW Kabupaten.

Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

a.

b.
C.
d

(1)

ketentuan umum zonasi;

penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
ketentuan insentif dan disinsentif; dan
arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 54

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang;
b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang; dan



(1)

(2)

c. Ketentuan Khusus.

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang
Pasal 55

Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
Ketentuan umum 2zonasi sistem pusat permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air;
dan

e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana
lainnya.

oo o

Pasal 56

Ketentuan wumum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a,
meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau
beberapa Kecamatan yang mendukung perekonomian,
sosial, dan budaya; dan

2. kegiatan pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana
dengan mempertimbangkan daya dukung daya
tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi
bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana
dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;



3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan

prasarana minimum secara proposional sesuai jenis
kegiatan;

kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan
pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan lingkungan; dan

kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan
sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi:

1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi
dan Jalur Evakuasi Bencana;

2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap
lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan

3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Pusat
Pelayanan Kawasan.

intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:

1.

Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan
intensitas sedang hingga tinggi; dan

2. ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter

dari permukaan tanah.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib
menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat
yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima
belas) meter dapat berupa:

a) bangunan terkait peribadatan;

b) bangunan terkait pertahanan keamanan;

c) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
d) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
e) bangunan khusus pemantau bencana alam; dan

f) bangunan khusus pembangkit dan transmisi
tenaga listrik.

penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala,;

c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya
setempat;



d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan

e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b,
meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau

2.

beberapa desa yang mendukung perekonomian,
sosial, dan budaya; dan

kegiatan pengembangan RTH.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:
1.

kegiatan permukiman perkotaan yang terencana
dengan mempertimbangkan daya dukung daya
tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi
bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana
dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan
prasarana minimum secara proposional sesuai jenis
kegiatan;

kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan
pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan lingkungan; dan

kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan
sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi:

1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi
dan Jalur Evakuasi Bencana;

2. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap
lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan

3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi Pusat
Pelayanan Kawasan.

intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:

1.

2.

Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan
intensitas sedang dan tinggi; dan

ketinggian bangunan maksimum 15 (lima belas) meter
dari permukaan tanah.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:



(1)

(2)

1. penerapan konsep karang bengang atau Ruang
terbuka memanjang berupa lahan pertanian yang
dikelola  berbasis  Subak sebagai penyangga
permukiman perdesaan;

2. perlindungan terhadap Kawasan yang telah
ditetapkan sebagai Kawasan Suci dan Kawasan
Tempat Suci sesuai ketentuan kearifan lokal serta
Bhisama Kesucian Pura;

3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala;

c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya
setempat;

d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan

e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 (lima
belas) meter dapat berupa:

a) bangunan terkait peribadatan;

b) bangunan terkait pertahanan keamanan;

c) bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;

d) bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;

e) bangunan khusus pemantau bencana alam; dan

f) bangunan khusus pembangkit dan transmisi
tenaga listrik.

5. Kawasan Perdesaan diintegrasikan dengan
pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan
yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan
pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui
berjalannya sistem dan usaha agrobisnis untuk
melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan

pembangunan wusaha agrobisnis pertanian dan
perikanan di Wilayah sekitarnya.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a,

meliputi:

a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem
jaringan jalan; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem
jaringan kereta api.

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:



(3)

(4)

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol; dan

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal
penumpang.

Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi:

a.

b.

C.

d.

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri
primer;

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor
primer;

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal
primer; dan

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan
lingkungan primer.

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri
primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
meliputi:

a.

b.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Rumaja arteri primer meliputi kegiatan
pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan
bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan
keagamaan pada area Catus Patha, pengembangan
manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan
RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan
pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila
diperlukan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada jalan arteri primer
yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja
meliputi pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan,
untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang
berfungsi sebagai lansekap jalan;

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Ruwasja jalan arteri primer di luar Rumija
meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas
pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan
pengamanan fungsi jalan; dan

4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan
persampahan, jaringan evakuasi bencana dan
drainase.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, meliputi:

1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan



5.

sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan bagian Jalan Arteri Primer dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan meliputi:

a) bangunan dan jaringan utilitas;

b) iklan;

c) media informasi;

d) bangun-bangunan.

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan
garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan
sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan
dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah
tanah dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

arahan ketentuan pada bagian jalan yang
dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan
prosesi keagamaan dan budaya memperhatikan:

a) tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau
pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta
menganggu jalannya prosesi keagamaan pada
Kawasan Catus Patha di Wilayah Kabupaten;

b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi
keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus
lalu lintas menerus;

c) dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya
memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan,
maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar
Kawasan;

d) pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada
bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan
dan budaya; dan

e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas
kepada para pengguna jalan.

arahan ketentuan pengembangan manajemen dan
rekayasa lalu lintas dilakukan dengan
memperhatikan:



a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas
dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan
jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam
rangka menjamin keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan;

b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan
penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;

c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan
bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan
pengendara sepeda melalui penyediaan jalur
khusus;

d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur
lintasan bagi kaum difabel;

e) desain persimpangan dilakukan dengan
penanganan persimpangan prioritas,
persimpangan dengan bundaran, persimpangan
dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak
sebidang;

f) pemaduan berbagai moda angkutan;

g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur
khusus untuk angkutan penumpang dan
angkutan pariwisata;

h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan
dalam bentuk jalan bawah tanah (sub way), tanpa
gangguan (underpass), dan jembatan
penyeberangan di atas jalan; dan

f) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman
dan pedestrian, hari bebas kendaraan, daerah
bebas kendaraan dan area lisensi khusus.

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor
primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Rumaja kolektor primer meliputi kegiatan
pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan
bangunan utilitas, pemanfaatan untuk kegiatan
keagamaan pada area Catus Patha, pengembangan
manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan
RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan
pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila
diperlukan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang kolektor primer yang
diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi
pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan, untuk
kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang
berfungsi sebagai lansekap jalan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Ruwasja di luar Rumija kolektor primer meliputi
penyediaan Ruang untuk pandangan bebas



pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan
pengamanan fungsi jalan; dan

kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan
persampahan, jaringan evakuasi bencana dan
drainase.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

5.

kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan bagian Jalan Kolektor Primer dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan meliputi:

a) bangunan dan jaringan utilitas;

b) iklan;

c) media informasi;

d) bangun-bangunan.

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan
garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan
sesuai peraturan perundangan-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
meliputi kegiatan yang dapat menganggu fungsi jaringan
jalan.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah
tanah; dan

arahan ketentuan pada bagian jalan yang
dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur kegiatan
prosesi keagamaan dan budaya memperhatikan:

a) tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau
pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta
menganggu jalannya prosesi keagamaan pada
Kawasan Catus Patha di Wilayah Kabupaten;

b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi
keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus
lalu lintas menerus;



c) dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya
memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan,
maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar
Kawasan;

d) pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada
bagian jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan
dan budaya; dan

e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas
kepada para pengguna jalan.

arahan ketentuan pengembangan manajemen dan
rekayasa lalu lintas dilakukan dengan
memperhatikan:

a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas
dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan
jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam
rangka menjamin keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan;

b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan
penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;

c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan
bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan
pengendara sepeda melalui penyediaan jalur
khusus;

d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur
lintasan bagi kaum difabel,;

e) desain persimpangan dilakukan dengan
penanganan persimpangan prioritas,
persimpangan dengan bundaran, persimpangan
dengan lampu lalu lintas dan persimpangan tak
sebidang;

f) pemaduan berbagai moda angkutan;

g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur
khusus untuk angkutan penumpang dan
angkutan pariwisata;

h) pengembangan lintasan penyeberangan jalan
dalam bentuk jalan bawah tanah (sub way), tanpa
gangguan (underpass), dan jembatan
penyeberangan di atas jalan; dan

i) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman
dan pedestrian, hari bebas kendaraan, daerah
bebas kendaraan dan area lisensi khusus.

(6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Rumaja meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas
dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas,
pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area
Catus Patha, pengembangan manajemen dan rekayasa
lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai



lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda
transportasi lain bila diperlukan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan
untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan
Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai
lansekap jalan; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Ruwasja di luar Rumija meliputi penyediaan
Ruang untuk pandangan bebas pengemudi,
pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan
fungsi jalan; dan

kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan
persampahan, jaringan evakuasi bencana dan
drainase.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

5.

kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan bagian Jalan Lokal Primer dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan meliputi:

a) bangunan dan jaringan utilitas;

b) iklan;

c) media informasi;

d) bangun-bangunan.

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan
garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan
sesuai peraturan perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
meliputi kegiatan yang dapat menganggu fungsi jaringan
jalan.

Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

tidak  diperbolehkan  pembangunan  dan/atau
pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta



(7)

5.

menganggu jalannya prosesi keagamaan pada
Kawasan Catus Patha di Wilayah Kabupaten;

pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi
keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu
lintas menerus;

dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya
memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka
harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan,;

pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian
jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
dan

pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas
kepada para pengguna jalan.

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan
primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,

meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

pada Rumaja meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas
dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas,
pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan pada area
Catus Patha, pengembangan manajemen dan rekayasa
lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai
lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda
transportasi lain bila diperlukan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan
untuk pelebaran Badan Jalan, untuk kebutuhan
Ruang pengamanan; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Ruwasja di luar Rumija meliputi penyediaan
Ruang untuk pandangan bebas pengemudi,
pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan
fungsi jalan; dan

kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan
persampahan, jaringan evakuasi bencana dan
drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

pembangunan jaringan Jalan Lingkungan Primer dan
prasarana jaringan jalan dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
jalan;

pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



3.

5.

pemanfaatan bagian Jalan Lingkungan Primer dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan meliputi:

e) bangunan dan jaringan utilitas;

f) iklan;

g) media informasi;

h) bangun-bangunan.

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan
garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan
sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
meliputi kegiatan yang dapat menganggu fungsi jaringan
jalan.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

5.

tidak  diperbolehkan  pembangunan  dan/atau
pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan dan nilai kesucian serta
menganggu jalannya prosesi keagamaan pada
Kawasan Catus Patha di Wilayah Kabupaten;

pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi
keagamaan dan budaya tidak mengganggu arus lalu
lintas menerus;

dalam hal kegiatan prosesi keagamaan dan budaya
memerlukan penggunaan seluruh bagian jalan, maka
harus tersedia jalur alternatif di sekitar Kawasan;

pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian
jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
dan

pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas
kepada para pengguna jalan.

(8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja, meliputi
pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang
berkaitan dengan Jalan Tol sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

kegiatan yang diperbolehkan dalam Rumija, meliputi
pemanfaatan untuk rumaja dan penambahan lajur
lalu lintas, serta Ruang untuk pengamanan jalan; dan
kegiatan yang diperbolehkan dalam Ruwasja, yaitu
kegiatan di luar Rumija untuk pengamanan kondisi



dan situasi agar Ruwasja tidak menganggu pandangan
bebas pengemudi.

kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan
persampahan, jaringan evakuasi bencana dan
drainase.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :

1.

7.

8.

pembangunan sarana komunikasi, sarana deteksi
pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan
dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya
pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan
gangguan keamanan lainnya dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Tol dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan
jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan
sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk
kepentingan pengguna Jalan Tol dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ke dan
dari jalan tol dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan
garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan
sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
kegiatan pemasangan iklan secara terbatas.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan
jalan.

1.

pembangunan persimpangan sebidang dengan ruas
jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
dan

kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan
ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

antar Jalan Tol terkoneksi satu sama lain dan
terhubungkan jalan akses tol dari jalan umum atau
non tol;



pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atau non
tol yang tidak menimbulkan kemacetan;

setiap perencanaan dan pembangunan Jalan Tol
harus memperhatikan dan harmonis dengan:
Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, batas-batas
Wewidangan dan palemahan Desa Adat, kelancaran
jaringan irigasi dan kelancaran akses alami
pergerakan adat, budaya serta kearifan lokal lainnya;
pada kondisi Jalan Tol melintasi luasan tertentu di
Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah,
desain penampang jalan diupayakan dengan teknik
mengambang; dan

ketentuan arahan pengaturan zonasi Jalan Tol
diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan,
kecuali tanpa adanya gerbang tol.

(9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal
penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
meliputi:

a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal tipe

B;

b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal tipe

C.

(10) Ketentuan umum zonasi terminal tipe B sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :

1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan
Terminal Penumpang Tipe B;

2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi,
energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan
persampahan, jaringan evakuasi bencana dan
drainase; dan

3. pengembangan RTH.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi :

1.

pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas
penunjang Terminal Penumpang Tipe B yang
memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak
mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan
memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media
informasi dengan mempertimbangkan keselamatan
dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari
penyelenggara terminal sesuai kewenangannya
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

pengembangan jaringan transportasi, energi berupa
jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL,



pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan,
jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama
perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal
Penumpang Tipe B.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

2.

dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari zona pengembangan untuk menjaga
kelancaran operasional terminal, keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

memiliki masterplan pengembangan terminal.

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal
penumpang tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :

1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan
Terminal Penumpang Tipe C;

2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi,
energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan
persampahan, jaringan evakuasi bencana dan
drainase; dan

3. pengembangan RTH.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi :

1.

pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas
penunjang Terminal Penumpang Tipe C yang
memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak
mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan
memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media
informasi dengan mempertimbangkan keselamatan
dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari
penyelenggara terminal sesuai kewenangannya
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

pengembangan jaringan transportasi, energi berupa
jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL,
pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan,
jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan



5.

pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama
perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal
Penumpang Tipe C.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

2.

dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari zona pengembangan untuk menjaga
kelancaran operasional terminal, keamanan dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

memiliki masterplan pengembangan terminal.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur
kereta api; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun
kereta api.

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur
kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a
berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan
jalur kereta api antarkota, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :

1. pengamanan dan kelancaran operasi kereta api serta
pengamanan konstruksi jalan rel;

2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi,
energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan,
jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan

3. pengembangan RTH.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

penggunaan ruang manfaat jalur kereta api untuk
penempatan fasilitas operasi kereta api serta
bangunan pelengkap lainnya dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
pemanfaatan ruang milik jalur kereta api untuk
keperluan lain atas izin pemilik prasarana
perkeretaapian dengan ketentuan tidak
membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi
kereta api, dan perjalanan kereta api dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-
undangan;

pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api
untuk kegiatan lain yang tidak membahayakan
operasi kereta api dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan perundang-undangan;

pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan,
saluran air, dan/atau prasarana lain yang
memerlukan  persambungan, dan perpotongan
dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api



untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan
keselamatan  perjalanan  kereta api dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-
undangan;

5. pembangunan jalan rel diluar stasiun untuk
menghubungkan antara stasiun dengan tempat
bongkar muat barang dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan perundang-undangan,;

6. pembangunan fasilitas dan prasarana pengoperasian
perkeretaapian dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan perundang-undangan;

7. pengembangan = jaringan = transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan,
jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-
undangan,;

8. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan,
konservasi, cagar budaya, hutan  produksi,
perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang
memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan
hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan
sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan
perundang-undangan; dan

9. pembangunan dan pengembangan  pariwisata,
industri, permukiman, pertahanan dan keamanan
yang memenuhi daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan
ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai
ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
kegiatan apapun yang dapat mengganggu dan
membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi
kereta api, dan perjalanan kereta api.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api sebagai
Ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan
dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah
jalan rel;

2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara
jaringan jalur kereta api dan jalan; dan

3. lintasan jalur kereta api memperhatikan Kawasan
Lindung, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Kawasan rawan bencana, permukiman, pusat
kegiatan sosial dan ekonomi, jaringan irigasi dan
kearifan lokal lainnya.

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta
api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun
Penumpang, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1. pembangunan dan optimalisasi stasiun penumpang

untuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta api



dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan
moda transportasi lainnya;

2. pembangunan fasilitas penunjang stasiun
penumpang;

3. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi,
energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana
dan drainase; dan

4. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun
penumpang  dengan memperhatikan  rencana
pengembangan  perkeretaapian dan  ketentuan
keselamatan  perkeretaapian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan
perkeretaapian;

3. pengembangan = jaringan = transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana
dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan perundang-undangan;

4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan,
konservasi, cagar budaya, hutan  produksi,
perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang
memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan
hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan
sempadan dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan perundang-undangan; dan

5. pembangunan dan pengembangan = pariwisata,
industri, permukiman, pertahanan dan keamanan
yang memenuhi daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan
ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat
mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan
Stasiun Penumpang.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. Kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi
dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan
luasan stasiun kereta api;

2. pengembangan stasiun kereta api dan sistem jaringan
perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf
b, berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar



(2)

jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung meliputi:

a.

b.

d.

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
transmisi tenaga listrik antarsistem;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
distribusi tenaga listrik;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pipa/kabel
laut penyaluran tenaga listrik; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi
Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT),

meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1. kegiatan pengembangan RTH;

2. kegiatan  pengembangan, pengoperasian, dan
pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang SUTT;
dan

3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur
evakuasi dan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1. kegiatan pertanian;

2. kegiatan kehutanan;

3. pengembangan  jaringan transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL
jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana
dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya
dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi
bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan
jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTT; dan

5. pembangunan dan pengembangan = pariwisata,
industri, permukiman, pertahanan dan keamanan
serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana, ketentuan teknis serta
mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal
dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu SUTT.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang
jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran



(3)

tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan
Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan
infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran
Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran
Udara Tegangan Rendah (SUTR).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara
Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :

1. kegiatan pengembangan RTH;

2. kegiatan  pengembangan, pengoperasian, dan
pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang
SUTM; dan

3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi,

telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur
evakuasi dan drainase.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.
2.
3.

kegiatan pertanian;

kegiatan kehutanan;

pengembangan  jaringan transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL
jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana
dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya
dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi
bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan
jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTM; dan

pembangunan dan pengembangan = pariwisata,
industri, permukiman, pertahanan dan keamanan
serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana, ketentuan teknis serta
mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal
dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTM.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu SUTM.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang



jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran
tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan
Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan
infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara
Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :

1. kegiatan pengembangan RTH;

2. kegiatan  pengembangan, pengoperasian, dan
pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang
SUTM; dan

3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi,

telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur
evakuasi dan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.
2.
3.

kegiatan pertanian;

kegiatan kehutanan;

pengembangan  jaringan = transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL
jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana
dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya
dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi
bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan
jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang pada SUTR; dan

pembangunan dan  pengembangan = pariwisata,
industri, permukiman, pertahanan dan keamanan
serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana, ketentuan teknis serta
mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal
dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTR.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan
mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan
sarana pendukungnya.

e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

2.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang
jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;



(6)

3. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran
tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan
Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan
infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1. bangunan dan peralatan yang berhubungan dengan
jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga
listrik; dan

2. kegiatan pengembangan RTH.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi kegiatan pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan
kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
meliputi kegiatan yang dapat menganggu keselamatan
dan operasional jaringan pipa/kabel bawah laut
penyaluran tenaga listrik.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi:
1. pengembangan RTH; dan
2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan

pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang
jaringan transmisi tenaga listrik.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi :

1. kegiatan pertanian;

2. pengembangan  jaringan transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana
dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan,
konservasi, cagar budaya, hutan  produksi,
perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan
keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan

mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukungnya;

c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. ketentuan penempatan Gardu Listrik diarahkan di
luar Kawasan perumahan dan terbebas dari resiko
keselamatan umum.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat

(3) huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
tetap; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
bergerak.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur
jaringan tetap; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan
tetap.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur

jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :
1. kegiatan pengembangan RTH; dan
2. kegiatan pengembangan, pemeliharaan,

pembangunan, dan pengeoperasian infrastruktur
jaringan tetap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
bersyarat meliputi kegiatan budi daya yang tidak
mengganggu operasional infrastruktur jaringan tetap;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kegiatan yang dapat meganggu jaringan
elektromanetik pada jaringan infrastruktur tetap.

d. Ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:

1. Penempatan aspek keselamatan dan operasional
sekitar kegiatan infrastruktur jaringan tetap;

2. Penerapan jaringan infrastruktur jaringan tetap
dengan memperhatikan tingkat kerawanan terhadap
ancaman bencana;

3. Tersedianya rencana induk sistem  jaringan
telekomunikasi wilayah yang disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(4)

(5)

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi:

1. kegiatan pengembangan RTH; dan

2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan
pemeliharaan Jaringan Tetap.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, meliputi:

1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada
penyelenggaraan Jaringan Tetap, ditempatkan pada
bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan budi daya yang tidak menganggu Jaringan
Tetap.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik

dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan,
prasarana dan sarana komunikasi yang mengganggu
operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan

Tetap.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan
telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan
Lindung dan Kawasan Konservasi;

2. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan
jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan
rawan bencana; dan

3. pembangunan jaringan kabel telekomunikasi pada
pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui
penyediaan sistem utilitas terpadu dengan jaringan
prasarana lainnya;

4. tersedianya rencana induk sistem = jaringan
telekomunikasi Wilayah yang disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan
kegiatan di Kawasan sekitarnya.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan
bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan
bergerak seluler, meliputi:

a.

b.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi:

1. Menara Base Transciever Station (BTS);

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jaringan Bergerak seluler Jaringan Bergerak Seluler;
dan

3. Kegiatan pengembangan RTH.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, meliputi:

1. pengembangan  jaringan  transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,



(1)

(2)

(3)

C.

d.

jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana
dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan;

2. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara,
memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan
kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3. pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, pertambangan, permukiman,
pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya
tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan dan jarak bebas menara.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan

berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak
selular.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib
memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan
estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan
tower secara terpadu pada lokasi yang telah
ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

2. memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan
kegiatan Kawasan sekitarnya.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(3) huruf d, meliputi:

a.

b.

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem
jaringan irigasi;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem
pengendalian banjir; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan
sumber daya air.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

b.

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
irigasi primer;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
irigasi sekunder; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar  jaringan
irigasi tersier.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi
primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:



2.
3.

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jaringan Irigasi Primer;

kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti
pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan
lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan
Irigasi Primer dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan;

pemasangan papan reklame, papan penyuluhan,
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan,;

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan jaringan irigasi; dan

pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan jaringan irigasi.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya
terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan
menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit
2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
pengembangan bangunan milik organisasi Subak
pada lahan pertanian yang diarahkan
pengembangannya sebagai Kawasan terbangun
sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan
kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah
mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang
menjadi anggota Subak (krama Subak) bersangkutan;
air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau
setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah;
dan

pengelolaan air irigasi di tingkat primer menjadi hak
dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air
dan/atau Subak.



(4)

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi
sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jaringan Irigasi Sekunder;
2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti
pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan
lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan
Irigasi Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan;

3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan,
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan;

5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan jaringan irigasi; dan

6. pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan jaringan irigasi.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi
Sekunder.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya
terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan
menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit
2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;

2. pengembangan bangunan milik organisasi Subak
pada lahan pertanian yang diarahkan
pengembangannya sebagai Kawasan terbangun
sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan
kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah
mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang
menjadi anggota Subak (krama Subak) bersangkutan;



3. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau
setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah;
dan

4. pengelolaan air irigasi di tingkat sekunder menjadi
hak dan tanggung jawab perkumpulan petani
pemakai air dan/atau Subak.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi
tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jaringan Irigasi Tersier;

2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan

3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti
pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan
lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan
Irigasi Tersier dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan;

3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan,
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan,;

5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan jaringan irigasi; dan

6. pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan jaringan irigasi.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pengembangan bangunan milik organisasi Subak
pada lahan pertanian yang diarahkan
pengembangannya sebagai Kawasan terbangun
sesuai rencana Pola Ruang wajib dipertahankan
kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah
mendapat persetujuan dari pengelola dan orang yang
menjadi anggota Subak (krama Subak) bersangkutan;



(6)

(V)

2. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau
setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah;
dan

3. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak
dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air
dan/atau Subak.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem
pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan
pengendalian banjir; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bangunan
pengendalian banjir.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a, meliputi:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jaringan pengendalian banjir;
2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan

3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian terutama
KP2B.

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:
1. pembangunan prasarana pendukung jaringan
pengendalian banjir mengikuti ketentuan teknis yang
berlaku;

2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan
pengendalian banjir dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan;

3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan,
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

4. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan,;

5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan sungai; dan

6. pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan sungai.



c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang berpotensi merusak dan
mengganggu fungsi prasarana dan utilitas sarana
pengendali banjir.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan
ruang di sekitar jaringan pengendalian banjir; dan

2. pelaksanaan pengaturan sistem pengendalian banjir
dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian
lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan
pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b, meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
bangunan pengendalian banjir;
2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan

3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian terutama
KP2B.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:
1. pembangunan prasarana pendukung bangunan
pengendalian banjir mengikuti ketentuan teknis yang
berlaku;

2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan bangunan
pengendalian banjir dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan;

3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan,
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

4. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan;

5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan sungai; dan

6. pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan sungai.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang berpotensi merusak dan
mengganggu fungsi prasarana dan utilitas sarana
pengendali banjir.



9)

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan
ruang di sekitar bangunan pengendalian banjir; dan

pelaksanaan pengaturan sistem pengendalian banjir
dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian
lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bangunan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi

ok wbd

dan air minum;

kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
kegiatan pengamanan sungai.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

pembangunan prasarana pendukung bangunan
sumber daya air mengikuti ketentuan teknis yang
berlaku;

pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan bangunan
sumber daya air dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan;

pemasangan papan reklame, papan penyuluhan,
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan,;

pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan,;

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi; dan

pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas
sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan
sumber daya air;

d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:



(1)

1. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan
ruang di sekitar bangunan sumber daya air;

2. mata air yang tersebar di Wilayah Kabupaten berupa
mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan
air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi
umat Hindu merupakan Kawasan Suci mata air; dan

3. di sekitar Kawasan Suci mata air tidak diperbolehkan
pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan
yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai
kesucian Kawasan, serta kegiatan yang dapat
mengganggu jalannya prosesi keagamaan.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem prasarana

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf

e, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem
Pengelolaan Limbah (SPAL);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem
jaringan persampahan;

d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem
jaringan evakuasi bencana; dan

e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem
drainase.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
perpipaan; dan

b. Ketentuan umum 2zonasi Kawasan di sekitar bukan
jaringan perpipaan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan

perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit air baku;

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit
produksi; dan

c. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit
distribusi.

Ketentuan umum zonasi unit Kawasan di sekitar unit air
baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan
Unit Air Baku; dan
2. kegiatan pengembangan RTH.



b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi :

1.

2.

pembangunan prasarana pendukung unit air baku
mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan unit air
baku dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan,;

pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi,
telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air,
jalur evakuasi bencana dan drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan  hidup, mitigasi bencana dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan; dan

pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan  hidup, mitigasi bencana dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum,;

2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku
dari air limbah dan sampah; dan

3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik
konstruksi sistem penyediaan air minum.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum
diutamakan dari air permukaan dan wajib
memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian
Kawasan;

2. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

3. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan
pengolahan limbah;

4. pembuatan sumur resapan air (artificial water
catchment) di sekitar bangunan SPAM;

5. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap
peruntukan budi daya;

6. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus
memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;

7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM
di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;

8. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum

pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui
penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan
prasarana lainnya;



10.

11.

12.

13.

lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan
dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA);

lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan
dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang
cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan
induk air minum antar sistem dan terdapat lahan
cadangan pengembangan di sekitarnya;

pengendalian pemanfaatan sumber air disertai
langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk
air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
air dan ketersediaan sumber air baku;

harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan
perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan
sambungan rumah; dan

tersedia kran umum dan hydrant pemadam
kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

2.

kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan
Unit Produksi; dan
kegiatan pengembangan RTH.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi :

1.

2.

pembangunan prasarana pendukung unit produksi
mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan unit
produksi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan,;

pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi,
telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air,
jalur evakuasi bencana dan drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan,;

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan  hidup, mitigasi bencana dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan; dan

pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan  hidup, mitigasi bencana dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi:

1.

2.

kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum,;

kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku
dari air limbah dan sampah; dan



3.

kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik
konstruksi sistem penyediaan air minum.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

10.

11.

12.

13.

pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum
diutamakan dari air permukaan dan wajib
memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian
Kawasan;

persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan
pengolahan limbabh;

pembuatan sumur resapan air (artificial water
catchment) di sekitar bangunan SPAM;
pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap
peruntukan budi daya;

setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus
memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;

penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM
di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
pembangunan jaringan pipa distribusi air minum
pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui
penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan
prasarana lainnya;

lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan
dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA);

lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan
dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang
cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan
induk air minum antar sistem dan terdapat lahan
cadangan pengembangan di sekitarnya;

pengendalian pemanfaatan sumber air disertai
langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk
air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
air dan ketersediaan sumber air baku;

harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan
perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan
sambungan rumah; dan

tersedia kran wumum dan hydrant pemadam
kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit distribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

2.

kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan
Unit Distribusi; dan
kegiatan pengembangan RTH.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi :

1.

pembangunan prasarana pendukung unit distribusi
mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;



pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan unit
distribusi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan,;

pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi,
telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air,
jalur evakuasi bencana dan drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan,;

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan  hidup, mitigasi bencana dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan; dan

pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan  hidup, mitigasi bencana dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi:

1.

2.

3.

kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum,;

kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku
dari air limbah dan sampah; dan

kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik
konstruksi sistem penyediaan air minum.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

10.

pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum
diutamakan dari air permukaan dan wajib
memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian
Kawasan;

persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan
pengolahan limbah;

pembuatan sumur resapan air (artificial water
catchment) di sekitar bangunan SPAM;
pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap
peruntukan budi daya;

setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus
memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;

penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM
di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
pembangunan jaringan pipa distribusi air minum
pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui
penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan
prasarana lainnya;

lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan
dengan lokasi pengolahan air limbah dan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA);

lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan
dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang



(V)

cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan
induk air minum antar sistem dan terdapat lahan
cadangan pengembangan di sekitarnya;

11. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai
langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk
air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
air dan ketersediaan sumber air baku;

12. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan
perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai dengan
sambungan rumah; dan

13.tersedia kran wumum dan hydrant pemadam
kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan
perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi sumur pompa;

b. Ketentuan umum zonasi bangunan penangkap mata air.

Ketentuan umum 2zonasi sumur pompa sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan pembangunan bangunan sumur pompa;

2. pembangunan prasarana dan sarana sistem
penyediaan air minum; dan

3. kegiatan pengembangan RTH.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat berupa pemanfaatan sumur pompa dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan dengan
persyaratan  teknis sesuai ketentuan = peraturan
perundang undangan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum,;

2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku
dari air limbah dan sampah; dan

3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik
konstruksi bangunan sumur pompa.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum
diutamakan dari air permukaan dan wajib
memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian
Kawasan;

2. persyaratan teknis pembangunan bangunan sumur
pompa mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

3. pembuatan sumur resapan air (artificial water
catchment) di sekitar bangunan sumur pompa; dan

4. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai
langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk



air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
air dan ketersediaan sumber air baku.

(9) Ketentuan umum zonasi bangunan penangkap mata air
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi:
1. kegiatan pembangunan bangunan penangkap mata
air;

2. pembangunan prasarana dan sarana sistem
penyediaan air minum,;

3. kegiatan penunjang Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM); dan

4. kegiatan pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat berupa pemanfaatan bangunan penangkap mata
air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum,;

2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku
dari air limbah dan sampah; dan

3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik
konstruksi bangunan penangkap mata air.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum
diutamakan dari air permukaan dan wajib
memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian
Kawasan;

2. persyaratan teknis pembangunan bangunan
penangkap mata air mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

3. pembuatan sumur resapan air (artificial water
catchment) di sekitar bangunan penangkap mata air;
dan

4. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai
langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk
air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
air dan ketersediaan sumber air baku.

(10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem
Pengelolaan Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi infrastruktur
pengelolaan air limbah domestik, meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
pengelolaan infrastruktur pengelolaan air limbah
domestik; dan

2. kegiatan pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:



1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengelolaan air limbah domestik dengan
memperhatikan  kelestarian lingkungan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan

merupakan kegiatan yang merusak dan mengganggu

fungsi pengelolaan air limbah domestik.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. penerapan teknologi pengelolaan air limbah yang
ramah lingkungan;

2. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu
dan pembangunan instalasi pengolahan limbah
berada di luar radius Kawasan Tempat Suci;

3. pembangunan instalasi pengelolaan limbah domestik
tidak berada dan/atau memotong Kawasan Tempat
Suci.

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem
Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
pengelolaan limbah B3; dan

2. kegiatan pengembangan RTH.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, meliputi:

1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan

merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan
mengganggu fungsi pengelolaan Limbah B3.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang
ramah lingkungan;

2. zona instalasi pengolahan limbah terpadu dan zona
instalasi pengolahan limbah meliputi: zona manfaat
dan zona penyangga;

3. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu
dan pembangunan instalasi pengolahan limbah
berada di luar radius Kawasan Tempat Suci;

4. pengembangan sistem pengolahan air limbah tidak
berada dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci;
dan

5. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan
hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.

(12) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:



a. Ketentuan umum zonasi tempat pengelolaan sampah
Reuse Reduce, Recyle (TPS3R);

b. Ketentuan umum zonasi tempat penampungan sementara
(TPS); dan

c. Ketentuan umum zonasi tempat pemprosesan akhir (TPA).

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar tempat
pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recyle (TPS3R)
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1. kegiatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), berupa pemilahan,
pengumpulan, pengolahan, pemrosesan sampah, dan
pengurukan berlapis bersih (sanitary landfill);

2. kegiatan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);

3. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan
sampabh;

4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;

5. kegiatan operasional Tempat Pengelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R); dan

6. kegiatan pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1. pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan
evakuasi bencana serta sistem drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

2. pemanfaatan badan air dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

3. pembangunan dan pengembangan kegiatan
pariwisata, industri, permukiman serta pertahanan
dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung
lingkungan  hidup, mitigasi bencana dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan; dan

4. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan TPS 3R.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce,
Recycle (TPS3R), Tempat Penampungan Sementara
(TPS), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
memperhatikan:

a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;

b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan
Badan Air;

c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan
pelayanan;



d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah
dan berada pada lokasi yang aman terhadap
kebencanaan dan kegiatan lainnya;

e) memperhatikan jarak pencapaian dan
ketersediaan fasilitas yang ada;

f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan
lokasi dan sekitarnya;

g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan
Tempat Suci;

h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur
lingkungan /Kawasan; dan

i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan
pengembangan atau perluasan.

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
(TPS3R), Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus melakukan
pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi
ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar
baku mutu lingkungan;

pelarangan membuang sampah di luar tempat yang
telah ditentukan;

setiap Orang dalam rumah tangga, pengelolaan
Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan
pengelolaan sampah pada sumbernya;

pengelolaan sampah diawali dengan pemilahan
sampah yang masih memiliki nilai ekonomis untuk
dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur
ulang di sumber atau tempat pengelolaan sampah
reuse, reduce, dan recycle;

sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya
dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan
tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan
sampah reuse, reduce, dan recycle dan selanjutnya
diangkutan diolah ke industri pengolah limbah bahan
berbahaya dan beracun;

pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh
Desa Adat bekerjasama dengan dengan
Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah
didukung Pemerintah Kabupaten.

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar tempat
penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada
ayat (12) huruf b, meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

w

kegiatan pengoperasian Kawasan tempat
penampungan sementara (TPS) berupa pemilahan,
pengumpulan, pengolahan;

kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan
sampah;

kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
kegiatan pengembangan RTH.



. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan
syarat, meliputi:

1.

4.

pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan
evakuasi bencana serta sistem drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

pemanfaatan badan air dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
pembangunan dan pengembangan kegiatan industri,
permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan; dan

pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan TPS.

. Kegiatan lain yang dibutuhkan meliputi:

1.

lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)
memperhatikan:

a) mendapat persetujuan Masyarakat setempat;

b) tidak berada pada lahan RTH atau sempadan
Badan Air;

c) memperhitungkan volume sampah dan jangkauan
pelayanan;

d) mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah
dan berada pada lokasi yang aman terhadap
kebencanaan dan kegiatan lainnya;

e) memperhatikan jarak pencapaian dan
ketersediaan fasilitas yang ada;

f) memperhatikan aspek geologi tata lingkungan
lokasi dan sekitarnya,;

g) tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan
Tempat Suci;

h) memperhatikan aspek estetika dan arsitektur
lingkungan /Kawasan; dan

i) memiliki luasan yang cukup untuk keperluan
pengembangan atau perluasan.

pelarangan membuang sampah di luar tempat yang
telah ditentukan;

setiap Orang dalam rumah tangga, pengelolaa
Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan
pengelolaan sampah pada sumbernya;

sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya
dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan
tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan
sampah reuse, reduce, dan recycle dan selanjutnya
diangkut an diolah ke industri pengolah limbah bahan
berbahaya dan beracun;



5.

6.

sampah residu dari kegiatan pengelolaan sampah di
sumber sampah wajib diangkut dan diolah ke TPA;
pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh
Desa Adat bekerjasama dengan dengan
Desa/Kelurahan atau ortanisasi pengelola sampah
didukung Pemerintah Kabupaten.

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar tempat
pemprosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) huruf c, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

4.
5.

6.

kegiatan pengoperasian Kawasan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) berupa pemilahan, pengumpulan,
pengolahan, pemrosesan sampah, dan pengurukan
berlapis bersih (sanitary landfill);

kegiatan pemeliharaan Kawasan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA);

kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan
sampah;

kegiatan remediasi dan pengelolaan sampabh;
kegiatan penunjang operasional Kawasan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA); dan

Kegiatan pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

4.

pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan
evakuasi bencana serta sistem drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;

pemanfaatan badan air dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
pembangunan dan pengembangan kegiatan industri,
permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai
daya dukung daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan; dan
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional,
penunjang, dan pengembangan TPA.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

zona penyangga ditentukan 500 (lima ratus) meter di
sekeliling Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan
pemanfaatan pada 0-100 (nol sampai dengan seratus)
meter harus berupa sabuk hijau, pada 101-500
(seratus satu sampai dengan lima ratus) meter berupa
pertanian non pangan dan hutan;

lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
memperhatikan:

a. mendapat persetujuan Masyarakat setempat;

b. tidak berada pada lahan RTH atau sempadan
Badan Air;



c. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan
pelayanan;

d. mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah
dan berada pada lokasi yang aman terhadap
kebencanaan dan kegiatan lainnya;

e. memperhatikan jarak pencapaian dan
ketersediaan fasilitas yang ada;

f. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan
lokasi dan sekitarnya;

g. tidak berada pada Kawasan Suci dan Kawasan
Tempat Suci;

h. memperhatikan aspek estetika dan arsitektur
lingkungan /Kawasan; dan

i. memiliki luasan yang cukup untuk keperluan
pengembangan atau perluasan.

3. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
(TPS3R), Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus melakukan
pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi
ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar
baku mutu lingkungan;

4. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang
telah ditentukan;

5. setiap Orang dalam rumah tangga, pengelolaa
Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan
pengelolaan sampah pada sumbernya;

6. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya
dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan
tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan
sampah reuse, reduce, dan recycle dan selanjutnya
diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah
bahan berbahaya dan beracun;

7. sampah residu dari kegiatan pengelolaan sampah di
sumber sampah wajib diangkut dan diolah ke TPA;

8. metoda pengelolaan sampah pada TPA menggunakan
metode lahan urug terkendali, lahan urug saniter,
dan/atau teknologi ramah lingkungan seperti
gasifikasi, pyrolysis dan sejenisnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

9. tidak diperbolehkan melakukan penanganan sampah
secara terbuka (open dumping) dan memasukkan
sampah ke dalam Wilayah Provinsi; dan

10. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh
Desa Adat bekerjasama dengan dengan
Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah
didukung Pemerintah Kabupaten.

(16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan
evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, meliputi:
a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalur
evakuasi bencana;



b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar tempat
evakuasi bencana.

(17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalur evakuasi
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a,

meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan

mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas
dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi
bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung
pada jalur dan tempat evakuasi;

2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam
pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada
jalur dan Ruang evakuasi bencana;

3. kegiatan peningkatan aksesibilitas menuju Ruang
evakuasi bencana; dan

4. kegiatan pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi
prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu,
menghalangi dan merusak fungsi sistem jaringan
evakuasi bencana;

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. jalur evakuasi ramah difabel; dan

2. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi
merupakan jalan utama Wilayah yang terhubung lebih
singkat dengan tempat atau Ruang evakuasi bencana
yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.

(18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar tempat evakuasi
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b,

meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan

mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas
dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi
bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung
pada tempat evakuasi bencana;

2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam
pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada
Ruang evakuasi bencana.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi
prasarana dan sarana tempat evakuasi bencana; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu,



menghalangi dan merusak fungsi tempat evakuasi
bencana.

(19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
drainase primer;

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
drainase sekunder; dan

c. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan
drainase terseier.

(20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase
primer sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a,

meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana

jaringan drainase primer dalam rangka mengurangi
genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
kegiatan  pembangunan = prasarana penunjang
drainase primer; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan
drainase primer untuk kegiatan yang mendukung
pengelolaan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase
yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan
atas Rumija;

pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, dan jaringan evakuasi bencana sesuai dengan
ketentuan teknis;

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya
dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi
bencana serta penerapan ketentuan sempadan
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan; dan

pembangunan dan pengembangan kegiatan
pertambangan, pariwisata, industri, permukiman, dan
pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya
tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta
penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi:

1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah
serta Bahan berbahaya dan beracun;

2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan
drainase primer dan pengaliran; dan

3. kegiatan yang dapat menganggu fisik konstruksi

sistem jaringan drainase primer.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:



1.

pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase
primer dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan
pengembangan atas Rumija;

setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan
drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang
terintegrasi dengan sistem drainase primer sesuai
ketentuan teknis yang berlaku; dan

pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya
terdapat jaringan drainase primer yang telah ada wajib
dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan
ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta
tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas
saluran yang ada.

(21) Ketentuan wumum zonasi jaringan drainase sekunder
sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem
jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan
air dan mendukung pengendalian banjir;

kegiatan  pembangunan  prasarana penunjang
drainase sekunder; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan
drainase tersier untuk kegiatan yang mendukung
pengelolaan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase
yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan
atas Rumija;

pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, dan jaringan evakuasi bencana sesuai dengan
ketentuan teknis;

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya
dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi
bencana serta penerapan ketentuan sempadan
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan; dan

pembangunan dan pengembangan kegiatan
pertambangan, pariwisata, industri, permukiman, dan
pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya
tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta
penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi:

1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah
serta Bahan berbahaya dan beracun;

2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan
drainase sekunder dan pengaliran; dan

3. kegiatan yang dapat menganggu fisik konstruksi

sistem jaringan drainase sekunder.



d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase
sekunder dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan
pengembangan atas Rumija;

setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan
drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang
terintegrasi dengan sistem drainase sekunder sesuai
ketentuan teknis yang berlaku; dan

pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya
terdapat jaringan drainase primer yang telah ada wajib
dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan
ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta
tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas
saluran yang ada.

(22) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase tersier
sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf ¢, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi:

1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem
jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan
air dan mendukung pengendalian banjir;

2. kegiatan pembangunan  prasarana penunjang
drainase tersier; dan

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan

drainase tersier untuk kegiatan yang mendukung
pengelolaan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase
yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan
atas Rumija;

pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, dan jaringan evakuasi bencana sesuai dengan
ketentuan teknis;

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya
dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi
bencana serta penerapan ketentuan sempadan
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan; dan

pembangunan dan pengembangan kegiatan
pertambangan, pariwisata, industri, permukiman, dan
pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya
tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta
penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi:

1.

2.

kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah
serta Bahan berbahaya dan beracun;
kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan
drainase tersier dan pengaliran; dan



(1)

(2)

3. kegiatan yang dapat menganggu fisik konstruksi
sistem jaringan drainase tersier.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase
tersier dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan
pengembangan atas Rumija;

2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan
drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang
terintegrasi dengan sistem drainase sekunder sesuai
ketentuan teknis yang berlaku; dan

3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya
terdapat jaringan drainase primer yang telah ada wajib
dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan
ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta
tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas
saluran yang ada.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang
Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi Badan Air; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan
Setempat.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

ketentuan umum zonasi badan jalan;

ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;

ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian:

ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;

ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan

Keamanan.
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Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Kawasan Badan Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1.
2.
3.

4.

kegiatan konservasi Badan Air;

kegiatan perikanan;

kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan
ketinggian muka air;

kegiatan pengamanan sungai, sempadan, Daerah
Tangkapan Air, dan Resapan Air;

jaringan mitigasi bencana;

kegiatan penerapan teknologi alami dan/atau buatan
untuk pelestarian serta pemulihan kualitas Badan Air;



7.

konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; dan

8. kegiatan pengerukan sedimentasi atau normalisasi dan
pemeliharaan Badan Air.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat,
meliputi:

1. kegiatan Pariwisata yang tidak merusak kawasan sekitar
Badan Air;

2. kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa
merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;

3. kegiatan penunjang angkutan perairan yang tidak merusak
kawasan sekitar Badan Air;

4. konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

S. kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat tanpa

merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung
sesuai peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi:

1. okupasi lahan di Badan Air;

2. penebaran jenis spesies asing;

3. kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem
perikanan;

4. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah
bahan berbahaya dan beracun; dan

5. kegiatan budi daya lain yang mengganggu fungsi dan

menurunkan kualitas Badan Air.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa penerapan wujud
lansekap dan tata bangunan yang wajib memperhatikan:

1.

2.

menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat
setempat serta mengacu pada konsep Catus Patha, hulu-
teben dan tri mandala;

disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai
arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pawidangan
Desa Adat setempat; dan

Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan
Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan
kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1.
2.
3.

Kawasan Tempat Suci;

Kawasan Suci;

kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan
pendukungnya; dan

penyediaan RTH.



b.

d.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat berupa kegiatan budidaya yang telah ada yang tidak
mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi berupa kegiatan yang mengganggu fungsi dan kualitas
Kawasan Perlindungan Setempat.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan
Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan
kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura;

2. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu dan
pembangunan instalasi pengolahan limbah berada di luar
radius Kawasan Tempat Suci;

3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau
memotong Kawasan Tempat Suci; dan

4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat
setempat serta mengacu pada konsep Catus Patha,
hulu-teben dan tri mandala;

c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai
arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;

d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan

e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi

kegiatan perkerasan jaringan jalan dan atribut pelengkap

jaringan jalan berupa marka jalan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, meliputi kegiatan utilitas yang tidak megganggu fungsi

jaringan jalan dan kegiatan pertambangan mineral dan logam

dengan persyaratan teknis dan sesuai ketentuan perundang-

undangan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan

meliputi kegiatan yang dapat megganggu kontruksi badan

jalan;

ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:

1. pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah
tanah; dan

2. pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi
keagamaan dan budaya tidak menganggu arus lalu lintas
menerus.



Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1.

N0k LD

10.

kegiatan pertanian tanaman semusim dan tanaman
tahunan;

kegiatan perkebunan;

kegiatan pengelolaan hutan;

kegiatan pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat;
kegiatan pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan;
konservasi alam;

kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam;

kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan;

kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan
pendukungnya; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatkan fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

Nokwbhe=

o

10.

wisata petualangan alam;

wisata agro;

fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata;

kegiatan budidaya peternakan;

kegiatan budidaya perikanan;

kegiatan pertahanan dan keamanan;

pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta
fasilitas untuk kepentingan umum,;

instalasi sistem kelistrikan, air (pipa), instalasi
telekomunikasi, dan instalasi elektronika;
konstruksi jaringan jalan, irigasi, drainase,

telekomunikasi, limbah, elektrikal, dan pengolahan air
bersih; dan

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
tidak menganggu fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi:

1. kegiatan industri polutan;

2. kegiatan perburuan dan penangkapan satwa untuk
tujuan komersil;

3. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan
tanpa izin dari pihak berwenang;

4. kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang

kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan bangunan
penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan



5.

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b yang mengganggu dan merusak ekosistem
Kawasan Perkebunan Rakyat.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat secara
selektif untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya
hutan dan lingkungan;

integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan
industri kecil dan industri kreatif dengan tetap
memperhatikan kearifan lokal,

kegiatan pemanfaatan hutan tanaman dan kegiatan
pemungutan hasil hutan bukan kayu wajib memenuhi
persyaratan teknis dan tidak mengganggu habitat satwa
dan siklus hidupnya serta tidak mengganggu fungsi
Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan
yang telah mendapatkan izin wajib dilakukan dengan
sistem tebang pilih dan disertai penanaman kembali;

kegiatan wisata petualangan alam, wisata agro dan DTW
alam lainnya dibatasi pada pengembangan aktivitas
wanawisata dan wajib dikembangkan berbasis Ekowisata
secara terkendali dan bersifat ramah lingkungan;

fasilitas  pendukung dan  penunjang  pariwisata
dikembangkan secara terbatas, bersifat tidak permanen,
tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi
persyaratan teknis serta telah melalui prosedur
pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di
Kawasan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan
keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:

a) Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan
untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil
setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan
kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau
dikeluarkan oleh dinas terkait;

b) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui
gali uruk (cut and fill) dilengkapi dengan dokumen
kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45%
(empat puluh lima persen) terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;

d) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas
dan di daerah datar bagian bawah jurang;

e) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat
rendah diutamakan dengan tiang pancang;

f) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam
dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian



keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan

g) penampilan arsitektur bangunan yang ramah
lingkungan.
8. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci
mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama
Kesucian Pura, meliputi :

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima
ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan, paling sedikit
2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura Dang
Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh
meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura
kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m — 50
m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari
sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan
kahyangan desa lainnya;

b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik
yang tegas berupa batas alami atau batas buatan
sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi
setempat, dengan tetap menghormati hak-hak
tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan
lokal;

c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok
bangunan lainnya;

d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali
memanfaatkan potensi level menurun dari lantai
dasar; dan

e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

9. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) disesuaikan dengan  karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala;

c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai
arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;

d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan

e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf ¢, meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan



c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
meliputi:
1. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;
2. kegiatan jasa penunjang pertanian,;
3. konstruksi jalan Subak dan jalan produksi;
4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta

bangunan pendukungnya.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, meliputi:

1. kegiatan hortikultura, peternakan, perikanan budi
daya, dan perkebunan, dengan tidak mengubah fungsi
tanaman pangan;

2. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan
budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk
kepentingan umum serta penanganan bencana yang
dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan;

3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan tanpa menganggu fungsi kawasan
tanaman pangan;

4. pengembangan jaringan sarana dan prasarana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman
pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

6. kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa
wisata tanpa mengganggu fungsi kawasan tanaman
pangan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan; dan

7. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara
harmonis serta kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu
fungsi Kawasan Tanaman Pangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan

Tanaman Pangan.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. kegiatan perumahan yang diperbolehkan dengan
syarat pada Kawasan Tanaman Pangan berupa
perumahan penduduk yang telah ada dan bukan
merupakan pengembangan atau pembangunan baru;

2. kegiatan agrowisata, ekowisata, dan desa wisata
diarahkan melalui:

a) pengembangan secara terbatas dan terkendali serta
wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah
lingkungan; dan

b) wajib melestarikan lahan sawah eksisting dan
jaringan irigasi yang terdapat di dalam dan/atau



sekitar Persil serta tidak menurunkan kualitas dan
fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan.

pengembangan jalan produksi dan jalan usaha tani

dapat difungsikan sebagai lintasan jogging (jogging

track);

pelestarian dan pemberdayaan Subak sebagai warisan

budaya dunia;

pertanian tanaman pangan di Kawasan Perkotaan

diintegrasikan sebagai RTH pertanian murni atau

pertanian ekowisata;

Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat

Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta

Bhisama Kesucian Pura, meliputi :

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m
(lima ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan,
paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura
Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m
(lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter)
untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling
sedikit 5 m — 50 m (lima meter sampai dengan lima
puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura
kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;

b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas
fisik yang tegas berupa batas alami atau batas
buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-
hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan
kearifan lokal;

c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnya;

d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali
memanfaatkan potensi level menurun dari lantai
dasar; dan

e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

pada Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alami

yang khas diatur sebagai berikut:

a) pendirian bangunan penunjang di Kawasan
terasering yang hanya berfungsi sebagai
pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan,;

b) bangunan penunjang di sekitar Kawasan
terasering sawah di luar permukiman alami
penduduk adalah bangunan penunjang kegiatan
pariwisata secara terbatas; dan

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak
diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat
mengganggu ekosistem Kawasan yang memiliki
keunikan lansekap alam yang khas.

penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di

Kawasan Sempadan Jurang dengan



mempertimbangkan keselamatan bangunan dan
lingkungan, yaitu:

a)

b)

g)

Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan
untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan
stabil setelah melalui kajian teknis bangunan
gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli
bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;

pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang
melalui gali uruk (cut and fill) dilengkapi dengan
dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,;

jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45%
(empat puluh lima persen) terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;

sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian
atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat
rendah diutamakan dengan tiang pancang;

kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam
dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian
keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan

penampilan arsitektur bangunan yang ramah
lingkungan.

9. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala;

c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya
setempat;

d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan

e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
sesuai dengan aturan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

kegiatan tanaman pangan, perkebunan, perternakan,
dan perikanan budi daya;

kegiatan permukiman perdesaan;

kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta
bangunan pendukungnya; dan



4.

kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatkan fungsi Kawasan Hortikultura.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang
memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis
ditetapkan  berdasarkan peraturan perundang
undangan;

kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri
hortikultura yang dilaksanakan dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan
DTW binaan/buatan dengan syarat dikembangkan
secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis
Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan;

kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan
penunjang pariwisata secara terbatas, tidak
mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi
persyaratan teknis serta telah melalui prosedur
pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

kegiatan campuran perkebunan rakyat secara
terbatas;

perluasan permukiman secara terbatas dan dengan
kepadatan rendah;

pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta
fasilitas untuk kepentingan umum dilaksanakan
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan; dan

kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara
harmonis serta kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu
fungsi Kawasan Hortikultura.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b yang menganggu fungsi Kawasan
Hortikultura.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat
Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta
Bhisama Kesucian Pura, meliputi :

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m
(lima ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan,
paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura
Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m
(lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter)
untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling
sedikit 5 m — 50 m (lima meter sampai dengan lima



b)

e)

puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker
pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;
penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas
fisik yang tegas berupa batas alami atau batas
buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-
hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan
kearifan lokal,

melindungi blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnya;

ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali
memanfaatkan potensi level menurun dari lantai
dasar; dan

tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di
Kawasan Sempadan Jurang dengan
mempertimbangkan keselamatan bangunan dan
lingkungan, yaitu:

a)

b)

g)

Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan
untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan
stabil setelah melalui kajian teknis bangunan
gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli
bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;
pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang
melalui gali uruk (cut and fill) dilengkapi dengan
dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,;

jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45%
(empat puluh lima persen) terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian
atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat
rendah diutamakan dengan tiang pancang;
kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam
dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian
keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
penampilan arsitektur bangunan yang ramah
lingkungan.

penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a)

b)

menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala;

disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya
setempat;



d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan

e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
sesuai dengan aturan yang berlaku.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

1.

2.
3.

4.

kegiatan tanaman pangan, perkebunan, perternakan,
dan perikanan budi daya;

kegiatan permukiman perdesaan;

kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta
bangunan pendukungnya; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatkan fungsi Kawasan Perkebunan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang
memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis
ditetapkan  berdasarkan peraturan perundang
undangan,;

kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri yang
dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan
DTW binaan/buatan dengan syarat dikembangkan
secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis
Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan;

kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan
penunjang pariwisata secara terbatas, tidak
mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi
persyaratan teknis serta telah melalui prosedur
pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan campuran perkebunan rakyat secara
terbatas;

perluasan permukiman secara terbatas dan dengan
kepadatan rendah;

pengembangan  jaringan transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan,
jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara
harmonis serta kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu
fungsi Kawasan Perkebunan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b yang menganggu fungsi Kawasan
Perkebunan.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:



1.

Wilayah geografis yang menghasilkan produk
perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi
kelestariannya dengan indikasi geografis dan Wilayah
geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi
kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang
dialihfungsikan;

Pemanfaatan Ruang sebagai daerah resapan air untuk
Kawasan sekitarnya dan penyediaan lapangan kerja
bagi Masyarakat setempat;

Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat
Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta
Bhisama Kesucian Pura, meliputi :

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m
(lima ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan,
paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura
Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m
(lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter)
untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling
sedikit 5 m — 50 m (lima meter sampai dengan lima
puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker
pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;

b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas
fisik yang tegas berupa batas alami atau batas
buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-
hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan
kearifan lokal,

c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnya;

d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali
memanfaatkan potensi level menurun dari lantai
dasar; dan

e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di

Kawasan Sempadan Jurang dengan

mempertimbangkan keselamatan bangunan dan

lingkungan, yaitu:

a) Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan
untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan
stabil setelah melalui kajian teknis bangunan
gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli
bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;

b) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang
melalui gali uruk (cut and fill) dilengkapi dengan
dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,;

c) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45%
(empat puluh lima persen) terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;



d) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian
atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;

e) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat
rendah diutamakan dengan tiang pancang;

f) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam
dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian
keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan

g) penampilan arsitektur bangunan yang ramah
lingkungan.

5. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala,;

c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya
setempat;

d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan

e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 68

Ketentuan umum 2zonasi Kawasan Pariwisata, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi;

1.

2.

5.

6.

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Pariwisata;

kegiatan penyediaan fasilitas meetings, incentives,
converences and exhibitions;

kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan DTW
binaan/buatan  berbasis ekowisata dan ramah
lingkungan;

Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung
yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan
setempat;

kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, dan hortikultura; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatkan fungsi Kawasan Pariwisata.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang
memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;



kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan
persyaratan  teknis sesuai ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi,
energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan
drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah
penunjang pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan
daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi
bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

kegiatan pengembangan perumahan yang tidak
mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata dengan
persyaratan  teknis sesuai ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

pemanfaatan badan air, sempadan, perkebunan rakyat,
pertanian, dan permukiman yang dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan objek wisata dengan
mempertimbangkan daya dukung daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan

kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara
harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan
Pariwisata.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, yang dapat mengganggu atau menurunkan
kualitas Kawasan Pariwisata.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

2.

kawasan pariwisata di Kawasan Perkotaan diintegrasikan
dengan RTH;

terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang
telah ada;

pengembangan serta pemanfaatan potensi alam dan
budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung
lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;

pengembangan kegiatan industri yang tidak mengganggu
fungsi utama Kawasan Pariwisata wajib untuk:

a) bersifat ramah lingkungan dan non polutan;

b) dilengkapi dengan sarana dan prasarana Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri; dan

c¢) wajib melampirkan dokumen kajian teknis serta
mendapatkan rekomendasi dari instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan
akomodasi dan fasilitas pendukung maupun penunjang
pariwisata;

arahan pengaturan penyediaan akomodasi, meliputi:

a)

b)

pengembangan akomodasi wisata yang berada pada
Kawasan rawan bencana wajib menyediakan Tempat
Evakuasi Bencana;

penyediaan fasilitas parkir minimal 30% (tiga puluh
persen) dari luas lantai bangunan bagi setiap
bangunan akomodasi.

Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci
mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama
Kesucian Pura, meliputi :

a)

b)

e)

Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima
ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan, paling sedikit
2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura Dang
Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh
meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura
kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m — 50
m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari
sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan
kahyangan desa lainnya;

penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik
yang tegas berupa batas alami atau batas buatan
sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi
setempat, dengan tetap menghormati hak-hak
tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan
lokal;

melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok
bangunan lainnya;

ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali
memanfaatkan potensi level menurun dari lantai
dasar; dan

tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di
Kawasan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan
keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:

a)

b)

Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan
untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil
setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan
kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau
dikeluarkan oleh dinas terkait;

pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui
gali uruk (cut and fill) dilengkapi dengan dokumen
kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45%



(2)

(empat puluh lima persen) terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;

d) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas
dan di daerah datar bagian bawah jurang;

e) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat
rendah diutamakan dengan tiang pancang;

f) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam
dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian
keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan

g) penampilan arsitektur bangunan yang ramah
lingkungan.

9. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala,;

c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai
arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;

d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan

e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf e, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman
Perkotaan; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman
Perdesaan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

perkantoran dan pemerintahan;

perdagangan dan jasa;

sarana pelayanan umum;

pertanian tanaman pangan;

hortikultura;

perkebunan;

sarana transportasi;

pengembangan RTH;

O Nk =

kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan
cagar budaya;



10. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas
yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman
Perkotaan; dan

11. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman
Perkotaan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang
memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis
ditetapkan  berdasarkan peraturan perundang
undangan,;

2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan
peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan,
kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat,
dan tidak mencemari lingkungan;

4. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu
kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup
masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

5. kegiatan pembangunan, pengembangan dan
pemanfaatan industri kecil dan menengah yang tidak
menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan
umum, proyek strategis nasional, dan
penanggulangan bencana dilaksanakan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

7. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara
harmonis serta kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu
fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses
Jalur Evakuasi Bencana; dan

2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, yang dapat mengganggu atau
menurunkan kualitas Kawasan Permukiman
Perkotaan.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata
bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan
KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB
terhadap jalan;



kegiatan industri pengolahan dan kegiatan usaha

mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman

Perkotaan wajib menyediakan prasarana berupa IPAL;

pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta

fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
memperhatikan persyaratan konservasi air tanah,
lingkungan hidup dan pembangunan prasarana
pengendalian banjir dalam pengembangan
permukiman;

permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari

Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar

budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus

terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam
pengembangannya,;

penataan jaringan  utilitas perkotaan = secara

terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah

tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika
lingkungan;

arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan

pada Kawasan Permukiman berupa pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi

Pemerintah dan/atau swasta dapat menyatu dengan

Kawasan perdagangan dan jasa serta Kawasan

perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan

bersyarat;

Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat

Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta

Bhisama Kesucian Pura, meliputi :

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m
(lima ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan,
paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura
Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m
(lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter)
untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling
sedikit 5 m — 50 m (lima meter sampai dengan lima
puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker
pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;

b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas
fisik yang tegas berupa batas alami atau batas
buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-
hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan
kearifan lokal,

c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnya;

d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali
memanfaatkan potensi level menurun dari lantai
dasar; dan

e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di

Kawasan Sempadan Jurang dengan



10.

mempertimbangkan keselamatan bangunan dan
lingkungan, yaitu:

a)

b)

g)

Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan
untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan
stabil setelah melalui kajian teknis bangunan
gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli
bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;
pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang
melalui gali uruk (cut and fill) dilengkapi dengan
dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan

jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45%
(empat puluh lima persen) terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;
sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian
atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat
rendah diutamakan dengan tiang pancang;
kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam
dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian
keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
penampilan arsitektur bangunan yang ramah
lingkungan.

penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a)

b)

c)

d)

e)

menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala,;
disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya
setempat;

terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan
mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
sesuai dengan aturan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

XN R LD

perkantoran dan pemerintahan;
perdagangan dan jasa;

sarana pelayanan umum;
pertanian tanaman pangan,;
hortikultura;

perkebunan;

sarana transportasi;
pengembangan RTH;



9. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan
cagar budaya;

10. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas
yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman
Perdesaan;

11. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman
Perdesaan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang
memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis
ditetapkan  berdasarkan peraturan perundang
undangan,;

2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan
peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan,
kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat,
dan tidak mencemari lingkungan;

4. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu
kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup
masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

5. kegiatan pembangunan, pengembangan dan
pemanfaatan industri kecil dan menengah yang tidak
menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan
umum, proyek strategis nasional, dan
penanggulangan bencana dilaksanakan dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

7. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara
harmonis serta kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu
fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi:

1. kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses
Jalur Evakuasi Bencana; dan

2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, yang dapat mengganggu atau
menurunkan  kualitas Kawasan  Permukiman
Perdesaan.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata
bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan
KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB
terhadap jalan;



kegiatan industri pengolahan dan kegiatan usaha

mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman

Perdesaan wajib menyediakan prasarana berupa IPAL;

pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta

fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
memperhatikan persyaratan konservasi air tanah,
lingkungan hidup dan pembangunan prasarana
pengendalian banjir dalam pengembangan
permukiman;

permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari

Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar

budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus

terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam
pengembangannya,;

penataan jaringan  utilitas perkotaan = secara

terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah

tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika
lingkungan;

arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan

pada Kawasan Permukiman berupa pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi

Pemerintah dan/atau swasta dapat menyatu dengan

Kawasan perdagangan dan jasa serta Kawasan

perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan

bersyarat;

Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat

Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta

Bhisama Kesucian Pura, meliputi :

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m
(lima ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan,
paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura
Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m
(lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter)
untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling
sedikit 5 m — 50 m (lima meter sampai dengan lima
puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker
pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;

b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas
fisik yang tegas berupa batas alami atau batas
buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-
hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan
kearifan lokal,

c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnya;

d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali
memanfaatkan potensi level menurun dari lantai
dasar; dan

e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

penerapan tata bangunan, khusus bagi yang berada di

Kawasan Sempadan Jurang dengan



mempertimbangkan keselamatan bangunan dan

lingkungan, yaitu:

a) Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan
untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan
stabil setelah melalui kajian teknis bangunan
gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli
bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;

b) pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang
melalui gali uruk (cut and fill) dilengkapi dengan
dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan

c) jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45%
(empat puluh lima persen) terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;

d) sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian
atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;

e) ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat
rendah diutamakan dengan tiang pancang;

f) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam
dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian
keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan

g) penampilan arsitektur bangunan yang ramah
lingkungan.

10. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatikan:

a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala,;

c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya
setempat;

d) terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat; dan

e) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf f, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1.

pembangunan prasarana dan sarana penunjang
pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan

perkantoran, perumahan dinas, sarana pelayanan umum
sesuai dengan skala pelayanannya, RTH dan ruang terbuka
non hijau;



b.

(1)

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, meliputi:

1. pendirian bangunan secara terbatas, untuk menunjang
kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan

2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana
dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang
telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,

meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan

peruntukan kegiatan Pertahanan dan Keamanan.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi penerapan wujud

lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:

1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat
setempat serta mengacu pada konsep Catus Patha, hulu-
teben dan tri mandala;

3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai
arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;

4. terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pawidangan
Desa Adat setempat; dan

S. mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus
Pasal 71

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B);

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan;

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya; dan

o o o o

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Ketentuan Khusus pada Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a bertampalan dengan peruntukan kawasan pertanian
tanaman pangan, meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :

1. Kegiatan upaya peningkatan produktivitas pertanian
di KP2B; dan

2. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
KP2B

b. Kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:



(3)

1. alih fungsi KP2B untuk pertahanan dan keamanan,
kepentingan umum, proyek strategis nasional,
dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan agrowisata dan ekowisata dan infrastruktur
pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengembangan sistem jaringan prasarana
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan
berupa kegiatan yang mengurangi luasan kawasan
pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai
produktivitas tinggi dan beririgasi teknis.

Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir tinggi;

b. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana gerakan
tanah tinggi;

c. Ketentuan Khusus Kawasan rawan abrasi pantai tinggi;

d. Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana tsunami
tinggi.

Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana banjir
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa
Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi bertampalan
dengan peruntukan kawasan tanaman pangan, kawasan
perkebunan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman
perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi :

1. Pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan
pengurangan resiko bencana banjir;

2. Pengembangan rehabilitasi lahan dan konservasi
tanah

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi :

1. Kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan memperhatikan  mitigasi
bencana dan pengurangan resiko bencana banjir
dengan membangun sumur resapan, penataan
drainase lingkungan dan rekayasa teknologi lainnya,;
dan

2. Kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata
atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak
berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi
Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya banjir.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya
banjir.

d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan
dan dan diizinkan bersyarat yang bertampalan dengan

Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:



(5)

1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai
ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;

2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari
berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan

3. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses
menuju Tempat Evakuasi Bencana.

e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pengembangan upaya adaptasi dan mitigasi bencana
banjir pada semua tipologi Kawasan rawan bencana
banjir;

2. pengendalian kegiatan permukiman di Kawasan
rawan banjir; dan

3. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya
pada Kawasan rawan bencana banjir dapat dilakukan
setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan
kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau
dikeluarkan oleh dinas terkait.

Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana gerakan
tanah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertampalan dengan peruntukan kawasan perkebunan
rakyat, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura,
kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, kawasan
permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan,
meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi :

1. Pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan
pengurangan resiko bencana banjir;

2. Kegiatan perlindungan sistem hidrologi kawasan;

3. Kegiatan wisata alam dan olahraga terbuka; dan

4. Pengembangan RTH.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi :

1. Kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur;

2. Kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana
dan pengurangan resiko bencana gerakan tanah
dengan memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem
drainase, pengembangan sumur resapan dan biopori,
menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak
berada di bantaran sungai, dan rekayasa teknologi
lainnya; dan

3. Kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata
atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak
berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi
Kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya gerakan
tanah.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko
terjadinya bencana gerakan tanah.

d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang
diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang



(6)

bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gerakan

tanah, meliputi :

1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai
ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
dan

2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari
berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana;

3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses
menuju tempat evakuasi bencana, dan

4. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan
atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan
rendah.

e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :

1. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui
perbaikan pola tanam dan pengembangan vegetasi
dengan perakaran yang kuat;

2. perlindungan Kawasan dari kegiatan yang
mengganggu  kelestarian dan  kesenambungan
lingkungan;

3. membangun dinding penahan longsor pada daerah
yang sering mengalami kejadian longsor; dan

4. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya
pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat
dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan
bencana dan = kajian lainnya dari tenaga ahli
bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.

Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan abrasi pantai tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertampalan
dengan peruntukan kawasan perlindungan setempat,
kawasan tanaman pangan, kawasan pariwisata, kawasan
permukiman perkotaan, meliputi :

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :

1. pembangunan struktur fisik pengaman pantai; dan

2. pengembangan coastal forest dengan vegetasi
mangrove, pohon kelapa serta vegetasi lainnya yang
dapat meredam energi gelombang dan tsunami.
b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi
1. Kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan  memperhatikan  mitigasi
bencana dan pengurangan resiko bencana abrasi
pantai; dan

2. Kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata
atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak
berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi
Kawasan, dan meningkatkan resiko terdampak
bencana abrasi pantai.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya
abrasi pantai.

d. Ketentuan tata bangunan kegiatan yang diizinkan dan
bersyarat khusus Kawasan rawan bencana abrasi pantai
meliputi:



€.

1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai
ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
dan

2. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses
menuju Tempat Evakuasi Bencana.

ketentuan lain yang dibutuhkan:

1. diwajibkan upaya pengembangan kegiatan adaptasi
dan mitigasi bencana;

2. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian,

bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;

pelarangan kegiatan penambangan pasir;

diwajibkan pemeliharaan terumbu karang; dan

5. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian
pengurangan tingkat abrasi dan analisa resiko
bencana.

nalli

Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan bencana tsunami
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
bertampalan dengan peruntukan kawasan perlindungan
setempat, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan,
kawasan pariwisata, kawasan permukiman perkotaan,
meliputi:

a.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,

meliputi :

1. Pembangunan infrastruktur proteksi bencana untuk
pengurangan resiko bencana; dan

2. pengembangan coastal forest dengan vegetasi
mangrove, pohon kelapa serta vegetasi lainnya yang
dapat meredam energi gelombang dan tsunami.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, meliputi

1. Kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan memperhatikan  mitigasi
bencana dan pengurangan resiko bencana tsunami;
dan

2. Kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata
atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak
berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi
Kawasan, dan meningkatkan resiko terdampak
bencana tsunami.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan

melakukan  kegiatan yang meningkatkan resiko

terdampak bencana tsunami.

Ketentuan tata bangunan kegiatan yang diizinkan dan

bersyarat khusus Kawasan rawan bencana tsunami

meliputi:

1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai
ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
dan

2. tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses
menuju Tempat Evakuasi Bencana.

ketentuan lain yang dibutuhkan:



(8)

1. diwajibkan upaya pengembangan kegiatan adaptasi
dan mitigasi bencana;

2. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan
info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi,
shelter atau bangunan perlindungan terhadap
tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat
evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal,

3. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian,
bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;

4. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan
bukit pasir dan Sempadan Pantai; dan

5. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian
pengurangan tingkat dampat tsunami dan analisa
resiko bencana.

Ketentuan Khusus pada Kawasan sempadan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. Ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai;
b. Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai; dan

c. Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau,
embung, dan waduk.

Ketentuan Khusus pada Kawasan sempadan pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a bertampalan
dengan peruntukan kawasan tanaman pangan, kawasan
pariwisata, meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
meliputi:

1. Kegiatan yang dapat melindungi atau memperkuat
perlindungan Kawasan Sempadan Pantai berdasarkan
kearifan lokal;

2. Pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan
pengurangan resiko bencana;

3. Kegiatan Pertanian;

4. Pengembangan RTH dan Ruang terbuka publik; dan

5. Kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta
bangunan pendukungnya.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan
penunjang pariwisata secara terbatas, tidak
mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi
persyaratan teknis serta telah melalui prosedur
pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;



3.

Bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan
yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu
lingkungan sekitarnya; dan

pengembangan dan pemanfaatan, badan air,
sempadan, hutan lindung, konservasi, pertanian,
pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan
daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan yang diizinkan
dan dan diizinkan bersyarat yang bertampalan dengan
Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:

1.

2.

3.

4.

bangunan tidak diperbolehkan berderet/menempel
yang dapat menghalangi pandangan ke arah laut;
konstruksi bangunan ramah bencana sesuai
ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses
menuju Tempat Evakuasi Bencana; dan

penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan
ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci
sesuai aturan yang berlaku.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

diwajibkan upaya perlindungan Kawasan Sempadan
Pantai dari kegiatan yang dapat menurunkan fungsi
ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan
atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai
dan akses terhadap Sempadan Pantai;

. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di

Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai
tempat melasti;

. diwajibkan pengembangan barrier zone berupa RTH

(green area), sabuk hijau (green belt), dan mitigasi non
struktural seperti sand dunes;

. pantai yang memiliki karakteristik berbentuk kantong

pantai yang sempit (gisik saku) mengacu Ketentuan
Khusus Kawasan rawan bencana; dan

. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara

dan merupakan lahan bebas, peruntukkan dan
pemanfaatannya berdasarkan kajian teknis dan
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(10) Ketentuan Khusus pada Kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b bertampalan
dengan peruntukan kawasan tanaman pangan, kawasan
hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata,
kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman
perdesaan, meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi :

1.

Kegiatan yang dapat melindungi atau memperkuat
perlindungan Kawasan Sempadan Sungai
berdasarkan kearifan lokal; dan

Pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan
pengurangan resiko bencana;



3.
4.
5.

Kegiatan Pertanian;

Pengembangan RTH dan Ruang terbuka publik; dan
Kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta
bangunan pendukungnya.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat meliputi :

1.

pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan
evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengembangan dan pemanfaatan, badan air,
sempadan, pariwisata, permukiman, perkebunan
rakyat, pertanian, dan pertambangan, dengan
mempertimbangkan daya dukung daya tampung
lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kegiatan pariwisata, pendidikan, dan penelitian tanpa
mengubah bentang alam;

kegiatan pemasangan iklan, reklame dan papan
informasi sesuai dengan ketentuan teknis; dan
bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan
yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu
lingkungan sekitarnya;

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan
keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan
fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang
merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar
sungai, serta mengganggu aliran air sungai.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

dalam hal di dalam Sempadan Sungai terdapat
tanggul untuk kepentingan pengendali banjir,
perlindungan badan tanggul dilakukan dengan
larangan menanam tanaman selain rumput,
mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi
tanggul;

pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan
berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan mempertimbangkan
rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air
pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan

dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat
bangunan dalam Sempadan Sungai, maka bangunan
tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara
bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan
fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku
bagi bangunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai
untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi
bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas
jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum,
rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan
bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan



aturan bangunan tersebut sesuai peraturan
perundang-undangan.

(11) Ketentuan Khusus pada Kawasan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertampalan
dengan peruntukan kawasan perlindungan setempat,
kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan
permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan,

meliputi :
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:
1. kegiatan pengamanan, perlindungan dan pelestarian
cagar budaya;
2. pendirian bangunan pengawasan dan pelestarian
cagar budaya;
3. kegiatan penelitian dan pengembangan sejarah/cagar
budaya;
4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta
bangunan pendukungnya,;
5. penyediaan RTH; dan
6. kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar

budaya.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

1.

2.
3.
4.

kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau
bangunan cagar budaya,;

wisata budaya;

wisata spiritual; dan

fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata
berbasis alam yang dikembangkan secara terbatas,
tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi
persyaratan teknis serta telah melalui prosedur
pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai
dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan
budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur,
dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan
geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya
pelestarian budaya Masyarakat.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1.

kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau
bangunan cagar budaya wajib memperhatikan prinsip
pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan,
penyajian dan tata letak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pendirian bangunan penunjang kegiatan yang
diperbolehkan wajib memenuhi syarat tidak boleh
mengganggu kegiatan utama Kawasan dan tidak
merusak bangunan cagar budaya;

penyediaan fasilitas parkir khusus pada warisan
budaya atau cagar budaya yang berupa
benda/bangunan fasilitas parkir diarahkan berada di
luar areal utama;



4.

pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya
dan cagar budaya memperhatikan prinsip pemugaran
yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan
tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan;

pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di
Kawasan warisan budaya atau cagar budaya; dan
Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat
Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta
Bhisama Kesucian Pura, meliputi :

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m
(lima ribu meter) untuk Pura Sad Kahyangan,
paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura
Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m
(lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter)
untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling
sedikit 5 m — 50 m (lima meter sampai dengan lima
puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker
pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya;

b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas
fisik yang tegas berupa batas alami atau batas
buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-
hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan
kearifan lokal;

c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnya;

d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali

memanfaatkan potensi level menurun dari lantai
dasar; dan

e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

(12) Ketentuan Khusus pada Kawasan Pertambangan Mineral dan
Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
bertampalan dengan peruntukan kawasan perlindungan
setempat, kawasan perkebunan rakyat, kawasan tanaman
pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan,
kawasan pariwisata, kawasan permukiman perkotaan,
kawasan permukiman perdesaan, meliputi:

a.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi :

1.

2.

3.

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Kawasan Pertambangan,;

kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan
penambangan agar dapat digunakan kembali bagi
kegiatan lain; dan

kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat meliputi :

1.

kegiatan penambangan dengan:



a) teknik penambangan ramah lingkungan (green
mining);

b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi
geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya
tampung lingkungan hidup terkait pelestarian
lingkungan;

c) pengamanan tanah atas wuntuk keperluan
rehabilitasi lahan bekas penambangan;

d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai
dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
dan

e) memiliki izin usaha pertambangan.

2. kegiatan penambangan mineral dengan pola tambang
bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang
berhimpitan dengan kawasan lindung, pertanian
berupa KP2B serta kawasan permukiman dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. kegiatan penambangan mineral berupa batuan di
dalam badan sungai dapat dilakukan pada ruas-ruas
tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak
lingkungan;

4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan
terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang
tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan

5. pembangunan dan pengembangan jaringan
transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan
evakuasi bencana serta sistem drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :

1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan
rawan longsor serta merusak sarana lingkungan
permukiman dan sistem jaringan prasarana yang
telah ada;

2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di
bawahnya terdapat mata air penting;

3. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B,
perkebunan rakyat, kawasan pariwisata, dan kawasan
permukiman; dan

4. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana
dengan tingkat kerentanan tinggi.

(13) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala
1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam
Lampiran XII.A, Lampiran XII.B, Lampiran XII.C, Lampiran
XII.D, Lampiran XILE yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 72

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

b. penilaian perwujudan RTR.

(3)

(4)

(5)

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR
Pasal 73

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 huruf a, untuk memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan Pemerintah Pusat
dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten, yang
dilaksanakan dalam periode:

a. selama pembangunan; dan

c. pasca pembangunan.

Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tekstual
dan spasial.

Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan
KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam
pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan,
maka dilakukan penyesuaian.

Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan
KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan
dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.

Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk
memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap
tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:

a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang
benar, maka KKPR batal demi hukum; dan

b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka
KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian
yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan RTR
Pasal 74

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 huruf b, dilakukan dengan:

a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang;
dan

b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.

Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan
terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan
kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap
rencana Struktur Ruang.

Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan
terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan
kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan
lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha,
dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum
peninjauan kembali RTR.

Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), berupa:

a. muatan terwujud;

b. belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 75

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf c diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan
RTRW Kabupaten;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan
dengan RTRW Kabupaten; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan

dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan
RTRW Kabupaten.



(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.

Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:

a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan
pada zona kendali dan zona yang didorong; atau

b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana
strategis nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan
Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 76

Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang
sejalan dengan RTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif non fiskal.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dapat berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau
penerimaan bukan pajak.

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan,
sewa Ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan KKPR,
penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau
publikasi atau promosi.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah
Daerah lainnya; dan

b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada
Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada
Masyakarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;

c. pemberian kompensasi;

d. imbalan;



(8)

(1)

(2)

(3)

(8)

sewa Ruang;
urun saham;
fasilitasi Persetujuan KKPR;
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penyediaan prasarana dan sarana;

=

penghargaan; dan/atau
j- publikasi atau promosi.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 77

Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau
memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. disinsentif fiskal; dan
b. disinsentif nonfiskal.

Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang
tinggi.

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah
Daerah lainnya; dan

b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada

Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana

dan sarana.

Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada

Masyakarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b

dapat berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan

Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW

Kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak

sesuai dengan RTRW Kabupaten.



(9)

(1)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 78

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf

d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam

pengenaan sanksi administratif kepada:

a. pihak yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah
ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;

b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan
Ruang dalam RTRW Kabupaten; dan

c. pihak yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;

b. hasil pengawasan Penataan Ruang;

c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau

d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan KKPR;

pembatalan KKPR;

pembongkaran bangunan; dan/atau

i. pemulihan fungsi Ruang.

Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

f, dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan

Ruang tidak sesuai dengan KKPR.

Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang

tidak benar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 79

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan
penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada



(3)

(4)

ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

c. menyuruh Dberhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang Dberlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana;

h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

=

BAB X
PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 80

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Masyarakat
berhak:

a.

b.
c.

berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan
Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten;

menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang
sebagai akibat Penataan Ruang;

memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan RTRW Kabupaten;

mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di
Wilayahnya;

mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten
kepada pejabat berwenang;



g.

(1)

(2)

(1)

(2)

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah
dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang
tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
dan

mengawasi pihak-pihak melakukan penyelenggaraan Tata
Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 81

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Masyarakat berkewajiban:

a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan
Ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
izin Pemanfaatan Ruang/KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik
umum.

Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan
aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan
Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan
sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan,
estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang
serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi,
selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 82

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
meliputi:

a. Perencanaan Tata Ruang;

b. Pemanfaatan Ruang; dan

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang
sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;

2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau
Kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah
pembangunan Wilayah atau Kawasan;

4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan



(3)

(4)

()

(6)

(7)

5. penetapan RTRW Kabupaten.

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama
unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama
unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan
kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah
ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan
lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan
keamanan serta memelihara dan meningkatkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya
alam; dan

f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan
Ruang sebagaimana pada ayat (1) huruf ¢ dapat berupa:

a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan
sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan
penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah
ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak
sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat
disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada
Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk
oleh Bupati.

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah
Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses
dengan mudah oleh Masyarakat.

Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB XI
KELEMBAGAAN
Pasal 83

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara
partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang
Kabupaten.

(2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan,
perangkat daerah berVsifat melekat pada jabatannya (ex-
officio), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh
masyarakat.

(4) Forum Penaataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 84

Setiap orang yang dalam Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 yang
mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bidang Penataan
Ruang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 85

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20 (dua puluh) tahun
dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5
(lima) tahunan.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima)
tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan
Undang-Undang;
c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan
Undang-Undang; dan
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi
dengan rencana dan album peta yang bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



(1)

(2)

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perwujudan RTRW Kabupaten ini yang telah ada tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.

izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah
dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah
dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan
dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah
ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi
berdasarkan  ketentuan = peraturan perundang-
undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan
tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian
dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah
ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian
yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut
dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada
angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai
berikut:

a) memperhatikan harga pasaran setempat;
b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan
tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan
bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini,
akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini;

izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti
melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan

pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk
mendapatkan izin yang diperlukan.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Gianyar Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012

Nomor 16, Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Gianyar.

Disahkan di Gianyar
pada tanggal 27 Pebruari 2023

BUPATI GIANYAR,
ttd
I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 27 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR
ttd
I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI :
(2, 8 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
K&LA BAGIAN HUKUM
ARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

\ L Kgtut Sedana, MAP.
N ' Pembida Tk. I (IV/b)
~NIP. 19731117 199311 1 001




L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023-2043

UMUM

1.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di
Wilayah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Secara administrasi
Kabupaten Gianyar, terbagi menjadi 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu
Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar,
Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan
Kecamatan Payangan. Luas wilayah Kabupaten Gianyar adalah kurang
lebih 36.411 (tiga puluh enam ribu empat ratus sebelas) hektar atau
kurang lebih 6,51 % (enam koma lima satu persen) dari luas wilayah
Provinsi Bali 559.472,91 (lima ratus lima puluh sembilan ribu empat
ratus tujuh puluh dua koma sembilan satu) hektar.

Kabupaten Gianyar didominasi oleh persawahan dengan pemandangan
yang indah, menjadi salah satu tujuan wisatawan baik mancanegara
maupun domestik. Kawasan Pariwisata Ubud dan Kawasan Pariwisata
Lebih memberi dampak terhadap Kecamatan lainnya berkembang
didukung oleh daya tarik wisata menjadi pertimbangan wisatawan
berkunjung sehingga memberi dampak dari berbagai aspek kehidupan
yaitu aspek fisik, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Namun
perkembangan pembangunan di Kabupaten Gianyar berkaitan dengan
sektor ekonomi dapat berakibat bagi terjadinya tekanan terhadap
lingkungan fisik, sosial dan budaya sehingga menyebabkan turunnya
kualitas lingkungan dan nilai budaya masyarakat.

Sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan
Perkotaan Sarbagita, memberi dampak dalam perkembangan dan
pertumbuhan wilayah Kabupaten baik perekonomian maupun
pembangunan. Oleh karena itu, struktur ekonomi Kabupaten Gianyar
terbagi menjadi empat sektor unggulan yaitu sektor pertanian, industri
kerajinan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa yang membuka
beragam peluang dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat
Kabupaten Gianyar yang berdampak pada pembangunan wilayah.
Perkembangan wilayah Kabupaten Gianyar tidak terlepas dari kondisi
fisik wilayah yang beragam dari yang datar untuk dibudidayakan hingga
curam yang harus diatur peraturan zonasinya. Dimana wilayah-wilayah
dataran umumnya terdapat aktivitas budi daya baik menyangkut usaha
pertanian, permukiman maupun pengusahaan lainnya yang tersebar di
seluruh kecamatan. Sedangkan wilayah bergelombang dan agak curam
umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Ubud, Kecamatan
Tampaksiring, Kecamatan Tegallalang dan Kecamatan Payangan. Kondisi
ini membuat tumbuhnya investasi dibidang jasa akomodasi maupun jasa
lainnya karena panorama alam yang indah, tenang, nyaman dan



menyejukan bagi wisatawan sehingga menjadi pertimbangan dan pilihan
yang cocok.
Potensi pembangunan Kabupaten Gianyar, telah dituangkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025
yang mengusung visi “Terwujudnya masyarakat Gianyar yang berkualitas
dan berbudaya yang berlandaskan Tri Hita Karana”. Upaya perwujudan
rencana pembangunan tersebut perlu diharmoniskan, diintegrasikan dan
dituangkan dalam matra ruang rencana pembangunan berupa Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar. RTRW Kabupaten diharapkan
mampu mewujudkan satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat
mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang mengarah
kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri
Hita Karana.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah rencana umum tata
ruang yang merupakan hasil dari perencanaan tata ruang. Sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
Kabupaten;
d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
dan
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang memiliki jangka waktu
perencanaan 20 (dua puluh) tahun dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
pada setiap periode 5 (lima) tahunan sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana hal ini dipertegas
kembali dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 bahwa peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu)
kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Lebih lanjut, dalam Pasal 138
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032
disebutkan kembali bahwa jangka waktu RTRW Kabupaten Gianyar
adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.
Keberjalanan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar yang
dikukuhkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar
Tahun 2012-2032 dan ditetapkan tanggal 6 November telah berjalan lebih
dari 5 (lima) tahun. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten telah
melakukan kegiatan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar
Tahun 2012-2032 dengan kesimpulan bahwa perlu dilakukannya revisi
yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1856/E-
18/HK/2018 tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan
Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2012-

2032 dengan berdasarkan kepada:

a. tingkat kualitas yang rendah;

b. tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang
rendah; dan

c. tingkat kesesuaian pelaksanaan ruang yang rendah.

Di samping itu, dalam jangka waktu pelaksanaan sejak ditetapkannya

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 telah

terjadi berbagai dinamika perubahan baik perubahan pembangunan pada

wilayah Kabupaten maupun wilayah daerah yang berbatasan, hingga
perubahan kebijakan secara vertikal (kebijakan nasional dan kebijakan
provinsi) maupun kebijakan secara horizontal.

Penyesuaian dan harmonisasi beberapa pasal diperlukan agar dinamika

pembangunan tetap selaras dengan dinamika perubahan eksternal dan

internal Wilayah dengan tetap memperhatikan konsep-konsep
pemerataan pengembangan Wilayah, pelestarian lingkungan, pelestarian
budaya serta mengakomodasi kearifan lokal.

Mengakomodasi kondisi tersebut, telah dilakukan penyesuaian terhadap

materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar dengan

mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi

dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, dimana

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sekurang-kurangnya harus

memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;

b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang meliputi sistem
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana;

c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi Kawasan
Lindung dan Kawasan Budi Daya;

d. kawasan strategis Kabupaten yang meliputi nilai strategis kawasan,
delineasi kawasan, tujuan pengembangan kawasan dan arah
pengembangan kawasan;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi
ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program
utama jangka menengah S5 (lima) tahunan, dan pelaksanaan
sinkronisasi program pemanfaatan ruang; dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang
meliputi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan
sanksi.

Demikian, perlu mengubah dan mengharmonisasikan ketentuan

penataan ruang untuk menciptakan tata ruang wilayah Gianyar yang

harmonis, seimbang, optimal dan berkelanjutan, maka diperlukan
penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Tri Hita Karana” adalah falsafah hidup
masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun
keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan
Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya
yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi
kehidupan manusia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sad kerthi” adalah enam sumber kesejahteraan
yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin
yang terdiri dari atma kerthi, wana kerthi, danu kerthi, segara kerthi, jana
kerthi dan jagat kerthi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan ruang
dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai
kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Huruf d
Yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan struktur tata ruang dan pola
pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah,
pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar-daerah, serta
antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Huruf e
Yang dimaksud keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin
kelestarian kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan
dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar-generasi.

Huruf f
Yang dimaksud dengan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah
bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang
sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Huruf g
Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam
penyelenggaraan penataan ruang masyarakat memiliki akses yang
seluas-luasnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan
penataan ruang.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat.

Huruf j



Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan
hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa
penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan
masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara
adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan
penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya,
pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.



Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)



Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Jaringan jalur kerata api antarkota Denpasar - Padangbai melalui
Singapadu - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali berfungsi juga sebagai
jaringan jalur kereta api perkotaan.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengembangan pembangkit listrik lainnya pada Wilayah Kabupaten
meliputi PLT Arus Laut, PLT Gelombang dan PLT Pasang Surut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.



Pasal 19

Ayat (1)
Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada wilayah Kabupaten
diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi dan
informatika ke seluruh wilayah menuju Bali Smart Island.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.



Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)



Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Yang dimaksud Kawasan Perlindungan Setempat adalah
a. Kawasan Tempat Suci Pura Erjeruk;
. Kawasan Tempat Suci Pura Gunung Raung Taro;
Kawasan Tempat Suci Pura Mengening;
Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagad; dan
Kawasan Tempat Suci Semuan Tiga.

oo

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.



Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Kipan B Yonif Mekanis 741/Gn di Kecamatan Blahbatu,;
Komondo Militer 1616 Gianyar di Kecamatan Gianyar; dan
Polisi Sektor Gianyar di Kecamatan Gianyar.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.



Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh
Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama
Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara
lengkap dalam kitab suci.
Ayat (11)
Cukup Jelas
Ayat (12)
Cukup Jelas
Ayat (13)
Cukup Jelas
Ayat (14)
Cukup Jelas

Pasal 42
Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) adalah
ketentuan-ketentuan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Gianyar,
sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah
Kabupaten Gianyar, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum
pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya, yang digunakan sebagai alat dalam
melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan
rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Yang dimaksud



dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan
ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus
dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah
izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan adalah
arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai RTRW
Kabupaten melalui penyusunan dan program
pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi
program utama jangka menengah lim atahunan sampai akhir tahun
perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)



Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.



Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.



Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)



Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Ayat (17)
Cukup jelas.
Ayat (18)
Cukup jelas.
Ayat (19)
Cukup jelas.
Ayat (20)
Cukup jelas.
Ayat (21)
Cukup jelas.
Ayat (22)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.



Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Di wilayah Kabupaten terdapat 1 Pura Sad Kahyangan dan Pura — Pura
Dang Kahyangan, beberapa diantaranya berada pada tengah-tengah
Kawasan permukiman dan Kawasan pariwisata. Dengan demikian, maka
ketentuan Bhisama radius Kawasan Tempat Suci di Provinsi Bali termasuk
di Wilayah Kabupaten Gianyar tidak diterapkan dengan tegas, sehingga
dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan stakeholder
terkait. Selanjutnya, kesepakatan radius kesucian pura di tiap-tiap pura
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan
Tiga dan pura lainnya, dengan jarak paling sedikit apenimpug atau
apenyengker dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk
bangunan bertingkat, 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak
bertingkat, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk
tradisional/setempat yang sudah ada.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Di wilayah Kabupaten terdapat 1 Pura Sad Kahyangan dan Pura — Pura
Dang Kahyangan, beberapa diantaranya berada pada tengah-tengah
Kawasan permukiman dan Kawasan pariwisata. Dengan demikian, maka
ketentuan Bhisama radius Kawasan Tempat Suci di Provinsi Bali
termasuk di Wilayah Kabupaten Gianyar tidak diterapkan dengan tegas,
sehingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan
stakeholder terkait. Selanjutnya, kesepakatan radius kesucian pura di
tiap-tiap pura perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan
Tiga dan pura lainnya, dengan jarak paling sedikit apenimpug atau
apenyengker dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk
bangunan bertingkat, 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak
bertingkat, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk
tradisional/setempat yang sudah ada.

Ayat (3)
yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah
Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Di wilayah Kabupaten terdapat 1 Pura Sad Kahyangan dan Pura — Pura
Dang Kahyangan, beberapa diantaranya berada pada tengah-tengah
Kawasan permukiman dan Kawasan pariwisata. Dengan demikian, maka
ketentuan Bhisama radius Kawasan Tempat Suci di Provinsi Bali
termasuk di Wilayah Kabupaten Gianyar tidak diterapkan dengan tegas,
sehingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan
stakeholder terkait. Selanjutnya, kesepakatan radius kesucian pura di
tiap-tiap pura perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan
Tiga dan pura lainnya, dengan jarak paling sedikit apenimpug atau
apenyengker dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk
bangunan bertingkat, 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak
bertingkat, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk
tradisional/setempat yang sudah ada.
Ayat (4)

Di wilayah Kabupaten terdapat 1 Pura Sad Kahyangan dan Pura — Pura
Dang Kahyangan, beberapa diantaranya berada pada tengah-tengah
Kawasan permukiman dan Kawasan pariwisata. Dengan demikian, maka
ketentuan Bhisama radius Kawasan Tempat Suci di Provinsi Bali
termasuk di Wilayah Kabupaten Gianyar tidak diterapkan dengan tegas,
sehingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan
stakeholder terkait. Selanjutnya, kesepakatan radius kesucian pura di
tiap-tiap pura perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan
Tiga dan pura lainnya, dengan jarak paling sedikit apenimpug atau
apenyengker dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk
bangunan bertingkat, 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak
bertingkat, dan S (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk
tradisional /setempat yang sudah ada.

Pasal 68
yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah
Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Di wilayah Kabupaten terdapat 1 Pura Sad Kahyangan dan Pura — Pura
Dang Kahyangan, beberapa diantaranya berada pada tengah-tengah
Kawasan permukiman dan Kawasan pariwisata. Dengan demikian, maka
ketentuan Bhisama radius Kawasan Tempat Suci di Provinsi Bali
termasuk di Wilayah Kabupaten Gianyar tidak diterapkan dengan tegas,
sehingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan
stakeholder terkait. Selanjutnya, kesepakatan radius kesucian pura di
tiap-tiap pura perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan
Tiga dan pura lainnya, dengan jarak paling sedikit apenimpug atau
apenyengker dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk
bangunan bertingkat, 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak
bertingkat, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk
tradisional/setempat yang sudah ada.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah
Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Di wilayah Kabupaten terdapat 1 Pura Sad Kahyangan dan Pura — Pura
Dang Kahyangan, beberapa diantaranya berada pada tengah-tengah
Kawasan permukiman dan Kawasan pariwisata. Dengan demikian, maka
ketentuan Bhisama radius Kawasan Tempat Suci di Provinsi Bali
termasuk di Wilayah Kabupaten Gianyar tidak diterapkan dengan tegas,



sehingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan
stakeholder terkait. Selanjutnya, kesepakatan radius kesucian pura di
tiap-tiap pura perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan
Tiga dan pura lainnya, dengan jarak paling sedikit apenimpug atau
apenyengker dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk
bangunan bertingkat, 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak
bertingkat, dan S (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk
tradisional/setempat yang sudah ada.

Ayat (3)
yang dimaksud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah
Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Di wilayah Kabupaten terdapat 1 Pura Sad Kahyangan dan Pura — Pura
Dang Kahyangan, beberapa diantaranya berada pada tengah-tengah
Kawasan permukiman dan Kawasan pariwisata. Dengan demikian, maka
ketentuan Bhisama radius Kawasan Tempat Suci di Provinsi Bali
termasuk di Wilayah Kabupaten Gianyar tidak diterapkan dengan tegas,
sehingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan
stakeholder terkait. Selanjutnya, kesepakatan radius kesucian pura di
tiap-tiap pura perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan
Tiga dan pura lainnya, dengan jarak paling sedikit apenimpug atau
apenyengker dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk
bangunan bertingkat, 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak
bertingkat, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk
tradisional/setempat yang sudah ada.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang
pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan



kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan
ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum serta daratan sepanjang
tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi
fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke
arah darat. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk
melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian
fungsi pantai.

Ayat (10)
Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai,
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang tujuan
perlindungan adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia
yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik
pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Ayat (11)
Objek kawasan cagar budaya meliputi:
Pura Goa Gajah di Kecamatan Blahbatuh
Pura Kebo Edan di Kecamatan Tampaksiring
Pura Pengukur Ukuran di Kecamatan Tampaksiring

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)



Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling
berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan
penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan,
atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan
preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung
perwujudan rencana tata ruang.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)



Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 2
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NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Eetey

S1escenT

e

Kabupaten .

.

Tabanan <

<
\
b

Kabupaten
Badung

Kota Denpasar.

- 2 + PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
! 3 Y PROVINSI BALI

I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

e gar

G
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

u SKALA: 1:50.000

A 0 05 1 2 3 4 Km
——— e —

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

| Kabupaten
2 Bangli

KETERANGAN
Ibu Kota Pemerintahan  Batas Administrasi  Perairan
e

@ wukor

r Transportas! Darat
[ -

‘3 £ Terminsl Penumpeag Tpe S
£

mirl Fsnunpzag Tpes ¢

T

Jsisn Lekal Primar

Jsian | nghungsa Fmar
Sistem Jaringan Energl
i Listik

Kabupaten s Sl Uddsa Tegar
Klungkung Sistem Jaringan Telskomunikasi
(0] ko

[+ Jeragan Bersersk somler

m— Jaringan I"asi Frimar

b Jatingan g Sekander
v Jeringan Inqas [e73is

<agelolsan A Linbsh Domestk

o Sistom onzsiolas 1 |imbah Ashen Bs-hahsys dar Beracun )

== Jgfingan Urainese lereisr

= e Db

Mengetahui,
BUPATI GIANYAR

SAMUDERA HINDIA
tid

| MADE MAHAYASTRA

aisee=T

f0d1iTs

HILSEG.




LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

GIANYAR TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

Pl
i

aonaes,

£ PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
3 PROVINSI BALI

LAMPIRAN Il
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

U SKALA: 1:50.000

A o 05 1 2 3 4 Km
———

Proyeksi + Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
| Datum Horizontal ~ : Datum WGS 1984
|| Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

Kecamatan
-~ Payangan

KETERANGAN
Ibu Kota Pomorintahan  Batas Administrasi  Poralran

o BassKswpser (00 Radanac

7 IouKous Kecamatan
- = bss Keowmatan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Pormukiman

A Pusal Pelayanan Kawasan

A\ Pusat Pelayanan Lingkungan

oniars
aniars

Gianyar

' Kecamatan ! 4
Blahbatuh . iy 2
7}

175U ;
[l

Mengetahui,
BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

seirirs

>Rtk




LAMPIRAN IV.A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
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LAMPIRAN IV.B :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2043

JALAN KOLEKTOR PRIMER
LOKAL PRIMER KABUPATEN

Jalan Kolektor Primer

Jalan Lokal Primer

WoNoas L=

Abianbase - Tedung

Angkling - Bts. Bangli
Bakbakan - Petak

Bangli - Sribatu

Batubulan - Batuaji
Batubulan - Pagutan
Batubulan - Terminal - Tegehe
Bayad - Tiingpuun
Bayad-Manuaba - Gentong

. Bedahulu - Ubud - Sribatu
. Br. Kalah - Pengosekan

. Belega-Pering - Sema

. Belong - Bts. Bangli

. Belong - Tebuana

. Beng - Bakbakan

. Beng - Samplangan

. Bilukan - Taro

. Bitera - Bakbakan

. Bitera-Batursari - Batursari

Blahbatuh-Saba - Saba

. Bona - Gelgel

. Br. Ambengan - Laplapan

. Br. Kalah - Ubud

. Bukit Jati-Bukit Batu - Bangli
. Dapdapan - Pesalakan

. Glumpang - Pinda

. Gumicik - Menguntur

. Guwang - Batuyang - Tegehe

. Jalan Simpang Sidan - Ida Bagus | 28. Gg. VIII

Mantra

. Jasan - Timbul

. JI. Anom Sandat
. J1. Drona

. J1. Kapten Dipta
. J1. Kutilang

J1. Mahendradata

. JIL. Patih Jelantik

. J1. Raya Bangkiang Sidem

. J1. Raya Bima

. J1. Seputaran Lapangan Astina
. Jl. Teratai

. Kedewetan - Payangan -

Baturanyar

. Keliki-Sebali - Payogan
. Kemenuh - Tegenungan

1.  Asrama Polri I

2.  Asrama Polri II

3. Banda - Bonbiyu

4.  Batanancak - Tengkulak
5. Batuan - Sukawati

6. Batubulan-SMKI - Celuk
7. Belega - Pering

8. Belega-Pasdalem - Keramas
9. Br. Abianseka - Br. Juga
10. Br. Intaran - Br. Puseh
11. Buahan - Susut

12. Buahan-Satung - Susut
13. Bukian - Tagtag

14. Bukit - Sanding

15. Bukit Batu - Sidan

16. Bukit Sari - Blahpane
17. Buruan - Getas

18. Buruan - Margasengkala
19. By Pass - Br. Gelgel

20. By Pass - Cucukan

21. Cagaan - Umadawa

22. Calo - Sebatu

23. Cebaang - Serongga Kelod
24. Dalam Kota Blahbatuh
25. Dalam Kota Payangan
26. Dalam Kota Ubud

27. Dauh Uma-Suwat -

Penyembahan

29. Gumicik - Pantai

30. Guwang - Rangkan

31. Jasan - Jati

32. Jeleka - Puskesmas Sukawati

33. Jeleka - Sakah

34. Jl. A. A. Gede Rai Gg. Pandan
Harum

35. Jl. Abimanyu

36. Jl. Alpukat

37. Jl. Anusapati

38. Jl Arjuna

39. Jl Arjuna Gg. V

40. Jl. Arwana II

41. Jl. Arwana III

42. Jl. Arwana IV

43. Jl. Arwana V




44.
45,
46.
47.
48,
49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.

68.
69.
70.
71.

72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.

81.
82.

83.

84.
85.

86.

Keramas - Pr. Selukat

Keramas - Sema

Kerta - Marga Tengah

Kutuh - Junjungan

Laplapan - Belusung

Madangan Kaja-Bonyuh -
Benawah

Mancawarna - Pesalakan
Manukaya - Calo

Manukaya - Malet
Manukaya-Penempahan - Malet
Mas - Kengetan - Sakah - Teges -
Ubud

Melinggih - Kelusa

Payangan - Bukian

Payangan - Pausan

Pejeng - Kelusu

Pejeng - Laplapan

Penginyahan - Bukian
Pengosekan - Tebongkang

Teges — Ubud (JKP-2)
Petulu-Junjungan - Penusuan
Psr_Blahbatuh_Psr_Yadnya

Jln. Astina Timur (Gianyar) (JKP-
1)

Jln. Astina Utara (Gianyar) (JKP-
1)

Blahbatuh - Bone - Bts. Kota
Gianyar (JKP-2)

Blahbatuh - Semebaung (JKP-1)
Bts. Kota Gianyar - Sidan (JKP-1)
Buruan - Gianyar (JKP-2)

Jln. Ciung Wanara (Gianyar)
(JKP-1)

Kedewatan - Ubud (JKP-3)
Kedewatan — Payangan —
Baturanyar (JKP-3)
Ketewel-Sukawati (JKP-2)
Mambal - Kengetan (JKP-3)

Jln. Ngurah Rai (Gianyar) (JKP-1)
Sakah - Blahbatuh (JKP-1)
Semabaung - Bts. Kota Gianyar
(JKP-1)

Semebaung - Bedahulu (JKP-2)
Sidan - Bts. Kota Klungkung
(JKP-1)

Sp. Tohpati - Sakah (JKP-1)
Tampaksiring - Sp. Penelokan
(JKP-1) (JSN)

Tampaksiring - Tegallalang (JKP-
3)

Tegaltamu - Kedewatan (JKP-3)
Teges - Bedahulu - Tampak
Siring - Istana Presiden (JKP-1)
Sakah — Tegas (JKP-1)

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
ol.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.

Astina Selatan Gg. rukun
Baka Batubulan

Baladewa

Bali Safari Marine Park

Bambu

Banjar Lodtunduh
Banjar Penestanan Kaja
Banjar Penestanan Kaja

Gg. Pancaken

J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
JL.
JL.
J1.

Banjar Siyut
Banteng

Bapak Guru
Barata

Batu Aya

Batu Intan
Batu Intan I
Batu Intan T A
Batu Intan IT A
Batu Intan II B
Batu Intan II D
Batu Intan III
Batu Intan III A
Batu Intan IV
Batu Intan V
Batu Intan VI
Batu Intan VI B

Batu Intan VI B Gg. Batu

Intan Permai

JL.

Batu Intan VI B Gg. Kakak

Tua

J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.

JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JIL.

Batu Intan VII
Batu Kurung II
Batu Layar
Batu Padas
Batu Sepih
Batubulan

Batubulan Gg. Jepun
Batubulan Gg. Kapal IX
Batubulan Gg. Tepak
Liman

Batuyang
Batuyang
Batuyang
Batuyang
Batuyang
Batuyang
Batuyang
Batuyang
Batuyang
Batuyang
Batuyang

. Puyuh

. Puyuh I

. Puyuh I
. Puyuh III
. Puyuh IV
. Puyuh V
. Puyuh VI
. Puyuh VII
. Walet

. Walet I

. Walet II

Batuyang Gg. Bangau
Batuyang Gg. Bangau [
Batuyang Gg. Bangau II
Batuyang Gg. Bangau III
Batuyang Gg. Bangau IV




87.

88.

89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

115.

Ubud - Tegallalang -
Bubungbayung (JKP-2)
Jln. Astina Selatan (Gianyar)
(JKP-2)
Jln. Kesatrian (Gianyar) (JKP-2)
Samplangan - Selat - Bts Bangli
Samu - Buduk
Sema - Tepi Pantai
Semebaung - Bedahulu - Ubud -
Sribatu
Sidan - Bts Kota Klungkung
Sidan — Bts. Kota Bangli (JKP-2)
Singapadu - Celuk
Sp Tohpati - Sakah
Tampaksiring - Selat
Taro - Pakuseba - Bts. Bangli
Tebongkang - Semana - Bts.
Badung
Tebuana - Gelumpang - Pantai
Erje
Tegal Tugu - Kesian
Tegallalang - Kelusa
Tegalpayang - Manukaya
Tegaltamu - Kedewetan
Temesi - TPA
Temesi - Tulikup
Tengkulak - Kemenuh
Tidak Ada
Timbul - Perean - Bts. Bangli
Timbul-Tiingpuun - Calo
Tulikup - Blahpane
Tulikup - Siyut
Ubud - Tegallalang - Bubung
Bayung
Wanayu-Kelusu - Pesalakan

96.
97.
98.
99.

100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.

Cendrawasih

J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1l. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.

I1/11A

J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.
J1. Batuyang Gg.

J1. Bebengan
J1. Beji

J1. Bema

JI. Berata

Bangau V
Bangau VI
Belibis
Betet
Camar

Elang
Elang
Elang
Elang VII
Elang VIII
Elang X
Elang XII
Elang XX
Elang II
Elang IX
Elang XI
Elang XIII
Elang XIV
Elang XIX
Elang XV
Elang XVI
Elang XVII
Elang XVIII
Gagak
Gagak II
Gagak I
Gagak Il
Gelatik
Jalak Putih
Kenari
Kutilang
Mawar
Merpati
Nuri
Pinguin
Pipit

Pipit Permai
Pipit Permai

1\
VI

Pipit V.C
Pipit VI
Pipit X
Pipit XI
Pipit XII
Rajawali
Zebra

J1. Berata Gg Prabunala

J1. Bhayangkara

J1. Bhayangkara I
J1. Bhayangkara II




150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

191.

192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.

Bhayangkara III
Bhayangkara IV
Bima

Bima Gg. I
Bima Gg. II
Bima Niyu

Bird Park
Bisma
Blingbing

Boni

Br. Lodpeken
Br. Palak

Br. Palak Gg. Padma Sari
Bukit Buluh
Bukit Sinunggal
Buntu

Burung Gereja
Buwitan

Catur Muka I
Catur Muka II
Cemp

Cemp.
Cendrawasih
Cerme

Cerme II
Ceroring

Ciung Wenara
Cocoa Il

Cok Gede Rai Gg. Nuri
Dahlia

Dalem Ketewel
Dalem Rai
Danau Batur
Danau Beratan
Danau Toba
Darma Wangsa
Darmawangsa
Dasa Rata
Delima

Delod Puri
Dewi Candra Gg. Dewi

Uma

J1.

Dewi Saraswati Gg.

Triwangsa

JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JIL.

Dewi Sri

Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.
Dewi Sri Gg.

Anggur

Anggur I
Anggur II

Anggur III
Anggur IV

I

I

11

Manggis
Nusa Indah
Salak




204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

230.

231.

232.

233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.

240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
JL.
JL.

Dewi Sri Gg. Salak I

Dewi Sri Gg. Salak I A
Dewi Sri Gg. Salak I.B
Dewi Sri Gg. Salak [.D
Dewi Sri Gg. Salak I.LE
Dewi Sri Gg. Salak II
Dewi Sri Gg. V

Dewi Sri Gg. VII

Drupadi

Drupadi Gg. III

Durian

Duryadana

Duryadana Gg. Seruni 16
Duryadana Gg. Seruni 17
Dwarawati

Erlangga

G. Agung

Gadung

Gaga Gg. Cendana
Garuda

Gatot Kaca

Gelatik

Gelatik I

Gerokgak

Giri Sari Gg. Gunung Kawi
Giri Sari Gg. Gunung

Kerinci

J1.

Giri Sari Gg. Gunung

Merapi

JL.

Giri Sari Gg. Gunung

Rinjani

J1.

Giri Sari Gg. Gunung

Semeru

JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.

Gn. Sari

Goutama Sel.

Gunung

Gunung Abang

Gunung Agung

Gunung Agung Gg. Kresna
Gunung Agung Gg.

Nagasari

J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JIL.

Gunung Agung Gg. Rama
Gunung Andakasa
Gunung Batukaru
Gunung Batur
Gunung Cemara
Gunung Gg. |
Gunung Gg. 11
Gunung Gg. Il
Gunung Gg. IV
Gunung Gg. VI
Gunung Karakatau
Gunung Kawi
Gunung Lempuyang
Gunung Mangu
Gunung Merapi




255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

308.

JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.

Gunung Merbabu
Gunung Raung
Gunung Rinjani
Gunung Salak
Gunung Sari
Gunung Sari Gg. |
Gunung Sari Gg. 11
Gunung Sari Gg. III
Gunung Sari Gg. IV
Gunung Semeru
Guwang Gg Mawar 2
Guwang Gg Mawar 4

Guwang Gg.
Guwang Gg.
Guwang Gg.
Guwang Gg.
Guwang Gg.
Guwang Gg.
Guwang Gg.

Dahliya 1
Dahliya 2
Dahliya 3
Sandat 34
Seruni 10
Seruni 8
Seruni 9

J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.

Hasanudin

Hayam Wuruk

Ir. Sutami Gg. Dahlia
Ir. Sutami Gg. Gakudara
Ir. Sutami Gg. Griya II
Ir. Sutami Gg. Mawar
Ir. Sutami Gg. Pelana
Jaga Raga Gg. IV
Jalak

Jata

Jata |

Jatayu

Jempiring

Jero Gadung

Jineng

Kajeng

Kalah Raya

Kalangan Kb.
Kalantaka

Kaliasem

Kamboja

Kampung Baru
Kapten Japa Gg. III
Kapten Japa Gg. V
Kapten Sujana
Karang Kasep
Karang Sab

Karma

Karna

Kaswari

Kawera Brata

Kebo Iwa

J1. Kebo Iwa Gg. Anggrek
J1. Kebo Iwa Gg. Patih
Jelantik

J1. Kedondong




309.

310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.

329.

330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

350.

351.

352.

353.

354.
355.

J1. Kelabang Moding Gg.
Mangening

J1. Keliki Kawan

J1. Keloncing

J1. Kemuning

J1. Kemuning 4

J1. Kemuning 5

J1. Ken Arok

J1. Ken Dedes

J1. Kenarok

J1. Kenarok Gg. X

J1. Kendedes

J1. Kengiri

J1l. Keramas

J1. Kerta Jaya

J1. Kertanegara

J1. Kesatrian Gg. Anta Boga
J1. Kesatrian Gg. B. Biasa
J1. Kopral Wayan Limbak
J1. Kopral Wayan Limbuk
J1. Kopral Wayan Limbuk Gg.
Crucuk

J1. Kopral Wayan Limbuk Gg.
Sandat

J1. Kresna

J1. Kresna Gg. Krisna I

J1. Kresna Gg. Krisna II

J1. Kresna Gg. Pendawa

J1. Kunti

J1. Kunti Gg. Sandat 27

J1. Kurusetra Gg. Rajawali I
J1. Kutilang

J1. Laksamana

J1. Lanyahan

J1. Lap. Astina Jaya
Blahbatuh

J1. LC Selat I

J1. LC Selat II

J1. LC Selat VI

J1. LC Selat VII

J1. LC Selat XI

J1. LC Selat XIII

J1. Leci

J1. Lettu Nengah Duaji

J1. Lettu Nengah Duaji Gg.
Dara

J1. Lettu Nengah Duaji Gg.
Murai

J1. Lettu Nengah Duaji Gg.
Nuri

J1. Lettu Wayan Sutha II Gg.
Melati

J1. Lettu Wayan Sutha II Gg.
Sentul

J1. Lod Tunduh

J1. Lod Tunduh I




356. Jl. Mahendradata Gg. Berlian

357. Jl. Majapahit

358. Jl. Mangga

359. Jl. Mangga Besar

360. Jl. Mangga Raya

361. Jl. Manggis

362. Jl. Manggis Gg. Gelap

363. Jl. Manggis I

364. Jl. Manggis II

365. Jl. Mangku Giweng

366. Jl. Mangku Giweng Gg. Nusa
Indah

367. Jl. Manik

368. Jl. Margapati

369. Jl. Maruti

370. Jl. Maruti Gg. Menuh

371. Jl. Maruti Gg. Sandat 24

372. Jl. Maruti Gg. Sandat 25

373. Jl. Mawar

374. Jl. Mawar Gg. |

375. Jl. Mawar Gg. III

376. Jl. Mawar Gg. IV

377. Jl. Mawar Gg. Sakura

378. Jl. Mawar Gg. V

379. Jl. Melati

380. Jl. Melon

381. Jl. Merpati

382. Jl. Mitir

383. Jl. Mpu Beradah

384. Jl. Mpu Tantular

385. Jl. Mulawarman

386. JL. Mulawarman Gg. 5

387. Jl. Mulawarman Gg. Juwet

388. Jl. Mulawarman Gg. Melati

389. Jl. Mulawarman Gg. VIII

390. JI. N Sinta

391. Jl. Nagasari

392. Jl. Nakula

393. Jl. Nakula Gg. Flawa

394. Jl. Nakula Gg. Melati

395. Jl. Nanas

396. Jl. Nanas Gg. Jeruk

397. Jl. Nangka

398. Jl. Nengah Duaji Gg. Merpati

399. Jl. Nengah Duaji I Gg.
Andman

400. Jl. Nengah Duaji I Gg.
Anggada

401. Jl. Nengah Duaji I Gg. Anita

402. Jl. Nengah Duaji I Gg. Arjuna

403. Jl. Nengah Duaji I Gg.
Baladewa

404. Jl. Nengah Duaji I Gg. Bima

405. Jl. Nengah Duaji I Gg. Karna

406. JI. Nengah Duaji I Gg. Kresna




407.

408.

409.

410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.

434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444,
445.
446.
447.
448.
449.

450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.

JL.

Nengah Duaji I Gg.

Sahadewa

J1.

Nengah Duaji I Gg.

Yudhistira

JL.

Nengah Duaji II Gg.

Aswatama

J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.

Ngukuhin

Ngurah Rai

Ngurah Rai Gg. 11
Ngurah Rai Gg. III
Nuri

Nusa Dua

Nusa Indah Gg. Nusantara
Nusa Indah Mas
Nyoh Bojog

Nyuh Bojog

Nyuh Bulan

Nyuh Bulan Gg. Nyuh

Gadang

J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.

Nyuh Gading

Padma

Padma Gg. Kamboja
Palaguna Gg. IV
Palak

Pancoran naga Kunci
Pandawa

Pandu

Pandu Gg. Sandat 4
Pantai Lebih

Pantai Lebih Gg. Bandeng
Pantai Lebih Gg. Blue

Marlin

JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.

Pantai Saba

Pantai Saba Gg. Arjuna
Pantai Saba Selatan
Pasung Gerigis III
Pasung Grigis

Pasung Grigis Gg. Angsa
Pasung Grigis IV

Paus

Pekerisan

Pekerisan Gg. Gelap
Penangsaran
Penestanan

Penyu

Pepaya

Perum Bumi Sasih Asri
Perum Bumi Sasih Asri

Gg. Mawar

J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JIL.

Perum Chandra Asri
Perum Gebaang Asri
Pesekan Gg. Batu Akik
Pesekan Gg. Batu Manik
Pesekan Gg. Batu Mutiara
Pesekan Gg. Es

Piling




457.
458.

459.

460.

461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.
472.

473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.

J1. Prada Made Rambug

J1. Pratu Made Rambug Gg.
Aggrek

Jl. Pratu Made Rambug Gg.
Bija

J1. Pratu Made Rambug Gg.
Cemp.

J1. Pratu Made Rambug Gg.
Kamboja

J1. Pratu Made Rambug Gg.
Lumbungsari

J1. Pratu Made Rambug Gg.
Medori

J1. Pratu Made Rambug Gg.
Mertasari

Jl. Pratu Made Rambug Gg.
Padi

Jl. Pratu Made Rambug Gg.
Taman Beji

Jl. Pratu Made Rambug Gg.
Taman Beji I

Jl. Pratu Made Rambug Gg.
Taman Beji 11

J1. Pratu Made Rambug Gg.
Tamansari

J1. Pratu Made Rambung Gg.
Mekar Sari

J1. Pratu Wayan Sadri

J1. Prof. Dr.Ida Bagus Mantra

Gg. Legombang Indah
J1. Pudak

J1l. Pudak Gg. Pudak Sari
J1. Pulau Bali Gg. IV

J1. Pulau Bali Gg. VI

J1. Pulau Bali Gg. XII

J1. Pulau Bali Gg. XIV
J1. Pulau Bali Gg. XVI
J1. Pulau Jawa

J1. Pulau Madura

J1. Pulau Madura Gg. IV
J1. Pulau Madura Gg. V
J1. Pulau Madura Gg. VI
J1. Pulau Madura Gg. VII
J1. Pulau Menjangah

J1. Pura Dalem

J1. Pura Dalem Banjar Belong

J1. Pura Dalem Tegal Tamu
J1. Pura Gn. Sari

J1. Puseh Natih

J1. RA. Kartini

J1. RA. Kartini II

J1l. Raden Wijaya

Jl. Raden Wijaya Gg. Pratama

J1. Rajawali
J1. Rambutan
J1. Rambutan Gg. 1A




499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
5009.
510.
511.
512.
513.
514.

515.

516.

517.

518.
5109.
520.
521.
522.
523.
524.

525.

526.

527.

528.
529.
530.
531.
532.

533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.

543.
544.

J1. Ratna

J1. Ratna Gg. Mawar

Jl. ratna [

J1. Ratna II

J1. Ratna III

J1. Ratna IV

J1. Ratna IV Gg. Lely

J1. Ratna IX

J1l. Ratna IX Gg. Merak

Jl. Ratna V

J1. Ratna VI

J1. Ratna VII

J1. Ratna VIII

J1. Raturvtu

J1. Raya Batuan Gg. Kabetan
J1. Raya Batubulan Gg.
Beringin

J1. Raya Batubulan Gg.
Panda

J1l. Raya Bedulu Gg. Putra
Sentana

J1. Raya Belega Gg. Tukad
Galuh

J1l. Raya Bima

J1. Raya Blangsinga

J1. Raya Bona Gg. Flamboyan
J1l. Raya Bona Gg. melati
J1. Raya Bonjaka

J1. Raya Br. Tunon

J1. Raya Br. Tunon Gg.
Arjuna

J1l. Raya Br. Tunon Gg.
Nakula

J1. Raya Br. Tunon Gg.
Yudistira

J1. Raya Celuk Gg.
Cendrawasih

J1. Raya Celuk Gg. Gaduh
J1l. Raya Desa Sentanu

J1. Raya Karang Daun

J1. Raya Kendran

J1l. Raya Ketewel Gg. Bukit
Jungu Sari

J1. Raya Ketewel Gg. Joged
J1. Raya Ketewel Gg. Kwanji
J1. Raya Mas Gg. Tumung
J1. Raya Panestanan Kelod
J1. Raya Pantai Pabean

J1. Raya Pejeng Kangin

J1. Raya Petemon

J1. Raya Pondokan Kelod
J1. Raya Ps. Griya

J1. Raya Rangkan Gg. Nusa
Indah

J1. Raya Sakah

J1. Raya Sakah Gg. Baung




545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.

553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
5T71.
572.
573.
574.

575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.

588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.

J1.
JIL.
JIL.
J1.
J1.
JIL.
JI.
J1.
Buntu
JI.
J1.
J1.
JIL.
JI.
J1.
JIL.
JI.
J1.
J1.
JIL.
JIL.
JI.
J1.
JI.
J1.
J1.
JIL.
JI.
J1.
J1.

J1

Raya Sakah Gg. Bunut

Raya Salak

Raya Sayan Gg. Damai

Raya Sayan Gg. Padma
Raya Semaon

Raya Siangan Gg. Dolly
Raya Siangan Gg. Pistol
Raya Singapadu Gg.

Raya Ubud

Raya Uma

Raya Uma Gg. I
Raya Uma Gg. II
Raya Uma Gg. III
Raya Wisnu Murti
Sadewa
Sahadewa

Sakura Gg. Cendrawasih
Sakura I

Salak

Salya

Samba

Sandat

Sandat Gg. I
Sandat Gg. Soka
Sapu Jagat
Sasibrata

Sbk Belaki

Sedap Malam
Segara Madu
Segara Wilis Gg. Nusa

Indah
J1.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.

III

J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JIL.

Segening

Sekar Cemp.
Sekar Jepun
Sekar Menuh
Selat

Sema Darya

Sema Darya Gg. IV
Semangka

Semeta

Seputaran GOR
Serongga

Sersan Pugig
Sersan Wayan Lanus Gg.

Seruni
Setiaki
Setra

Setra Durga
Setra Gg. |
Setra Gg. I
Setra Gg. III
Setra Gg. IV
Setra Gg. IX
Setra Gg. V




598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
6009.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.

JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.

Setra Gg. VI
Setra Gg. VII
Setra Gg. VIII
Setra Pasedaba
Siulan

Slomdin
Subadra

Subak Mungkul
Subak Sok Wayah
Subak Telaga
Subak Uma Petulu Lebah
Subali

Suda Mala
Sukaluwih

Suli
Sumandang
Sumandang 1A
Sumandang 1B
Sumandang II
Sumandang III
Sumandang IIIA
Sumandang IIIC
Sumandang IIID
Sumandang IIIE
Sumandang IV
Sumandang V
Sumandang VI
Sumandang VII
Sumur Batu
Surya Brata
Taman Sari
Tegal Harum
Tegal Sari

JL. Tegal Sari I

J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JIL.

Tegal Utu

Teratai

Teratai Gg. Roti
Tibakauh

Toh Jaya

Toh Jaya Il

Tukad Balian

Tukad Bunut

Tukad Cangkir
Tukad Gurgul

Tukad Pakerisan
Tukad Tibu

Tukad Unda

Tukad Wos

Tukad Wos Gg. Wos 1
Tukad Wos Gg. Wos 2
Tukad Wos Gg. Wos 3
Tukad Yeh Agung
Tukad Yeh Embang
Tukad Yeh Jinah
Tulikup Gg. Sahadewa
Tunggul Ametung




654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
0664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.

679.
680.
681.
682.
683.
684.

685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.

696.
697.

698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.

JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
JL.

Ubud Main Road

Udayana

Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.

Malam

J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.

JL.
J1.
J1.
JL.
JL.
J1.
J1.
JL.
J1.
J1.

Udayana Gg.
Udayana Gg.
Udayana Gg.

Udayana II
Ulun Carik

Apel
Arjuna
BE

Bima
Drona
Gumitir
Jambu
Jempiring
Kamboja
Kenyeri
Kresna
Lotus
Mangga
Manggis
Melati
Nakula
Nangka
Rama
Ratna
Rijasa
Sahadewa
Salak
Sedap

Srikandi
Tunjung
Yudistira

Ulun Carik Gg. Sawah
Indah

Ulun Desa

Ulun Desa Gg. Palak Lagi

Ulun Sui 2
Ulun Suwi
Uma Aya

Untung Surapati
Untung Surapati II

Warmadewa
Werkudara
Wibisana

J1. Widura - Sanding -
Padang Sigi - Tampaksiring
J1. Wisnu Murti 1

J1. Wisnu Murti 1 Gg.
Duyung 7

J1. Yama Brata

J1. Yayasan Bumi Sehat

J1. Yudhistira

J1. Yudistira

Kedisan - Bayad
Kedisan-Cebok - Tegallalang
Kedisan-Pakudui -
Tegallalang




705.

706.
707.
708.
7009.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.

727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.

738.
7309.
740.
741.

742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.

749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.

Kedisan-Tangkup -
Tegallalang

Kelusa - Keliki-Kawan
Kelusa - Taro

Kengetan - Dangin - Labak
Kerta - Buhu - Puakan
Ketewel - Pabean

LC. Buruan - Bitera
Lebah - Kebek

Lebih - Pura Lembeng

Let - Patas

Malet - Penempahan
Mancawarna - Kulub
Maniktawang - Basangambu
Manuaba - Dukuh

Marga Bingung - Br Gua
Mas - Abianseka

Mas - Abianseka - Silungan
Medahan - Bypass
Melinggih - Semebekung
Mulung-Sumita - Padpadan
Mumbi - Perean
Padangtegal -
Lapangan_Ubud
Padangtegal - Tebesaya
Peliatan - Dalem_Puri
Penestanan - Dauh Labak
Penyabangan - Bunteh
Pering - Patolan

Pertigaan Bangli - Temesi
Psr_Blahbatuh_Psr_Yadnya
Puaya - Lantang Hidung
Puhu - Selasih

Saba - Tepi Pantai
Sambahan - Kelabang -
Moding

Samplangan - Bukit Jati
Samu - Belang

Samuan Tiga - Bedulu
Sanding - Padang Sigi -
Tampaksiring

Sasih - Candra Asri
Sebatu - Bayad

Seming - Pilan

Siangan - Bandung

Sidan - Pegesangan
Silungan - Alas Arum
Tanah Lapang - Br. Pande
Blahbatuh

Tangkup - Bukian

Taro - Ked
Telepud-Sebatu - Bilukan
Tidak Ada

Tiingipis - Gambih
Timbul - Calo
Tojan-Prangsada - Saba




756.
757.
758.
759.
760.

Ubud - Sayan

Ubud - Wenarawana
Ubud-Sambahan - Junjungan
Ubud-Taman - Junjungan
Yeh Pulu - Bedulu

BUPATI GIANYAR,
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

GIANYAR TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI
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LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

aonies HhEnT
i

i) ety y

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI

scorarsr

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023 - 2043

| PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U SKALA: 1:50.000

0 a5 1 2 3 4Km
Proyeksi < Universal Transverse hMercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
| Datum Horizontal : Datum WGS 1984
' | Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN
Ibu Kota Pomerintahan  Batas Administrasi  Perairan
®

o BssaKsupser [ Radmte

 tourara Kecsmatan
= s Kesamaan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistom Jaringan Telekomunikasi
[ infrastrutar Jaringan Teiap

& Jaringan Bergerak Seluler
— i~ Jatingan Tetap

atiars
aiars

s
14T

Mengetahui,
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LAMPIRAN VII.A: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2043

aonaes, Pl
i) ety iz

A} PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
3 PROVINSI BALI

LAMPIRAN VILA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U SKALA: 1:50.000
0 05 1 2 3 4Km
e

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 §
| Datum Horizontal : Datum WGS 1984
||| Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

e

KETERANGAN
Ibu Kota Pemerintahan  Batas Administrasi  Peralran

@ ks Koupentcols = DsP  — GarsPans
+7 Touke.s Kecsmatan == Baisa Ksoupsie1 T Rardan A

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
B Bargunan Pengendalian Banji
= @  Bangunan Sumber Daya Air
rervtr Jaringan lrigasi Primer
reebety Jaringan lfigasi Sekuncer
ity Jaringan lrigasi Tersier
—— Jaringan Pangandalian Banjir

aiars

T

T

~ Kecamatan
Blahbatuh

o147
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LAMPIRAN VII.B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2043

DAERAH IRIGASI (DI) DI WILAYAH KABUPATEN

D.I. Amo
D.I. Babakan
D.I. Babakan Bada
D.I. Bada
D.I. Bakbakan Tulikup
D.I. Batan Buah
D.I. Belahpane
D.I. Buahan
D.I. Bukian
D.I. Bunteh Sengkulung
D.I. Bona
D.I. Bedulu
D.I. Cebok
D.I. Celangu
D.I. Cengcengan
D.I. Dajan Angkling
D.I. Dlod Blumbang
D.I. Dlod Kepuh
D.I. Gandalangu
D.I. Gata
D.I. Gelulung
D.I. Gianyar
D.I. Jelaung
D.I. Kembengan
D.I. Kupejelih
D.I. Kutuh
D.I. Kaulu
D.I. Kedewatan
D.I. Labak
D.I. Langkih
D.I. Majangan
D.I. Malung
D.I. Manukaya
D.I. Modahan
D.I. Mas
D.I. Pacung
D.I. Pakel
D.I. Payal
D.I. Penempahan (Gianyar)
D.I. Penempahan (Tampaksiring)
D.I. Pengalu
D.I. Penginyahan
D.I. Pengliklikan
D.I. Penyabangan



45.
46.
47.
48.
49.
50.
S1.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L
D.L

Penyembulan
Petulu Gunung
Ponggang

Puakan Pakuseba
Pupuan

Pejeng

Puseh

Samplangan
Saraseda

Selasih (Payangan)
Selasih (Tampaksiring)
Selat (Gianyar)
Selat (Payangan)
Serongga

Sayan

Singaperang
Tangkup (Tegallalang)
Tangkup Baru
Teba

Tegal

Tegal Suci

Telaga

Temesi

Tengah Padang
Tengkung

Tinjak Kayu

Tirta Petak
Tiyingan
Tengkulak Mawang
Umadesa (Ubud)
Sriteja

Taro Kaja
Bangketan

Kesah

Tangkup (Payangan)
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LAMPIRAN VIII: PERATURAN

GIANYAR

DAERAH KABUPATEN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
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Kota Denpasar
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'+ PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI

LAMPIRAN Vill
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

u SKALA: 1:50.000

A 9 05 1 2 3 4Km
e |

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Daturn Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

aiars

attcem

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan  Batas Administrasi  Perairan

@ burca Kabussentota © = D P i e

7 Ibuketa Kacomatan — BeesKeaupeier Ratan -
- — Bscea Kessmatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistom Jarlngan Prasarana Lalnnya

Bangunan Penangkan Mata Air

Infrastruikur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestk
Sistem Pengeiolaan Limbah Sahan Berbahaya dan Beracun {B3)
Sumur Pompa

Tampat Evakuasi Bencana

Tampat Pemrosesan Akhir {TPA)

Tempat Penamaungan Sementara (TPS}

“Tampat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

s2P-coPpa

Unit Air Baku
|22 unit Produks

— = Jalur Evakuasi Bencana

~ Jaringan Drainase Primer

~---=- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Dranase Tersier
===~ Unit Distribusi

Mengetahui,
BUPATI GIANYAR
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LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2043

s

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

sonzzant a0tz
o1z 1 Ty 15y

1zt

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

AN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

7

U SKALA: 1:50.000

A 0 a5 1 2 3 4Km
=" ———1]

Proyeksi * Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Daturn Vertikal : Geoid EGM 2008

T

DIAGRAM LOKASI

e

| | KETERANGAN

| | tuKotaPemerintahan  Batas Administrasi  Perairan
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LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA

GIANYAR

WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI

NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
I II II1 IV
A | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
1 | SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

1.1 PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK)

a. Penyusunan RDTR
Kecamatan

= Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten Dinas PUPR

= Kecamatan Sukawati Kabupaten,
= Kecamatan Forum Penataan
Blahbatuh Ruang

= Kecamatan Ubud
= Kecamatan

Tampaksiring
= Kecamatan
Tegallalang
= Kecamatan
Payangan
b. Pemantapan dan
pengembangan Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK)
1) Pemantapan dan | Kawasan Perkotaan | APBD Kabupaten PemKab
pengembangan pusat | Gianyar dan Kawasan
pemerintahan Kabupaten | Perkotaan Blahbatuh
2) Pemantapan dan | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
pengembangan Pusat Batubulan Bappeda
Pelayanan Kawasan (PPK) | = Kecamatan Gianyar Kabupaten
= Kecamatan
Payangan

= Kecamatan Sukawati




NO

PROGRAM

LOKASI

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan Ubud

3)

Pemantapan dan
pengembangan prasarana
penunjang pertanian

Kecamatan
Batubulan
Kecamatan Gianyar
Kecamatan
Payangan
Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
Distan
Kabupaten

4)

Pemantapan identitas
Pusat Pelayanan Kawasan
(PPK) sebagai pusat
konservasi budaya

Kecamatan
Batubulan
Kecamatan Gianyar
Kecamatan
Payangan
Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
Disbud
Kabupaten

S)

Pemantapan dan
pengembangan prasarana
sosial ekonomi  skala
kawasan

Kecamatan
Batubulan
Kecamatan Gianyar
Kecamatan
Payangan
Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
Disperindag
Kabupaten




NO

PROGRAM

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan Ubud

6)

Pemantapan dan
pengembangan kegiatan
pariwisata

Kecamatan
Batubulan
Kecamatan Gianyar
Kecamatan
Payangan
Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
Diparda
Kabupaten

Pemantapan dan
pengembangan pusat
perdagangan dan jasa
perktoaan

Kecamatan
Batubulan
Kecamatan Gianyar
Kecamatan
Payangan
Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
Dinas Perindag
Kabupaten

Pemantapan dan
pengembangan kawasan
permukiman

Kecamatan
Batubulan
Kecamatan Gianyar
Kecamatan
Payangan
Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
Dinas Perkimtah
Kabupaten




NO

PROGRAM

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

9) Pemantapan dan
pengembangan prasarana
penunjang sentra industri
kecil dan sentra industri
menengah

Kecamatan
Batubulan
Kecamatan Gianyar
Kecamatan
Payangan
Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR
Kabupaten

10) Pemantapan dan
pengembangan kegiatan
sosial budaya dan
kesenian

Kecamatan
Batubulan
Kecamatan Gianyar
Kecamatan
Payangan
Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
Disbud
Kabupaten

11) Pengembangan kawasan
Lansekap Budaya Subak

Kecamatann Gianyar
Kecamatan Sukawati
Kecamatan Ubud
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
Kecamatan
Payangan

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
Distan, Disbud
Kabupaten,
Subak

12) Pemantapan dan
pengembangan  Wilayah
Pengembangan  Gianyar
Utara

Kawasan Perkotaan
Payangan

Kawasan Perkotaan
Tegallalang

APBD Kabupaten

Dinas PUPR
Kabupaten

II III IV \'



WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV
= Kawasan Perkotaan
Tampaksiring

13) Pengembangan Pura di | Kawasan Perkotaan | APBD Provinsi, Dispuprkim

Daerah Aliran Sungai | Tampaksiring APBD Kabupaten Provinsi, Dinas

(DAS) Pakerisan PUPR Kabupaten,

Disbud
Kabupaten, PHDI

Pemantapan dan
pengembangan fungsi
pelayanan Kawasan
Perkotaan yang

dikembangkan sebagai pusat
kegiatan dari sistem PKN
Kawasan Perkotaan Sarbagita

1) Pemantapan dan | = Kawasan Perkotaan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
pengembangan pusat Gianyar Disperindag
perdagangan dan jasa |* Kawasan Perkotaan Kabupaten
skala wilayah Sukawati

= Kawasan Perkotaan
Blahbatuh

= Kawasan Perkotaan
Ubud

2) Pemantapan dan | = Kawasan Perkotaan APBD Provinsi, Dispuprkim
pengembangan prasarana Gianyar APBD Kabupaten Provinsi, Dinas
penunjang pariwisata = Kawasan Perkotaan PUPR,

Sukawati Disperindag,
» Kawasan Perkotaan Diparda
Blahbatuh Kabupaten

= Kawasan Perkotaan
Ubud

3) Pemantapan dan
pengembangan terminal
penumpang

= Kecamatan Ubud
= Kecamatan Sukawati

APBD Provinsi,
APBD Kabupaten

Dishub Provinsi,
Dinas PUPR,
Dishub
Kabupaten

.




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV
4) Pengembangan kawasan | = Kawasan Perkotaan APBN, APBD KemenPUPR,
yang berorientasi transit Ubud Provinsi, APBD Dispuprkim
atau TOD setelah melalui | = Kawasan Perkotaan Kabupaten Provinsi, Dinas
kajian Sukawati PUPR, Dishub
= Kawasan Perkotaan
Gianyar
5) Pemantapan integrasi | » Kawasan Perkotaan APBN, APBD PemPusat,
pengelolaan terpadu Gianyar Provinsi, APBD PemProv,
Kawasan Perkotaan | * Kawasan Perkotaan Kabupaten PemKab
dengan PKN Kawasan Sukawati
Perkotaan Sarbagita = Kawasan Perkotaan
Blahbatuh
= Kawasan Perkotaan
Ubud
1.2 PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN (PPL)

a. Pemantapan dan | = Kecamatan APBD Dinas PUPR,
pengembangan kegiatan Payangan Kabupaten, Bappeda
pelayanan masyarakat = Kecamatan APBDes Kabupaten, Desa

Tegallalang

b. Pemantapan dan | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
pengembangan kegiatan Payangan Bappeda,
perdagangan dan jasa skala | » Kecamatan Disperindag
desa Tegallalang Kabupaten

c. Pemantapan dan | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
pengembangan pelayanan Payangan Bappeda, Disdik
pendidikan skala desa = Kecamatan Kabupaten

Tegallalang

d. Pemantapan dan | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
pengembangan pelayanan Payangan Bappeda, Diskes
kesehatan skala desa = Kecamatan Kabupaten

Tegallalang

e. Pemantapan dan | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
pembangunan sarana Payangan Bappeda, Disdik
olahraga skala desa = Kecamatan Kabupaten

Tegallalang




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
f. Pemantapan dan pemerataan Kecamatan APBD Dinas PUPR,
aksesibilitas ke seluruh desa Payangan Kabupaten, Dishub, Bappeda,
Kecamatan APBDes DPMD
Tegallalang Kabupaten, Desa
g. Pemantapan dan Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
pengembangan kawasan Payangan Distan,
agropolitan Kecamatan Disperindag
Tegallalang Kabupaten
2 | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA
2.1 PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
a. Perwujudan sistem jaringan
jalan
ruas jalan Bandara APBN KemenPUPR
Ngurah Rai (Benoa) -
Mengwi via
1) Pembebasan lahan dan Slnggpadu;
pembangunan jalan tol: ruas jalan Canggu -
) Mengwi — Singapadu;
dan
ruas jalan Singapadu
— Padangbai
2) Pemeliharaan dan rgas jalan Sp. Pantai APBN KemenPUPR
peningkatan kualitas S1ut—Kusamba
L . ruas jalan Sp.
pelay‘ana‘m jaringan jalan Tohpati-Sp. Pantai
arteri primer atau JAP Siut
3) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBN KemenPUPR
peningkatan kualitas
pelayanan jaringan jalan
kolektor primer dengan
status jalan nasional atau
JKP-1
4) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi Dispuprkim,
peningkatan kualitas Dishub Provinsi

pelayanan jaringan jalan




NO

PROGRAM

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

kolektor primer dengan
status jalan provinsi atau
JKP-2 dan JKP-3

5) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dishub, Dinas
peningkatan kualitas PUPR Kabupaten
pelayanan jaringan jalan
kolektor primer dengan
status jalan kabupaten
atau JKP-4

6) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dishub, Dinas
peningkatan kualitas PUPR Kabupaten
pelayanan jaringan jalan
lokal primer wilayah
Kabupaten

7) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dishub, Dinas
peningkatan kualitas PUPR Kabupaten
pelayanan jaringan jalan
lingkungan wilayah
Kabupaten

8) Pengembangan dan = Kecamatan APBN, APBD KemenPUPR,
peningkatan jalan baru Payangan Kabupaten Dispuprkim,
sesuai kajian = Kecamatan Dishub Provinsi,

Tegallallang Dishub, Dinas
» Kecamatan Ubud PUPR Kabupaten
= Kecamatan

Tampaksiring

9) Pengembangan dan | Kecamatan Sukawati APBD Kabupaten Dishub, Dinas
peningkatan pelayanan PUPR Kabupaten
Terminal Penumpang Tipe
C

10) Pengembangan dan

pemantapan pelayanan
sentral parkir atau simpul
transit:




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV \"
a) Sentral Parkir Ubud Kecamatan Ubud APBN, APBD Kemenpupr,
Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
b) Sentral Parkir Padang Kecamatan Ubud APBN, APBD Kemenpupr,
Tegal Ubud Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
c) Sentra Parkir Kawasan | Kecamatan Ubud APBN, APBD Kemenpupr,
Pariwisata Ubud Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
d) Sentral parkir Gianyar | Kecamatan Gianyar APBN, APBD Kemenpupr,
Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
e) Sentral parkir Kawasan | Kecamatan Gianyar APBN, APBD Kemenpupr,
Pariwisata Lebih Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
f) Sentral parkir Sukawati | Kecamatan Sukawati APBN, APBD Kemenpupr,
Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
g) Sentral parkir Kecamatan Blahbatuh APBN, APBD Kemenpupr,
Blahbatuh Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
h) Sentral parkir Kecamatan APBN, APBD Kemenpupr,
Tampaksiring Tampaksiring Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
i) Sentral parkir Kecamatan Tegallalang APBN, APBD Kemenpupr,
Tegallalang Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
j) Sentral parkir Kecamatan Payangan APBN, APBD Kemenpupr,
Payangan Provinsi, APBD PemProv,
Kabupaten PemKab
11) Pengembangan  Kawasan | Kecamatan Ubud APBN, APBD Kemenpupr,
TOD pada Terminal Provinsi, APBD PemProv,
Penumpang, Stasiun Kereta Kabupaten PemKab

Api dan kawasan potensial
lainnya setelah melalui
kajian




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV
12) Penerapan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas unutk
mengoptimalkan
penggunaan jaringan jalan
dan pergerakan lalu lintas:
a) Penetapan prioritas | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemenpupr,
angkutan massal Provinsi, APBD Kememhub
Kabupaten PemProv,
PemKab
b) Pengembangan titik- | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemenpupr,
titik transit di pusat- Provinsi, APBD Kememhub
pusat pelayanan Kabupaten PemProv,
kawasan perkotaan, PemKab
kawasa pariwisata, dan
pusat pelayanan
ekonomi lainnya
c) Pemberian prioritas | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemenpupr,
keselamatan dan Provinsi, APBD Kememhub
kenyamanan bagi Kabupaten PemProv,
pengguna jalan PemKab
khususnya pejalan kaki
dan pengendara sepeda
d) Pemberian kemudahan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemenpupr,
dan penyediaan jalur Provinsi, APBD Kememhub
lintasan bagi Kabupaten PemProv,
penyandang cacat PemKab
e) Pemisahan atau | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemenpupr,
pemilahan pergerakan Provinsi, APBD Kememhub
arus lalu lintas Kabupaten PemProv,
PemKab
f) Pengendalian lalu lintas | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemenpupr,
pada persimpangan Provinsi, APBD Kememhub
jalan bebas hambatan Kabupaten PemProv,
atau jalan lainnya PemKab




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV
g) Pengendalian lalu lintas | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemenpupr,
pada persimpangan Provinsi, APBD Kememhub
padat lalu lintas dengan Kabupaten PemProv,
pengembangan PemKab
simpang tak sebidang,
subway, underpass,
overpass jalan diatas
perairan atau jembatan
penyeberangan
h) Perlindungan terhadap | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kememhub
lingkungan dari Provinsi, APBD PemProv,
dampak lalu lintas Kabupaten PemKab
i) Pembatasan lalu lintas | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kememhub
yang Provinsi, APBD PemProv,
diimplementasikan  di Kabupaten PemKab
kawasan tertentu
b. Perwujudan Sistem Jaringan
Kereta Api
1) Pengembangan jaringan
jalur kereta api
a) Jaringan jalur kereta | = Rute Sanur - Ubud; APBN, APBD KemenPUPR,
api perkotaan di dalam | = Rute Mengwi - Provinsi, APBD KemenHub,
Kawasan Perkotaan Singapadu - Ubud - Kabupaten, PT. Dishub Provinsi,
Sarbagita terintegrasi Kubutambahan — KAI, Swasta Dishub
dengan simpul Singaraja; dan Kabupaten,
transportasi lainnya | = Rute Denpasar - Swasta
yaitu kereta api Padangbai melalui
antarkota Singapadu -
Kawasan Pusat
Kebudayaan Bali.
b) jaringan jalur kereta api | = Rute Sanur — Ubud,; APBN, APBD KemenPUPR,
antarkota penghubung Provinsi, APBD KemenHub,
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PROGRAM

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

II III IV

Wilayah Bali bagian

* Rute Mengwi -

Kabupaten, PT.

Dishub Provinsi,

utara dengan Wilayah Singapadu - Ubud - KAI, Swasta Dishub
Bali bagian selatan Kubutambahan - Kabupaten,

Singaraja; dan Swasta

= Rute Denpasar -

Padangbai melalui

Singapadu -

Kawasan Pusat

Kebudayaan Bali.

c) jaringan jalur kereta api | = Rute Sanur — Ubud,; APBN, APBD KemenPUPR,
antarkota melingkar | = Rute Mengwi - Provinsi, APBD KemenHub,
mengelilingi Pulau Bali Singapadu - Ubud - Kabupaten, PT. Dishub Provinsi,

Kubutambahan — KAI, Swasta Dishub
Singaraja; dan Kabupaten,
* Rute Denpasar - Swasta
Padangbai melalui
Singapadu -
Kawasan Pusat
Kebudayaan Bali.
Kecamatan Ubud APBN, APBD KemenPUPR,
Provinsi, APBD KemenHub,
2) Pengembangan Stasiun Kabupaten, PT. Dishub Provinsi,
penumpang KAI, Swasta Dishub
Kabupaten,
Swasta
3) Penyusunan kajian | = Kecamatan Ubud APBN, APBD KemenPUPR,
mengenai pembangunan | = Kecamatan Provinsi, APBD KemenHub,
jalur serta stasiun LRT Tegallalang Kabupaten, PT. Dishub Provinsi,
= Kecamatan KAI, Swasta Dishub
Payangan Kabupaten,
Swasta

2.2 PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI

a. Perwujudan
Infrastruktur

Jaringan
Penyaluran




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV

Tenaga Listrik dan Sarana

Pendukung

1) Pengembangan Saluran BUMN, APBN, PT. PLN, Swasta,
Udara Tegangan Tinggi | Seluruh Kecamatan swasta KemESDM
(SUTT)

2) Pengembangan dan | Seluruh Kecamatan BUMN, APBN, PT. PLN, Swasta,
pemantapan pelayanan swasta KemESDM
Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM)

3) Pengembangan dan | Seluruh Kecamatan BUMN, APBN, PT. PLN, Swasta,
pemantapan pelayanan swasta KemESDM
Saluran Udara Tegangan
Rendah (SUTR)

Pengembangan Jaringan

Infrastruktur Penyaluran

Tenaga Listrik dan Sarana

Pendukung

1) Pengembangan Gardu
Listrik berupa Gardu Induk
a) Gardu Induk (GI) yang | = Kecamatan Gianyar APBN KemenESDM,

telah ada = Kecamatan BUMN, PT. PLN
Payangan
b) Pengembangan Gardu | Kecamatan Gianyar APBN KemenESDM,
Induk (GI) 500/ 20 kV BUMN, PT. PLN
c) Pengembangan Gardu | Kecamatan Payangan APBN KemenESDM,
Induk (GI) 150 kV BUMN, PT. PLN
d) Pengembangan jaringan | * Sanur - Gianyar APBN KemenESDM,
SUTT 150 kV = Payangan - Kapal BUMN, PT. PLN
» Gianyar — Amlapura
= Sanur - Gianyar
(Sirkuit 1);
= Baturiti - Payangan
= Payangan — Kapal
e) Pemantapan Travo | Seluruh Kecamatan APBN KemenESDM,

Listrik

BUMN, PT. PLN




WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV

2) Peningkatan dan | Seluruh Kecamatan APBN KemenESDM,
pemerataan akses BUMN, PT. PLN
pelayanan ke seluruh
Wilayah Kabupaten

3) Pemeliharaan Gardu Listrik | = GI Gianyar APBN KemenESDM,
yang telah ada * GI Payangan BUMN, PT. PLN

4) Pengembangan jaringan | Seluruh Kecamatan APBN KemenESDM,
bawah tanah secara BUMN, PT. PLN
terpadu  dengan  sistem
utilitas  lainnya  untuk
meningkatkan kualitas dan
estetika ruang Wilayah
Kabupaten

5) Perlindungan dan | = Kecamatan Gianyar APBN KemenESDM,
pemantauan kegiatan | = Kecamatan Blahbatu BUMN
pemanfaatan riang di
sekitar jaringan pipa/kabel
bawah laut penyaluran
tenaga listrik

2.3 PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
a. Perwujudan Jaringan Tetap

1) Pembangunan jaringan | Seluruh Kecamatan APBN, BUMN, KemenHub, PT.
tetap diarahkan terpadu Swasta Telkom, Swasta
dengan pembangunan
jaringan prasarana lainnya

2) Pengembangan » Kecamatan Gianyar APBN, BUMN, KemenHub, PT.
infrastruktur jaringan tetap | * Kecamatan Sukawati Swasta Telkom, Swasta
berupa sistem jaringan | = Kecamatan
telekomunikasi dilayani Tampaksiring
oleh Sentral Telepon | = Kecamatan Ubud
Otomat (STO)

b. Perwujudan Jaringan Bergerak

1) Penataan lokasi jaringan | Seluruh Kecamatan APBN, BUMN, KemenHub, PT.

bergerak seluler yang Swasta Telkom, Swasta




NO

PROGRAM

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

lokasinya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati

Mengarahkan,
mengembangkan dan
menata sebaran lokasi
jaringan bergerak seluler
untuk pemanfaatan secara
bersama-sama antar
operator

Seluruh Kecamatan

APBN, BUMN,
Swasta

KemenHub, PT.
Telkom, Swasta

Pengembangan cakupan
dan kualitas layanan
melalui pengaturan lokasi
dan ketentuan teknis
layanan jaringan nirkabel

Seluruh Kecamatan

APBN, BUMN,
Swasta

KemenHub, PT.
Telkom, Swasta

Pengembangan jaringan
terestrial sistem nirkabel
sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan

Seluruh Kecamatan

APBN, BUMN,
Swasta

KemenHub, PT.
Telkom, Swasta

Pengembangan
satelit sesuai dengan
ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

jaringan

Seluruh Kecamatan

APBN, BUMN,
Swasta

KemenHub, PT.
Telkom, Swasta

Jaringan informatika
berupa pengembangan
jaringan layanan internet
pada fasilitas umum dan
menjangkau ke seluruh
wilayah

Seluruh Kecamatan

APBN, BUMN,
Swasta

KemenHub, PT.
Telkom, Swasta

2.4 PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

a. Perwujudan Sistem Jaringan
Irigasi

1)

Pemeliharaan dan
pengembangan pelayanan
jaringan irigasi primer

Seluruh Kecamatan

APBN, APBD
Provinsi, APBD
Kabupaten

Kemen PUPR,

Dispuprkim Prov.

Dinas PUPR




WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

SUMBER INSTANSI
No PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA
Kabupaten,
Subak
2) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
pengembangan pelayanan Provinsi, APBD Dinas SDA Prov.
jaringan irigasi sekunder Kabupaten Dinas PUPR
Kabupaten,
Subak
3) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
pengembangan pelayanan Provinsi, APBD | Dispuprkim Prov.
jaringan irigasi tersier Kabupaten Dinas PUPR
Kabupaten,
Subak
4) Perlindungan kawasan | * DAS Tukad Ayung APBN, APBD Dispuprkim
resapan, tangkapan air, dan | = DAS Tukad Provinsi Provinsi, Dinas
alur sungai Pakerisan PUPR Kabupaten,
= DAS Tukad BWS Bali Penida,
Sangsang Subak
= DAS Tukad Oos
= Das Tukad Petanu
5) Pemeliharaan, peningkatan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
pelayanan dan efektivitas Provinsi, APBD Dispuprkim Prov.
pengelolaan air Kabupaten Dinas PUPR
Kabupaten,
Subak
6) Pendayagunaan  jaringan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
irigasi air tanah dan air Provinsi, APBD Dispuprkim Prov.
baku Kabupaten Dinas PUPR
Kabupaten,
Subak
7) Peningkatan koordinasi | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
Daerah Irigasi (DI) Provinsi, APBD Dispuprkim Prov.
kewenangan Nasional dan Kabupaten Dinas PUPR
Provinsi Kabupaten,

Subak




WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

SUMBER INSTANSI
No PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA
8) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
peningkatan  fungsi DI Provinsi, APBD Dispuprkim Prov.
Kabupaten Kabupaten Dinas PUPR
Kabupaten,
Subak
Perwujudan sistem
pengendalian banjir
1) Pemeliharaan dan APBN, APBD Kemen PUPR,
pemantapan jaringan | = Kecamatan Provinsi, APBD Dispuprkim Prov.
pengendalian banjir Blahbatuh Kabupaten Dinas PUPR
= Kecamatan Sukawati Kabupaten,
Subak
2) Pengembangan dan APBN, APBD Kemen PUPR,
pemeliharaan bangunan | = Kecamatan Provinsi, APBD Dispuprkim Prov.
pengendalian banjir Blahbatuh Kabupaten Dinas PUPR
= Kecamatan Sukawati Kabupaten,
Subak
Perwujudan Bangunan
Sumber Daya Air
1) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
pengembangan Bangunan Provinsi, APBD Dispuprkim Prov.
Sumber Daya Air berupa Kabupaten Dinas PUPR
Bendungan Sidan, Kabupaten,
Bendungan Ayung, Subak
Embung Lebih dan Waduk
Ayung
2) Pengembangan dan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
pemerataan pelayanan air Provinsi, APBD Dispuprkim Prov.
baku Kabupaten Dinas PUPR
Kabupaten,
Subak
3) Pemanfaatan dan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
pengolahan air laut, air Provinsi, APBD Dispuprkim Prov.
hujan dan sumber air Kabupaten Dinas PUPR
lainnya untuk air baku Kabupaten,

Subak




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV
2.5 PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
2.5.1 Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
a. Perwujudan Jaringan
Perpipaan
1) Perwujudan unit air baku
Peningkatan dan | = Kecamatan APBD Provinsi, Kemen PUPR,
pemeliharan, Blahbatuh APBD Kabupaten | Dispuprkim Prov.
pengembangan dan | = Kecamatan Gianyar Dinas PUPR
optimalisasi unit air baku » Kecamatan Sukawati Kabupaten,
= Kecamatan PDAM
Tegallalang
= Kecamatan Ubud
2) Perwujudan Unit Produksi
a) Pengembangan dan = [PA Payangan di APBD Provinsi, Kemen PUPR,
pemeliharaan unit Kecamatan APBD Kabupaten | Dispuprkim Prov.
produksi Payangan Dinas PUPR
= IPA Petanu di Kabupaten,
Kecamatan Sukawati PDAM
3) Perwujudan Unit Distribusi
a) Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Kemen PUPR,
peningkaan kapasitas APBD Kabupaten | Dispuprkim Prov.
unit distribusi Dinas PUPR
Kabupaten,
PDAM
b) Peningkatan dan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Kemen PUPR,
pengembangan APBD Kabupaten | Dispuprkim Prov.
pelayanan SPAM Dinas PUPR
perpipaan dan non Kabupaten,
perpipaan diseluruh PDAM
wilayah mencakup
kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan
b. Perwujudan Bukan Jaringan

Perpipaan




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
1) Pemeliharaan dan Kecamatan Gianyar APBD Provinsi, Kemen PUPR,
peningkatan bangunan Kecamatan APBD Kabupaten | Dispuprkim Prov.
penangkap mata air yang Payangan Dinas PUPR
telah ada Kecamatan Sukawati Kabupaten,
Kecamatan PDAM
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
2) Pengendalian Kecamatan APBD Provinsi, Kemen PUPR,
pengembangan sumur Blahbatuh APBD Kabupaten | Dispuprkim Prov.
pompa/sumur bor Kecamatan Gianyar Dinas PUPR
Kecamatan Sukawati Kabupaten,
Kecamatan PDAM
Tampaksiring
Kecamatan Ubud
c. Penyusunan rencana induk | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dinas PUPR
(masterplan) SPAM Kabupaten APBD Kabupaten Kabupaten
2.5.2 PERWUJUDAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (SPAL)
a. Perwujudan infrastruktur
sistem pengelolaan air limbah
domestik
1) Pengembangan Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
infrastruktur sistem Blahbatuh APBD Provinsi, Dinas
pengelolaan air limbah Kecamatan Gianyar Kabupaten, PUPR, DLH
domestik setempat dan Kecamatan Swasta Kabupaten
komunal pada kawasan Payangan
padat permukiman Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan Ubud
2) Pengembangan IPAL di Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
Kawasan Perkotaan Blahbatuh APBD Provinsi, Dinas

Kecamatan Gianyar




WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

SUMBER INSTANSI
No PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA
Kecamatan Kabupaten, PUPR, DLH
Payangan Swasta Kabupaten
Kecamatan Sukawati
Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan Ubud
3) Pengembangan IPAL di Kecamatan Ubud APBD Provinsi, Dispuprkim
Kawasan Efektif Pariwisata Kecamatan APBD Provinsi, Dinas
Blahbatuh Kabupaten, PUPR, DLH
Kecamatan Swasta Kabupaten
Payangan
Kecamatan
Tampaksiring
4) Pengembangan sistem | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
pengelolaan air limbah APBD Provinsi, Dinas
perpipaan di dalam Kabupaten, PUPR, DLH
kawasan perkotaan menuju Swasta Kabupaten
IPAL
5) Pengembangan sistem | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
pengelolaan air limbah APBD Provinsi, Dinas
setempat dilakukan secara Kabupaten, PUPR, DLH
individual Swasta Kabupaten
6) Pengembangan sistem | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
pengelolaan air limbah APBD Provinsi, Dinas
komunal Kabupaten, PUPR, DLH
Swasta Kabupaten,
Masyarakat
b. Pengembangan Jaringan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
Sistem Pengelolaan Air Limbah APBD Provinsi, Dinas
Non Domestik sesuai kajian Kabupaten, PUPR, DLH
Swasta Kabupaten
c. Pengembangan Pengelolaan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
Limbah Bahan Berbahaya dan APBD Provinsi, Dinas
Beracun sesuai kajian Kabupaten, PUPR, DLH
Swasta Kabupaten

2.5.3 PERWUJUDAN SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV \"
a. Pemeliharaan sistem | Kecamatan Gianyar APBD Provinsi, Dispuprkim
pengelolaan limbah  bahan APBD Provinsi, Dinas
berbahaya dan beracun (B3) Kabupaten, PUPR, DLH
Swasta Kabupaten
b. Pemantanpan dan | Seluruh kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
pengembangan sistem APBD Provinsi, Dinas
pengelolaan limbah  bahan Kabupaten, PUPR, DLH
berbahaya dan beracun (B3) Swasta Kabupaten
2.5.4 PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
a. Peningkatan kegiatan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
pengurangan sampah melalui APBD Provinsi, Dinas
pengembangan tempat Kabupaten, PUPR, DLH
Pengelolaan Sampah Reuse, Swasta Kabupaten,
Reduce, Recycle (TPS3R) Masyarakat
b. Pemantapan dan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
pengembangan penyediaan APBD Provinsi, Dinas
prasarana dan utilitas Kabupaten, PUPR, DLH
persampahan Swasta Kabupaten
c. Pembangunan tempat | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dispuprkim
pemprosesan akhir (TPS) di APBD Provinsi, Dinas
seluruh kecamatan yang Kabupaten, PUPR, DLH
memenuhi persyaratan dan Swasta Kabupaten
kriteria teknis lokasi
d. Pengembangan dan | Tempat Pemrosesan | APBD Provinsi, Dispuprkim
pemantapan Tempat | Akhir sampah (TPA) APBD Provinsi, Dinas
Pemrosesan Akhir sampah | Timesi di Kecamatan Kabupaten, PUPR, DLH
(TPA) Gianyar Swasta Kabupaten
e. Penyusunan dokumen rencana | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dinas PUPR, DLH
induk (masterplan) APBD Kabupaten
persampahan kabupaten Kabupaten,
Swasta
2.5.5 PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA
a. Pengembangan dan Seluruh Kecamatan APBD Kab BPBD, Dinas

pemantapan jalur evakuasi
bencana

PUPR Kabupaten




WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

SUMBER INSTANSI
No PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA

b. Pemantauan dan pengendalian | Seluruh Kecamatan APBD Kab BPBD, Dinas
pemanfaatan ruang pada jalur PUPR Kabupaten
evakuasi bencana

c. Pengembangan sistem | Seluruh Kecamatan APBD Kab BPBD, Dinas
peringatan dini kebencanaan PUPR Kabupaten

d. Pengembangan dan | Seluruh Kecamatan APBD Kab BPBD, Dinas
pemantapan tempat evakuasi PUPR Kabupaten
bencana

e. Pemasyarakatan dan | Seluruh Kecamatan APBD Kab BPBD, Dinas
sosialisasi sistem jaringan PUPR Kabupaten
evakuasi bencana

f. Penyusunan rencana aksi | Seluruh Kecamatan APBD Kab BPBD Kabupaten
daerah adaptasi perubahan
iklim

g. Penyusunan rencana induk | Seluruh Kecamatan APBD Kab BPBD Kabupaten

(masterplan) kawasan rawan
bencana Kabupaten

2.5.6 PERWUJUDAN SISTEM DRAINASE

a. Pengembangan dan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dpuprkim, Dinas
pemeliharaan jaringan APBD Kabupaten | PUPR Kabupaten,
drainase primer Masyarakat

b. Pengembangan dan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dpuprkim, Dinas
pemeliharaan jaringan APBD Kabupaten | PUPR Kabupaten,
drainase sekunder Masyarakat

c. Pengembangan dan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dpuprkim, Dinas
pemeliharaan jaringan APBD Kabupaten | PUPR Kabupaten,
drainase tersier Masyarakat

d. Pengembangan sumur resapan | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dpuprkim, Dinas
(biopori) APBD Kabupaten | PUPR Kabupaten,

Masyarakat

e. Pengembangan prasarana | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dpuprkim, Dinas
pengendalian banjir APBD Kabupaten | PUPR Kabupaten

f. Pemeliharaan dan normalisasi | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR

sungai

Kabupaten




WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI
PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
I II III IV \"
g. Penyusunan rencana induk | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR
(masterplan) drainase Kabupaten
Kabupaten

PERWUJUDAN POLA RUANG

PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG

1.1 PERWUJUDAN BADAN AIR

a. Pemeliharaan dan pelestarian | Seluruh Kecamatan APBN, APBD BWS Bali Penida,
badan air Provinsi, APBD DLH, Dinas PUPR
Kabupaten Kabupaten
b. Pengembangan tanggul badan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD BWS Bali Penida,
air Provinsi, APBD DLH, Dinas PUPR
Kabupaten Kabupaten
c. Pengelolaan hidrologi dan Seluruh Kecamatan APBN, APBD BWS Bali Penida,
kualitas air wilayah sungai Provinsi, APBD | DLH, Dinas PUPR
Kabupaten Kabupaten
d. Pemantauan dan pengendalian | Seluruh Kecamatan APBN, APBD BWS Bali Penida,
kegiatan budi daya agar tidak Provinsi, APBD | DLH, Dinas PUPR
menurunkan kualitas/fungsi Kabupaten Kabupaten
badan air

1.2 PERWUJUDAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT

a. Pemantapan fungsi dan | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR
penataan kawasan Blahbatuh; Kabupaten
perlindungan setempat » Kecamatan Gianyar;

= Kecamatan
Sukawati;

= Kecamatan
Tampaksiring; dan
= Kecamatan

Tegallalang
b. Pemetaan kawasan | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR
perlindungan setempat berupa Blahbatuh; Kabupaten

Pura » Kecamatan Gianyar;




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
= Kecamatan
Sukawati;
= Kecamatan
Tampaksiring; dan
= Kecamatan
Tegallalang
c. Pengendalian dan penertiban | * Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR
bangunan permukiman dan Blahbatuh; Kabupaten
bangunan komersial pada |®* Kecamatan Gianyar;
kawasan perlindungan | = Kecamatan
setempat Sukawati;
= Kecamatan
Tampaksiring; dan
= Kecamatan
Tegallalang
2 | PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA
2.1 PERWUJUDAN BADAN JALAN
= Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
a. Perlindungan terhadap badan Blahbatuh APBD Kabupaten Provinsi,
jalan = Kecamatan Gianyar; Pemerintah
= Kecamatan Sukawati. Kabupaten
= Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
b. Pengendalian pemanfaatan Blahbatuh APBD Kabupaten Provinsi,
ruang di sekitar badan jalan = Kecamatan Gianyar; Pemerintah
= Kecamatan Sukawati. Kabupaten
2.2 PERWUJUDAN KAWASAN PERKEBUNAN RAKYAT
a. Pemetaan luas dan kondisi | Kecamatan Payangan APBD Provinsi, Pemerintah
kawasan Perkebunan Rakyat APBD Kabupaten Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
b. Rehabilitasi dan perlindungan | Kecamatan Payangan APBD Provinsi, Pemerintah
Kawasan Perkebunan Rakyat APBD Kabupaten Provinsi,
Pemerintah

Kabupaten




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV \"
c. Pengembangan komoditas | Kecamatan Payangan APBD Provinsi, Pemerintah
kayu dan non kayu penunjang APBD Kabupaten Provinsi,
industri dan UMKM Pemerintah
Kabupaten
d. Pengembangan pengelolaan | Kecamatan Payangan APBD Provinsi, Pemerintah
kawasan berbasis masyarakat APBD Kabupaten Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten,
Masyarakat
2.3 PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN
2.2.1 PERWUJUDAN KAWASAN TANAMAN PANGAN
a. Pemetaan Kawasan tanaman | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Distan
pangan produktif APBD Kabupaten Kabupaten
b. Penetapan Kawasan Pertanian | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
Pangan Berkelanjutan (KP2B) Distan
Kabupaten
c. Penetapan Lahan Pangan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
Pertanian Berkelanjutan Distan
(LP2B) demi ketahanan Kabupaten
pangan
d. Pengendalian alih fungsi | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
Kawasan tanaman pangan Distan
beririgasi Kabupaten
e. Pengembangan demplot | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Distan
pertanian organik tiap desa per Kabupaten
tiap tahun
f. Intensifikasi lahan untuk | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
kawasan tanaman pangan Distan
pertanian Kabupaten,
Masyarakat
g. Pengembangan kawasan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
agribisnis Distan,
Disperindag

Kabupaten




WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

SUMBER INSTANSI
No PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA
h. Pengembangan komoditas | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
yang adaptif terhadap Distan
perubahan iklim Kabupaten,
Subak,
Masyarakat
Pemeliharaan dan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD KemenPUPR,
pengembangan jaringan irigasi Kabupaten Dinas PUPR,
teknis Distan
Kabupaten,
Subak,
Masyarakat
Penguatan kelembagaan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Distan
subak dan kelembagaan petani Kabupaten,
lainnya terkait dengan Subak
pengelolaan sumber daya air
untuk irigasi, pengadaan

sarana produksi, panen, pasca
panen dan pemasaran

Penyusunan produk hukum

Seluruh Kecamatan

APBD Kabupaten

Distan, Forum

daerah tentang pemberian Penataan Ruang
insentif dan disinsentif Kabupaten
Kawasan, Lahan dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sesuai kajian
2.2.2 PERWUJUDAN KAWASAN HORTIKULTURA
Pemetaan lokasi dan luasan | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
Kawasan hortikultura Payangan Distan
= Kecamatan Kabupaten
Tampaksiring
= Kecamatan
Tegallalang
b. Pengembangan komoditas | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
hortikultura produktif dan Payangan Distan
unggulan = Kecamatan Kabupaten,
Tampaksiring Masyarakat




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
= Kecamatan
Tegallalang
c. Intensifikasi lahan untuk |*» Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
Kawasan hortikultura Payangan Distan
= Kecamatan Kabupaten,
Tampaksiring Masyarakat
= Kecamatan
Tegallalang
d. Pengembangan komoditas | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
agroforestri pada Kawasan Payangan Distan
hortikultura yang berpotensi | = Kecamatan Kabupaten,
lindung Tampaksiring Masyarakat
= Kecamatan
Tegallalang
e. Pengembangan potensi | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
kawasan  agropolitan dan Payangan Distan
agribisnis berbasis Kawasan | * Kecamatan Kabupaten,
hortikultura Tampaksiring Masyarakat
= Kecamatan
Tegallalang
f. Penguatan kelembagaan | * Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
subak dan kelembagaan petani Payangan Distan
lainnya terkait dengan | = Kecamatan Kabupaten,
pengelolaan sumber daya air Tampaksiring Masyarakat
untuk  irigasi, pengadaan |* Kecamatan
sarana produksi, panen, pasca Tegallalang
panen dan pemasaran
2.2.3 PERWUJUDAN KAWASAN PERKEBUNAN
a. Pemetaan lokasi dan luasan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
kawasan perkebunan Distan
Kabupaten
b. Pemetaan komoditas | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
perkebunan produktif dan Distan
unggulan Kabupaten,

Masyarakat




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV A"
Intensifikasi lahan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
perkebunan Distan
Kabupaten,
Masyarakat
Pengembangan kemitraan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
dengan kegiatan industri Distan
Kabupaten,
Masyarakat
Pengembangan secara | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
bertahap perkebunan organik Distan
Kabupaten,
Masyarakat
Pengembangan potensi | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
kawasan  agropolitan dan Distan
agribisnis berbasis Kabupaten,
perkebunan Masyarakat
2.4 PERWUJUDAN KAWASAN PARIWISATA
a. Percepatan perwujudan
kawasan pesisir kabupaten
dan Kawasan Ubud dan
sekitarnya
1) Peningkatan aksesibilitas | = Kecamatan Ubud APBD Provinsi, Dpuprkim,
ke Kawasan pesisir | = Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten | Dispar Provinsi,
kabupaten dan Kawasan Dinas PUPR,
Ubud dan sekitarnya Diparda, Dishub
Kabupaten
2) Peningkatan aksesibilitas | Seluruh Kecamatan APBD Provinsi, Dpuprkim,
ke Daya Tarik Wisata APBD Kabupaten | Dispar Provinsi,
(DTW) Dinas PUPR,
Diparda, Dishub
Kabupaten
3) Pembangunan = Kecamatan Ubud APBD Provinsi, Dpuprkim,
infrastruktur  penunjang | = Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten | Dispar Provinsi,
Kawasan pesisir Dinas PUPR,




NO

PROGRAM

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

kabupaten dan Kawasan

Diparda, Dishub

Ubud dan sekitarnya Kabupaten
4) Pengembangan fasilitas Kecamatan Ubud APBD Provinsi, Dpuprkim,
pariwisata Kawasan pesisir Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten | Dispar Provinsi,
kabupaten dan Kawasan Dinas PUPR,
Ubud dan sekitarnya Diparda, Dishub
Kabupaten
5) Pengembangan  kegiatan Kecamatan Ubud APBD Provinsi, Dpuprkim,
industri kecil dan industri Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten | Dispar Provinsi,
menengah di Kawasan Dinas PUPR,
pesisir kabupaten dan Diparda,
sentra industri kecil dan Disperindag
menengah di Kawasan Kabupaten

Ubud dan sekitarnya

6) Pengembangan

Kecamatan Ubud

APBD Provinsi,

Dispar Provinsi,

kelembagaan Kawasan Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten Diparda,
pesisir kabupaten dan Kabupaten,
Kawasan Ubud dan Masyarakat
sekitarnya
7) Pengembangan insentif Kecamatan Ubud APBD Kabupaten Diparda
dan disinsentif Kecamatan Gianyar Kabupaten
Peningkatan kuantitas dan
kualitas DTW (alam, budaya,
buatan)
1) Pemantapan DTW yang Kecamatan APBD Dinas PUPR,
telah ada Blahbatuh; Kabupaten, Diparda
Kecamatan Gianyar; Swasta Kabupaten,
Kecamatan Masyarakat,
Payangan; Swasta
Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan

Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud




WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
2) Pengembangan DTW baru | Seluruh Kecamatan APBD Dinas PUPR,
Kabupaten, Diparda
Swasta Kabupaten,
Masyarakat,
Swasta
3) Pengembangan Desa | Seluruh Kecamatan APBD Dinas PUPR,
Wisata Kabupaten, Diparda
Swasta Kabupaten,
Masyarakat,
Swasta
Pengembangan dan Kecamatan APBD Dinas PUPR,
pemantapan infrastruktur Blahbatuh; Kabupaten, Diparda, Dishub,
penunjang pariwisata Kecamatan Gianyar; Swasta Kabupaten,
Kecamatan Swasta
Payangan;
Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud
Pengembangan dan Kecamatan APBD Dinas PUPR,
pemanfatan fasilitas Blahbatuh; Kabupaten, Diparda,
pariwisata Kecamatan Gianyar; Swasta Kabupaten,
Kecamatan Swasta
Payangan;
Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud
Pengembangan kawasan Kecamatan APBD Diparda
pariwisata berkelanjutan Blahbatuh; Kabupaten, Kabupaten,
berbasis ekowisata Kecamatan Gianyar; Swasta Swasta,
Kecamatan Masyarakat

Payangan;
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Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

f.

Pengembangan dan
pemantapan aksesibilitas dan
jaringan transportasi
penunjang pariwisata

Kecamatan
Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

APBD
Kabupaten,
Swasta

Dinas PUPR,
Diparda, Dishub,
Kabupaten,
Swasta

Pengembangan dan
pemanfatapan desa wisata
berbasis komunitas

Kecamatan
Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Diparda
Kabupaten,
Masyarakat

Integasi
Health,
Environtment
(CHSE)
Pariwisata

sistem Cleanliness,
Safety and

Sustainability
dalam Kawasan

Kecamatan
Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

APBD
Kabupaten,
Swasta

Diparda
Kabupaten,
Swasta,
Masyarakat
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LOKASI
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PENDANAAN
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PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

II III IV

2.5 PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.4.1 PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

a.

Penyediaan sarana dan
prasarana kawasan
permukiman perkotaan sesuai
daya dukung kawasan

Kecamatan
Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
DPKPP
Kabupaten

Pengembangan dan
pemantapan kawasan
permukiman perkotaan
produktif dan berkelanjutan

Kecamatan
Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
DPKPP
Kabupaten

C.

Revitalisasi lingkungan
perumahan kumuh dan tidak
layak huni

Kecamatan
Blahbatuh;
Kecamatan Gianyar;
Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Sukawati;
Kecamatan
Tampaksiring;

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
DPKPP
Kabupaten




WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

SUMBER INSTANSI
No PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA
= Kecamatan
Tegallalang; dan
= Kecamatan Ubud
d. Relokasi kawasan | * Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
permukiman perkotaan yang Blahbatuh; DPKPP
terletak pada kawasan rawan | = Kecamatan Gianyar; Kabupaten
bencana = Kecamatan
Payangan;
= Kecamatan
Sukawati;
= Kecamatan
Tampaksiring;
= Kecamatan
Tegallalang; dan
= Kecamatan Ubud
Konservasi dan perlindungan | = Kecamatan APBN, APBD KemenPUPR,
kawasan permukiman Blahbatuh; Provinsi, APBD Dpuprkim, Dinas
perkotaan sarat nilai | = Kecamatan Gianyar; Kabupaten PUPR, DPKPP
tradisional/etnis /kawasan = Kecamatan Kabupaten
bersejarah Payangan;
= Kecamatan
Sukawati;
= Kecamatan
Tampaksiring;
= Kecamatan
Tegallalang; dan
» Kecamatan Ubud
Pencadangan kawasan | Seluruh Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
permukiman perkotaan baru DPKPP
(kasiba dan lasiba) dengan Kabupaten

rencana pembangunan
prasarana permukiman yang
lebih terarah, efektif, efisien,
produktif, aman dan
berkelanjutan




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV
g. Perwujudan ruang terbuka | Seluruh Kecamatan APBD Dinas PUPR,

non hijau, ruang pejalan kaki, Kabupaten, DPKPP

jalur dan ruang evakuasi Swasta Kabupaten,

bencana Swasta

Perwujudan ruang terbuka

hijau minimal 30% dari

kawasan permukiman

perkotaan meliputi 10% RTH

Privat dan 20% RTH Publik

melalui:

1) Pengembangan RTH Publik Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
Kota di seluruh kawasan Blahbatuh; APBD Provinsi,
perkotaan Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah

Kecamatan Swasta Kabupaten,
Payangan; Swasta,
Kecamatan Masyarakat
Sukawati;

Kecamatan

Tampaksiring;

Kecamatan

Tegallalang; dan

Kecamatan Ubud

2) Mewajibkan  penyediaan Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
taman lingkungan pada Blahbatuh; APBD Provinsi,
pengkaplingan atau Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah
pengembangan Kecamatan Swasta Kabupaten,
perumahan baru Payangan; Swasta,

Kecamatan Masyarakat
Sukawati;

Kecamatan

Tampaksiring;

Kecamatan

Tegallalang; dan

Kecamatan Ubud

3) Mewajibkan Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
pengembangan minimal Blahbatuh; APBD Provinsi,




WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

SUMBER INSTANSI
No PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA
satu banjar satu taman Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah
banjar dan satu desa satu Kecamatan Swasta Kabupaten,
taman desa Payangan; Swasta,
Kecamatan Masyarakat
Sukawati;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud
4) Mewajibkan Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
pengembangan RTH Publik Blahbatuh; APBD Provinsi,
pada lahan-lahan milik Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah
pemerintah Kecamatan Swasta Kabupaten,
Payangan; Swasta,
Kecamatan Masyarakat
Sukawati;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud
5) Mengembangkan Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
kerjasama pinjam pakai Blahbatuh; APBD Provinsi,
untuk RTH Publik pada Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah
lahan kosong milik Kecamatan Swasta Kabupaten,
pemerintah yang ada di Payangan; Swasta,
kawasan permukiman Kecamatan Masyarakat
perkotaan Sukawati;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud
6) Mewajibkan penyertaan Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
pengembangan RTH Publik Blahbatuh; APBD Provinsi,




WAKTU PELAKSANAAN

TAHUN KE-

SUMBER INSTANSI
No PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA
sebagai bagian dari Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah
corporate social Kecamatan Swasta Kabupaten,
responsibility dengan pihak Payangan,; Swasta,
swasta Kecamatan Masyarakat
Sukawati;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud
7) Mengembangkan Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
kerjasama  pemanfaatan Blahbatuh; APBD Provinsi,
lahan milik desa atau milik Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah
desa adat sebagai RTH Kecamatan Swasta Kabupaten,
Publik Payangan; Swasta,
Kecamatan Masyarakat
Sukawati;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud
8) Mengembangkan Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
kerjasama pembelian Blahbatuh; APBD Provinsi,
secara bertahap taman- Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah
taman banjar, atau taman Kecamatan Swasta Kabupaten,
desa oleh desa atau desa Payangan; Swasta,
adat Kecamatan Masyarakat
Sukawati;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud
9) Mengadakan pembelian Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
secara bertahap lahan Blahbatuh; APBD Provinsi,




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV \"
untuk RTH publik oleh | = Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah
pemerintah, baik | = Kecamatan Swasta Kabupaten,
pemerintah provinsi Payangan; Swasta,
maupun pemerintah | = Kecamatan Masyarakat
kabupaten Sukawati;
= Kecamatan
Tampaksiring;
= Kecamatan
Tegallalang; dan
» Kecamatan Ubud
10) Pengaturan RTH Privat | = Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
melalui kegiatan Blahbatuh; APBD Provinsi,
pemanfaatan lahan » Kecamatan Gianyar; Kabupaten, Pemerintah
= Kecamatan Swasta Kabupaten,
Payangan; Swasta,
= Kecamatan Masyarakat
Sukawati;
= Kecamatan
Tampaksiring;
= Kecamatan
Tegallalang; dan
» Kecamatan Ubud
2.4.2 PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN
a. Penyediaan sarana dan | = Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
prasarana kawasan Blahbatuh; DPKPP
permukiman perdesaan sesuai | * Kecamatan Kabupaten
daya dukung kawasan Payangan;
= Kecamatan
Tampaksiring;
= Kecamatan
Tegallalang; dan
» Kecamatan Ubud
b. Revitalisasi lingkungan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
perumahan kumuh dan tidak " Kecamatan DPKPP
. Blahbatuh;
layak huni Kabupaten
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Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

Relokasi kawasan kawasan
permukiman perdesaan yang
terletak pada kawasan rawan
bencana

Kecamatan
Blahbatuh;
Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
DPKPP
Kabupaten

Pemanfaatan lahan
pekarangan pada kawasan
permukiman perdesaan untuk
kegiatan peternakan skala
rumah tangga

Kecamatan
Blahbatuh;
Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
DPKPP
Kabupaten

Revitalisasi Desa Tua yang
memiliki tata ruang desa dan
arsitektur khas

Kecamatan
Blahbatuh;
Kecamatan
Payangan;
Kecamatan
Tampaksiring;
Kecamatan
Tegallalang; dan
Kecamatan Ubud

APBD Kabupaten

Dinas PUPR,
DPKPP
Kabupaten




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV \"
f. Penyediaan perumahan | » Kecamatan APBD Kabupaten Dinas PUPR,
masyarakat perdesaan tetap Blahbatuh; DPKPP
memperhatikan sistem | = Kecamatan Kabupaten
kearifan lokal dan sistem Payangan;
kekerabatan yang berlaku =  Kecamatan
Tampaksiring;
= Kecamatan
Tegallalang; dan
= Kecamatan Ubud
g. Perwujudan ruang terbuka APBD Kabupaten Dinas PUPR,
hijau minimal 30% dari |*» Kecamatan DPKPP
kawasan permukiman Blahbatuh; Kabupaten
perkotaan meliputi 10% RTH | = Kecamatan
Privat dan 20% RTH Publik Payangan;
melalui penyediaan taman |=* Kecamatan
lingkungan dan Tampaksiring;
pengembangan intensitas | = Kecamatan
pemanfaatan ruang pada Tegallalang; dan
kawasan permukiman | = Kecamatan Ubud
perdesaan
2.6 PERWUJUDAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
a. Penataan kawasan pertahanan | * Kecamatan Gianyar APBN Kemenhan, TNI,
dan keamanan = Kecamatan Polri
Blahbatuh
b. Pengendalian kegiatan . APBN Kemenhan, TNI,
. . * Kecamatan Gianyar .
pemanfaatan ruang di sekitar Polri
Kawasan Pertahanan dan | Kecamatan
Blahbatuh
Keamanan
c. Pengembangan dan APBN Kemenhan, TNI,
pemantapan instalasi, | = Kecamatan Gianyar Polri
fasilitas, sarana dan prasarana | = Kecamatan
Kawasan Pertahanan dan Blahbatuh
Keamanan
C | PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
1 PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II II1 IV
1.1 PERWUJUDAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN GIANYAR
a. Pemantapan pusat pelayanan | Kecamatan Gianyar APBN, APBD Pemerintah
dan kegiatan pemerintahan Provinsi, APBD Pusat,
skala Kabupaten Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Penataan lingkungan dan | Kecamatan Gianyar APBN, APBD Pemerintah
bangunan kawasan perkotaan Provinsi, APBD Pusat,
Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Pemantapan sarana dan | Kecamatan Gianyar APBN, APBD Pemerintah
prasarana serta utilitas Provinsi, APBD Pusat,
penunjang kawasan Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Pemantapan dan | Kecamatan Gianyar APBN, APBD Pemerintah
pengembangan pelayanan Provinsi, APBD Pusat,
jaringan  transportasi dan Kabupaten Pemerintah
infrastruktur terpadu lintas Provinsi,
kawasan Pemerintah
Kabupaten
1.2 PERWUJUDAN KAWASAN EFEKTIF PARIWISATA LEBIH
a. Pemantapan Kawasan Lebih | ¢ Kecamatan Gianyar APBN, APBD Pemerintah
sebagai kawasan efektif | ¢ Kecamatan Provinsi, APBD Pusat,
pariwisata berstandar Blahbatuh Kabupaten Pemerintah
internasional e Kecamatan Sukawati Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
b. Pengembangan dan | e Kecamatan Gianyar APBN, APBD Pemerintah
pemantapan sarana, prasarana | e« Kecamatan Provinsi, APBD Pusat,
Blahbatuh Kabupaten Pemerintah




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV \"
dan utilitas penunjang | ¢ Kecamatan Sukawati Provinsi,
pariwisata Pemerintah
Kabupaten
Penataan lingkungan dan | e Kecamatan Gianyar APBN, APBD Pemerintah
bangunan e Kecamatan Provinsi, APBD Pusat,
Blahbatuh Kabupaten Pemerintah
¢ Kecamatan Sukawati Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Pengembangan mitigasi dan | e Kecamatan Gianyar APBN, APBD Pemerintah
adaptasi kebencanaan e Kecamatan Provinsi, APBD Pusat,
Blahbatuh Kabupaten Pemerintah
e Kecamatan Sukawati Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Penataan dan pengendalian | e Kecamatan Gianyar APBN, APBD Pemerintah
kawasan di sepanjang koridor | ¢ Kecamatan Provinsi, APBD Pusat,
dan sempadan pantai Blahbatuh Kabupaten Pemerintah
e Kecamatan Sukawati Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
1.3 PERWUJUDAN KAWASAN EFEKTIF PARIWISATA UBUD
a. Pemantapan Kawasan Ubud | Kecamatan Ubud APBN, APBD Pemerintah
sebagai kawasan efektif Provinsi, APBD Pusat,
pariwisata berstandar Kabupaten Pemerintah
internasional Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Pemantapan kualitas sarana, | Kecamatan Ubud APBN, APBD Pemerintah
prasarana dan utilitas Provinsi, APBD Pusat,
penunjang pariwisata untuk Kabupaten Pemerintah
mendukung segmen Provinsi,
wisatawan highend Pemerintah

Kabupaten




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV \"
Penataan lingkungan dan | Kecamatan Ubud APBN, APBD Pemerintah
bangunan Provinsi, APBD Pusat,
Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Pengembangan mitigasi dan | Kecamatan Ubud APBN, APBD Pemerintah
adaptasi kebencanaan Provinsi, APBD Pusat,
Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Penataan dan pengendalian | Kecamatan Ubud APBN, APBD Pemerintah
kawasan di sepanjang koridor Provinsi, APBD Pusat,
Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Pembatasan pengembangan | Kecamatan Ubud APBN, APBD Pemerintah
atraksi baru maupun fasilitas Provinsi, APBD Pusat,
pariwisata baru Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
Peningkatan kualitas produk | Kecamatan Ubud APBN, APBD Pemerintah
wisata berbasis heritage dan Provinsi, APBD Pusat,
spiritual tanpa Kabupaten Pemerintah
menambah/memperbesar Provinsi,
ruang destinasi wisata baru Pemerintah
Kabupaten
Pembatasan akses kendaraan | Kecamatan Ubud APBN, APBD Pemerintah
pengunjung/wisatawan Provinsi, APBD Pusat,
Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah

Kabupaten




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV
1.4 PERWUJUDAN KAWASAN EFEKTIF PARIWISATA PAYANGAN

a. Pemantapan Kawasan | Kecamatan Payangan APBD Kabupaten Pemerintah
Payangan sebagai Lkawasan Kabupaten
efektif pariwisata berstandar
internasional

b. Pemantapan dan integrasi | Kecamatan Payangan APBD Kabupaten Pemerintah
potensi komoditas pertanian Kabupaten
unggulan dengan industri
pariwisata

c. Pengembangan produk | Kecamatan Payangan APBD Kabupaten Pemerintah
pariwisata  berbasis living Kabupaten
culture dan alam (adventure)

d. Pengembangan desa wisata | Kecamatan Payangan APBD Kabupaten Pemerintah
berbasis komunitas Kabupaten
(community based tourism)

e. Peningkatan kualitas | Kecamatan Payangan APBD Kabupaten Pemerintah
pariwisata di desa wisata Kabupaten
diarahkan untuk mendukung
segmen wisatawan lowbudget
dan backpacker

f. Pengembangan dan | Kecamatan Payangan APBD Kabupaten Pemerintah
pemantapan sarana, Kabupaten
prasarana dan utilitas
penunjang pariwisata

g. Penataan lingkungan dan | Kecamatan Payangan APBD Kabupaten Pemerintah
bangunan kawasan Kabupaten

1.5 PERWUJUDAN KAWASAN EFEKTIF PARIWISATA TEGALLALANG

a. Pemantapan Kawasan | Kecamatan Tegallalang APBD Kabupaten Pemerintah
Tegallalang sebagai kawasan Kabupaten
efektif pariwisata berstandar
internasional

b. Pengembangan produk | Kecamatan Tegallalang APBD Kabupaten Pemerintah
pariwisata  berbasis  living Kabupaten

culture dan alam (adventure)




WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
dan budaya (heritage) tanpa
menambah /memperbesar
ruang destinasi wisata baru

c. Pengembangan desa wisata | Kecamatan Tegallalang APBD Kabupaten Pemerintah
berbasis komunitas Kabupaten
(community based tourism)

d. Pengembangan fasilitas | Kecamatan Tegallalang APBD Kabupaten Pemerintah
pariwisata diarahkan untuk Kabupaten
mendukung segmen
wisatawan highend

e. Pengembangan dan | Kecamatan Tegallalang APBD Kabupaten Pemerintah
pemantapan sarana, Kabupaten
prasarana dan utilitas
penunjang pariwisata

f. Penataan lingkungan dan | Kecamatan Tegallalang APBD Kabupaten Pemerintah
bangunan kawasan Kabupaten

1.6 PERWUJUDAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA SUKAWATI

a. Pemantapan Kawasan | Kecamatan Sukawati APBD Kabupaten Pemerintah
Sukawati sebagai kawasan Kabupaten
wisata belanja berstandar
internasional

b. Pengembangan dan | Kecamatan Sukawati APBD Kabupaten Pemerintah
pemantapan sarana, Kabupaten
prasarana dan utilitas
penunjang pariwisata

c. Penataan lingkungan dan | Kecamatan Sukawati APBD Kabupaten Pemerintah
bangunan Kabupaten

d. Pengembangan mitigasi dan | Kecamatan Sukawati APBD Kabupaten Pemerintah
adaptasi kebencanaan Kabupaten

e. Penataan dan pengendalian | Kecamatan Sukawati APBD Kabupaten Pemerintah
kawasan di sepanjang koridor Kabupaten

f. Integrasi potensi UMKM | Kecamatan Sukawati APBD Kabupaten Pemerintah
berbasis masyarakat dalam Kabupaten

industri pariwisata
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SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV
1.7 PERWUJUDAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA REMAJA BUKIT JATI
a. Pemantapan Kawasan Bukit | Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten Pemerintah
Jati sebagai kawasan wisata Kabupaten
remaja berstandar
internasional
b. Pengembangan dan | Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten Pemerintah
pemantapan sarana, Kabupaten
prasarana dan utilitas
penunjang pariwisata
c. Penataan lingkungan dan | Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten Pemerintah
bangunan Kabupaten
d. Pengembangan mitigasi dan | Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten Pemerintah
adaptasi kebencanaan Kabupaten
e. Penataan dan pengendalian | Kecamatan Gianyar APBD Kabupaten Pemerintah
kawasan di sepanjang koridor Kabupaten
1.8 PERWUJUDAN KAWASAN AGROWISATA PAYANGAN
a. Pemantapan potensi | Kecamatan Payangan APBN, APBD Pemerintah
agropolitan, agribisnis Provinsi, APBD Pusat,
kawasan Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
b. Pengembangan potensi | Kecamatan Payangan APBN, APBD Pemerintah
industri kecil menengah Provinsi, APBD Pusat,
agropolitan ramah Kabupaten Pemerintah
lingkungan Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
c. Pemantapan potensi | Kecamatan Payangan APBN, APBD Pemerintah
agrowisata berbasis ekowisata Provinsi, APBD Pusat,
Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah

Kabupaten
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SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
II III IV \"
d. Pengembangan prasarana, | Kecamatan Payangan APBN, APBD Pemerintah
sarana utilitas dan Provinsi, APBD Pusat,
transportasi terpadu Kabupaten Pemerintah
penunjang kawasan Provinsi,
agropolitan Pemerintah
Kabupaten
e. Integrasi pusat-pusat | Kecamatan Payangan APBN, APBD Pemerintah
pelayanan kegiatan Provinsi, APBD Pusat,
agropolitan dengan sistem Kabupaten Pemerintah
perkotaan secara terpadu Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
f.  Konservasi lahan pertanian | Kecamatan Payangan APBN, APBD Pemerintah
produktif dan daerah resapan Provinsi, APBD Pusat,
air Kabupaten Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kabupaten
g. Pemantapan fungsi dan peran | Kecamatan Payangan APBN, APBD Pemerintah
organisasi masyarakat dalam Provinsi, APBD Pusat,
pengelolaan dan Kabupaten Pemerintah
pengembangan kawasan Provinsi,
agropolitan Pemerintah
Kabupaten
2 | PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA
2.1 PERWUJUDAN KAWASAN TEMPAT SUCI PURA PUSERING JAGAT
a. Perlindungan kawasan suci | Kecamatan APBD Kabupaten Pemerintah
dan tempat suci Pura Tampaksiring Kabupaten
b. Pengembangan jaringan | Kecamatan APBD Kabupaten Pemerintah
prasarana transportasi | Tampaksiring Kabupaten
terpadu dan teritegrasi pada
kawasan
c. Pengembangan mitigasi dan | Kecamatan APBD Kabupaten Pemerintah
adaptasi kebencanaan Tampaksiring Kabupaten
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d. Penataan dan pengendalian | Kecamatan APBD Kabupaten Pemerintah
kawasan di sepanjang koridor | Tampaksiring Kabupaten
2.2PERWUJUDAN KAWASAN WARISAN BUDAYA DAS TUKAD PAKERISAN
a. Pemantapan kawasan | = Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
sebagai jatidiri dan identitas Tampaksiring APBD Kabupaten Provinsi,
Kabupaten berwawasan | = Kecamatan Pemerintah
lingkungan dan warisan Blahbatuh Kabupaten
budaya dunia = Kecamatan Gianyar
b. Konservasi, penataan dan | = Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
pengendalian bangunan Tampaksiring APBD Kabupaten Provinsi,
dan lingkungan sepanjang | = Kecamatan Pemerintah
koridor Blahbatuh Kabupaten
= Kecamatan Gianyar
c. Pengembangan jaringan | = Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
prasarana transportasi Tampaksiring APBD Kabupaten Provinsi,
terpadu dan teritegrasi pada | = Kecamatan Pemerintah
kawasan Blahbatuh Kabupaten
= Kecamatan Gianyar
d. Pengembangan mitigasi dan | = Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
adaptasi kebencanaan Tampaksiring APBD Kabupaten Provinsi,
= Kecamatan Pemerintah
Blahbatuh Kabupaten
= Kecamatan Gianyar
e. Perlindungan nilai-nilai | = Kecamatan APBD Provinsi, Pemerintah
kearifan lokal dan warisan Tampaksiring APBD Kabupaten Provinsi,
sejarah pada kawasan = Kecamatan Pemerintah
Blahbatuh Kabupaten
= Kecamatan Gianyar
3 | PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

3.1 PERWUJUDAN WILAYAH PENGEMBANGAN GIANYAR UTARA

a.

Pemulihan dan
penanggulangan
kerusakan lingkungan

hidup kawasan

Kecamatan
Payangan
Kecamatan
Tampaksiring

APBD Kabupaten

Pemerintah
Kabupaten

L



WAKTU PELAKSANAAN
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No PROGRAM LOKASI PENDANAAN PELAKSANA
Kecamatan
Tegallalang
b. Pengembangan dan Kecamatan APBD Kabupaten Pemerintah
pengendalian kawasan Payangan Kabupaten
berdasarkan zonasi Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
c. Penguatan koordinasi Kecamatan APBD Kabupaten Pemerintah
kelembagaan pengelola Payangan Kabupaten
kawasan Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
d. Pengembangan sistem Kecamatan APBD Kabupaten Pemerintah
mitigasi dan adaptasi Payangan Kabupaten
kebencanaan Kecamatan
Tampaksiring
Kecamatan
Tegallalang
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